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ABSTRAK |

Menurut ketentnan Pasal 2 burup b UU No. 1 Tahun 1967 tentang

Penanaman Modal Asing, bahwa penemuan-penemmuan baru milik orang/badan -
bukum asing, selain dari alat-alat imfuk perusahaan dan bahan-bahen yang di bawsa - - °

dari luar ke dalam wilayah Indonesia, termasuk dalam pengertian modal asing,
Ketentuan ini pada pada prinsipnya memuat pengertian sebagai teknologi asing

yang di bawa masuk ke Indonesia dalam rangka penanaman modal asing. Oleh: ©
karena itu, agar teknologi dimaksud dapat dialibkan, salah satu cara yang daspat

dilakukan adalah melalui perjanjian lisensi.
Perjanjian lisensi diatur dalam Bagian Kedua Pasal 76 sampai dengan -

Pasal 80 UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten dan UU No. 13 Tahum 1997 tentang. .-~
Perubahan Atas UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten. Namun demikian, sampai .
saat ini belim ada peraturan pelaksanasnnya Dengan demikizn, dalam N
pelaksanaannya perjanjian lisensi masih dibuat berdasarkan penerapen asas-.
kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUH Perdata) cleh pihak Licensor dan.

Licensee. Dan menurut Pasal 1338 dikatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara’
sah merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Secara konsepsional, perjanjian lisensi berperan sebagai.sarana yang -

efektif dalam penyelenggaraan alih teknologi, karena dalam isi perjanjian lisensi
itn telsh dituangkan suatn klausula tentang alih teknologi. Sedangkan secara

empiris-praktis, ternyata perjanjian lisensi belum berperan sebagai sarana efektif

dalam penyelenggaraan alih teknologi. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala,
seperti orientasi perjanjian lisensi itu sendiri, ketidak-seimbangan ‘“bargaining

position”, adanya pembatasan-pembatasan terhadap Licensee (RBP), Licensor:

cenderung tidak sungguh-sungguh ingin mengalihkan teknologinya, kurangnya

kemampuan negosiesi den menajemen dari pihak Licensee, tidak tersediamya -

infra-struktur yang relevan, dan pola kehidupan masyarakat yang belum menunjang
terjadinya alih tekmologi. Tentunya kendala-kendala tersebut harus dicariken
pemecszhannnya, agar perjanjian lisensi dapat sungguh-sungguh berperan dalam'
alih teknologi, di samping diperlukannya peran aktif dari pemerintah, terutama di
bidang regulasi dan informasi teknologi. ‘

Terlepas dari belum meksimalnya peran dari perjanjian lisensi tersebut -

dalam pengalihan teknologi, harus diakui bahwa perjanjizn lisensi yang dilakukan
selama ini telah cukup memberiken andil/konstribusi dalam pengembangan
industrialisasi. Dengan perkatasn lain, bahwa teknologi yang diperoleh melalut

perjanjian lisensi itu merupakan salsh satu landasan dalam pengembangan - -

industrialisasi. Oleh karena dalam pengembangan industrialisasi kitz masih
bergantung kepada teknologi impor, karena belum mampu menciptakan teknologi
sendiri. Ini membuktikan, bahwa eratnya kaitan antara perjanjien lisensi dalam’
penyelenggaraan alih telmologi dengan pengembangan industrialisasi.
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SUMMARY

In accordance with the provisions of Article 2 (b) of Law No. 1 of

1967 on Foreign Investment, in addition to a Company’s equipment and materials - .

brought from sbroad inte the territory of Indonesia, new inventions/discoveries ,

belonging to the foreign person or legal corporate entity fall within the definition -
of foreign capital. This provision covers in principle foreign technology which is .
imported into Indonesia in the context of foreign investment. Consequently, one of . *
the ways through which such technology may be transferred is trough a licensing

agreet_nent.

Licensing agreement are governed by the Second Part of Article 76 up .

to and including Article 80 of Law No. 6 of 1989 on Patents and Law No. 13 of
1997 on the Amendment of Law No. 6 of 1989 on Patenis. Nevertheless, to date

no implementers regulations have been issued. Thus, the implementation of .

licensing agreements is still based upon the principle of freedom of confract

(Article 1338 Of the Civil Code), between the Licemsor and Licensee. |

Furthermore, Article 1338 states that a validly made agreement constitutes self-

made law the contracting parties.
Conceptusally speaking, licensing agreements play the role ‘of an

effective means of technological transfer. However, for a practical-empirical

perspective, it is clear that licensing agreements do no operate as an effective’
means to various constraints such as the orientation of the Licensing agreement -

itself unequal bargaining positions, restraints placed on the Licensee, lack of -

willingness to transfer technology on the part of Licensor, lack of management

and negotiating skills on the part of the Licensee, lack of relevant infrastructure, .-

and a2 pattern of life in the community which is unsupportive of techmology
transfer.

These constraints must be overcome so that licensing agreements can
truly play a role in technology transfer. In addition, the government algo needs to
play an active role, particularly the field of regulation and technological .
information. Aside from the fact that the role of licensing agreements in
transferring technology has not been maximised, it must also be acknowledged
that the licensing agreement, which have been implemented to date, have..
provided as significant coniribution to industrial development. In other words, the
technology which has been acquired through licensing agreements, constitites one
of the foundation of industrial development. This is because we are still
dependent on the import of technology for industrial development as we are still
not capable of creating our own technology. This proves the very close

relationship between licensing agreements as means of transferring technology -

and industrial development.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangiman bidang industri merupakan salah satu faktor pendukung
kemantspan pertumbuhan ekonomi nasional. Program pembangunan
industri/industrialisasi dapat menciptakan perluasan lapangan kerja,
kesempatan berusaha, dan peningkatan pendapatan. Pengembangan indusfri
senantiasa ditingkatkan untuk dapat mengelola bahan baku menjadi bahan
jadi dari berbagai sektor, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dari
potensi sumber daya alem. Percepatan pertumbuhan industri dapat dilakukan
dengan mengimpor teknologi dari luar negeri.”

Oleh karena itu, pemerintsh telah mengambil kebijaksanasn bagi
pembangunan ekonomi nasional, terutama untuk mengejar ketinggalan-
ketinggalan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, antara lain dengan
mendorong terjadinya alih teknologi. Hal ini didasari oleh adanya kesadaran
bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi memegang peranan yang sangat besar
untuk dapat memberdayakan sumber daya alam sebagat dasar

pengembangan indusfri.

" Sumantoro, Masslsh Peasetares. Al Tokpelexi. (selanjutrya disingkat Swnantoro ), Ahwuni, Banduag. 1953, bal.
199.




Dalam rangka pelaksanasn pembangunan nasional pada umumnya

- dan’pembangunan sektor ekonomi pada khususnya, teknologi mempunyai

peranan yang sangat penting dalam usaha peningkatan dan pengembangan

industri. Dengan memperhatikan pentingnya peranan teknologi dalam

© peningkatan dan pengembangan industri tersebut, diperlukan upaya untuk

mewujudkan iklim yang lebih baik bagi kegiatan penanaman modal asing

sebagaimana yang dituangken dalam Undang Undang No. 1 Talm 1967
tentang Pensnaman Modal Asing®

Sejalan dengan itu, dalam rangka melaksanakan pembangunan
ekonomi itulsh kita memerlukan modal, keahlian dan teknologi dari negara-
negara maju. Kebutuhan aken moda! asing bagi negara-pegara yang
melakukan pembangunan memang tidak dapat dihindari.?

Dengan memperhatikan tujuan pembangunan yang dikemukakan di
atas, khsususnya yang terkait dengan upaya unfuk membangun kekuatan
industri, menunjukkan bahwa faktor yang perlu diperhatiken adalah
kebutuhan akan teknologi. Faktor teknologi ini penting, karena pada dasarnya
merupakan ﬂm gaty kunci yang sifatnya menentukan kehidupan industri.
Bahkan lebih dari itu, teknologi adalah faktor penentn dalam pertumbuhan

dan perkembangan industri.

A M. Danad Silalahd,
" Nomin 5. Pakpahan dsn Peter Macharud, Posadanes Xe An
Azinr Indeugsig, Proyek - ELIPS, Jakarta, 1996, hal,l

(g, BYXI11P1, Jakarta, 1984, hal 1.




Perkembangan industri di Indonesia, terutama setelah Indonesia -
- menetapken kebijaksanaan ekonomi terbuka seperti masuknya modal asing
dengan dikeluarkannya UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal
- Asing tersebut berjalan dengan cepat. Salah sam faktor penting dari
pertumbuhan itu adalah meningkatnya arus teknologi dari luar negeri ke
Indonesia. Namun, berapa besar arus perkembangan, jumish dan jenis
teknologinya yang masuk di negara kita sangat sukar diketahui.

" Salah satu kontribusi potensial pokok pensnsmen modal asing
terhadap pembangunan ekonomi di negara-negara sedang berkembang adalah
pengadaan teknologi, selain modal dan keahlian. Teknologi di sini tidak
terbatas pada teknologi produksi saja, sehingga mencerminkan efek riset dan
peagembangan di sektor industri.®

Berkaitan dengan itn, dalam praktek sangat sulit memisahkan antara
teknologi dan investasi, sebab bagian dari modal dan kekuatan investasi
banyak dipengaruhi oleh masukan teknologi. Banyak perusahaan yang
keberhasilannya ditentukan oleh peran teknologi, sehingga anggapan bahwa
teknologi hanya sekedar sebagai masukan dalam perkembangannya menjadi
berubah, justeru tekmologi merupakan pokok, sedangkan faktor produksi yang

lain sekedar penunjang dalam kegiatan investasi.”

9 Helen Hughes, Alih Bahasa Julius A. Mulyadi, Xeborkanles fadnsoriglings IN Axs Tinnr PT. Grnedia Pustaka
Utama, Jakarta, 1992, hal 160
A Summntoro {, G.ait. hal 14




Dengan demikian, dalam rangka pembangiman di sekior industri,
- menunjukkan bshwa makin pentingnya peramnan faktor teknologi, tanpa
mengabaikan arti penting faktor lain seperti permodalan, keahlian dan
keterampilan manusia, manajemen, dan lain-lain. Para ahli seringkali
. menilai faktor teknologi tersebut sebagai masalah terpenting dalam
pembangunan dan pengembangan indusiri. Dengan teknologi, industri telah
semakin mampu  menghasilkan produk yang secara tekmo-ekonomi
mementthi kebutuhan hidup, baik dalam arti kualitatif manpun kuantitatif
Teknologi mampu memberi warna dan pengaruh yang besar bagi kehidupan
dan kemajuan industri.®
Pengembangan teknologi diarahkan pada pembentukan kemampuan
teknologi dan rekayasa sebagai pemacu kemampuan memanfaatkan cara
inovasi dan membentuk keunggulan kompetitif dalam menghasilkan barang
dan jasa yang unggul dan berdaya saing tinggi, bagi percepatan pembangunan
dan menghasilkan daya saing nasional.”
Dengan memperhatikan peran teknologi yang begitu esensiil dalam
industri, tidaklah mengherankan bila tumbuh kesadaran mengenai perlunya
diciptakan iklim yang baik gune merangsang kegiatan tidak saja penemuan

baru, tetapi juga pengembangan teknologi yang berasal dari luar negeri.

% Hadar Djenawi Tohir, nds leny Paten Barorts Pefcole Pt Ureias o . 7 :
Jakarta, 1989, hal 7.
¥ Iman Sudarwo, Kstew {hwa Pearcisiman den Telmotesi. Suatu Tmjauan, Kantor Menistek, Jakarta, 1994, bal. 2.
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. Untuk meningkatkan kemampuan di bidang teknologi - yang
dipergunakan oleh sebagian terbesar bangsa Indonesia pada waktu ini dan di
masa datang perlu diusahakan pengalihan teknologi baru dan mutakhir dari
negara-negara maju sehingga teknologi ity dapat dikuasai oleh tenaga kerja -
dan para ahli bangsa Indonesia. Di satu pihak teknologi impor diharapkan

. dapat memacu pertumbuhan industri di tanah air, tetapi di pihak lain disadari
juga bashwa pembelian teknologi dari luar negeri dapat memperbesar
ketergantungan teknologi terhadap pihsk luar negeri. Risiko ketergantingan
teknologi ini akan makin besar apabila kita tidak mampu menguasai
teknologi yang diimpor dan tidak berhasil menggmakan teknologi tersebut di-
dalam negeri.®

Oleh karena itu, dalam upaya alih teknologi dari luar negeri, perlu
ada peningkatan terhadap pengnasaan teknologi yang tidak hanya terpakn
kepada proses produksi dan penggumaan alat-alat produksi, tetapi juga dapat
menguasai perangkat hmak, seperti desain dan ketekumikanmya Berarti,
bahwa alih teknologi dari luar negeri itu perlu diimbangi dengan
peningkaten kemampuan bangsa Indonesia sendiri untuk menguasai dan
mengembangkan teknologi dalam negeri.

Alih teknologi terpaksa dilakukan oleh kerena Indonesia sebagai

negara sedang berkembang tidak dapat memmggu sampai memiliki

" Badan Penelitizn Dan Pengembangan Deperndag, Poning® i By
Tdinelemi Selanjuinya disingket Balitbang Deperindag ), Mnhhh Wodc:ho-p Alih Tckno].om. Smurmz Oktobu:
1996, hal. 8.




kemampuan untuk menghasilkan sendiri teknologi maju dan menggerakkan
industrialisasi.”
Berkaitan dengan teknologi, Pasal 2 sub b Undang Undang No. 1.
Tamm 1967 tentang Penanaman Modal Asing, mengemukskan bahwa-
pengertian modal asing ialah meliputi : “Alat-alat untuk perusahaan,
termasuk penemuan-penemusn baru milik orang asing dan bahan-bahan yang
dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut
tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indomesia Sedangkan dalam
penjelasamya dikatakan bahwa « Modal asing dalam Undang Undang ini -
tidak hanya berbentuk valuta asing, tetapi meliputi pula alat-alat -
perlengkapan tetap yang dipertukan untuk menjalankan perusahasn di .
Indonesia, penemuan-penemusn milik orang/badan asing yang dipergunakan
dalam perusahaan di Indonesia dan keuntuogan yang boleh ditransfer ke
luar negeri tetapi dipergunakan kembali di Indonesia Dengan demikian,
ketentuan Pasal 2 sub b di atas, merupakan suatu ketentuan yang mengatur -~
masalah pengaturan alih teknologi."®
Dari ketentuzn Pasal 2 hurup b Undang Undang Penanaman Modal
Asing di atas, memunjukkan kepada kita bashwa penemuan-penemuan baru
yang dimiliki orang atau badan hulum asing yang di bawa ke Indonesia

termasuk dalam pengertian modal asing. Hal ini berarti pula bahwa eratnya

Y Ronny Hanitijo Soemitro, Hcheraps HMesalah Dela
WR&:{E: Kwrya, Bandung 198, hal. 166

" T3mail Sunny den Rudioro Rochmat,

Koedit Lngr Nereri, Prednys Pacemita, Jakarta, 1976, hal 41.



kaitan antara penanaman modal asing dengan alih teknologi, karena pada
dasamya penemuan-penemusan bam yang dimiliki oleh orang atan badan
bukum asing it adalah berupa teknologi.

Sejak Repelita I yang merupakan rencana pembangunan tahap I
dalam Orde Baru yang berlandaskan pada usaha-usaha rehabilitasi,
konsolidasi, stabilisasi ekonomi dan politik yang diambil pemerintah, yang
mana dalam periode tersebut, pada talm 1967 sampai tahun 1969 yaitu sast
mulai kegiatan penanaman modal asing dan saat mutlainya pembangiman
(Repelita I), hasil-hasil perkembangan penanamen modal asing menjadi
bagian yang sangat penting. Kemudian Repelita II dilandasi oleh GEBHN
1973 (Ketetapan MPR No. TV/MPR/1973) pengarahan penanaman modal .
asing lebih ditegaskan lagi sesuai dengan perkembangan dan prioritas - .-
pembangunzan Repelita II. Selanjutnya dalam GBHN 1983 (Ketetapan MPR ,
No. I/MPR/1983) yang akan menjadi dasar kebijaksanaan Repelita IV
dikemukan bahwa penansman modal asing dimungkinkan di gektor-sektor
tertentu yang menghasitken barang-barang yang sangat diperlukan, dapat
memperluas ekspor, memerjukan modal investasi yang besar dan»tel_-u;pl_qg.i N
yang cukup tinggi serta tidek akan membshayekan kepentingan ekonomi dan
leamanan nasional. Penanaman modal asing dilaksanakan dalam bentuk
usaha patungan yang disertai dengan syarat-syarat untuk membuka
kesempatan kerja yang cukup besar, memungkinkan pengalihan keterampilan

dan teknologi kepada bangsa Indonesia dalam wakiu yang secepainya dan




. memelihara mufu -dan tatn lingkungsn Penanamen modal -asing- juga -
- diarahlan untuk memperkust tumbuhnye ekonomi nasional dalam rengka "'
mendukung tercapainya tujuan pembangunan '

Dalam perdagangan teknologi peranan hukum hak milik intelektual,

. fermasuk di dalamnya hak paten sangat penting, karena jalan untuk,
menungkinkan terjadinya alih teknologi, ialah melalui perjanjian seperti - .
perjanjian lisensi. Untuk itu, pada tahun 1989, pemerintah Indonesia telah
mengeluarkan Undang Undang No. 6 Talun 1989 tentang Paten, yang
kemudian diperbaharui dengan Undang Undang No. 13 Tahun 1997 tentang

" Perubshan Atas Undang Undang No. 6 Tahun 1989 tentang Paten. Pada
Bagian Kedua dari Undang Undang tersebut ada di atur mengenai lisensi :
yaitu dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 80. Akan tetapi belum secara
khusuzs dan belum mencakup segala aspeknya, sehingga dalam Pasal 80
dikatakan bahwa : “Ketentuan mengenai perjagjien lisensi Paten daiatur -
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.

Namum sampai sekarang Peraturan Pemerinteh itu belum ada
sehingga daser hukum yang melandasi pembuatan perjanjian ligensi paten
antara pihak Indonesia dengen pihak asing masih berdasarian Pasal 1338
KUH Perdata yang menetapkan bahwa : Perjanjian yang dibuat secara sah
berlakn bagi kedua belah pihak sebagai undang-undang. Dengan demikian,

dalam praktek yang ada di Indonesia selama ini, perjanjian lisensi dilakukan

" Sumantore, Keriatan Pamsshasy Maltnsgensl Preblons Petitds Helg m K
Nagleusl Gelenjuinys disingkat Sumatere [y, PT. Gremedia, Jakeania, 1587, hat 6.




_langmmg antara perusshaan asing dengan perusshaan swasta nasiopal

berdasarkan penerapan asas kebebasan berkontrak, di luar sepengetalman .

" dan kontrol dari pemerintsh,  disebabkan -belum ‘adanya’ péfatucdn | . -

perundang-undangan yang mengaturnya. Hal ini sudsh tentu tidak memadai, - -
apalagi akibat dari perbuatan hukum dalam lisensi ifu tidak hanya ditanggtmg®
oleh yang berkontrak saja, tetapi juga akan melibatkan perekonomian negara.
dan bangsa.

Perjanjien lisensi ialsh perjanjian antara pemberi lisensi dan
penerima lisensi, agar penerima lisensi melaksanakan- perbuaten -
sebagaimana dimsksud dalam Pasal 17 UU No. 13 tahun 1997 tenteng
Perubahan Atas UU No. 6 Tahun Tshun 1989 tentang Paten Ini berarti, =
bahwa perjanjian lisensi adalah suatu perjanjian memuat izin dari pemberi

~ lisensi kepada penerima lisensi untuk melakukan segala kegiatan yang
dicakup dalam izin tersebut Dengan demikian dapat dikatekan, pada
dasarnya perjanjian lisensi merupakan izin untuk menggunakan hak atas suatu
teknologi tertentu oleh orang/badan hulum ssing kepada orang/badan hukum

Indonesia.'?

Berkaiten dengan perjanjian lisensi, menurut Mark Abel, Licensing
technology should only be undertaken by a company if it has made a
conscious decision to include licensing in its basic corporate strategy.

Licensing is not an easy option. It requires commitment and resources from

" Baden Pencltien den Pengembangen Depesindag, damelc Panlassmeen Delow ANk Tckaoler] Gelenjuinya
disingkat Baktbang Deperindag D, Workshop Atih Teknolog, Jakarta, 1994, hal. 3.




Licensee. The strategy of the licensor therefore needs to have anticipated
these demands and provide for them.!® Jadi, secara bebas dapat dikatakan
bahwa lisensi teknologi hanya akan dilaksanakan oleh suatn perusahaan jika ..
lisensi dimasukkan ke dalam strategdi dasar dari perusahsan. Lisensi

" bukanlah sesuatu pilihan yang mudah. Lisensi memerlukan komitmen dan
dukungan dari sumber daya dari pihak penerima lisensi.

Sejalan dengan yang telah diuraiken di satas, harus diskui bahwa
perkembangan industri di Indonesia masih bertumpu pada teknologi impor.
Keadaan ini terjadi disebabkan oleh kemampuan untuk mengembangkan
tekmologi sendiri masih sangat rendsh dan kebijaksanaan pembangunan yang
menganjurken impor teknologi untuk mempercepat laju industri, selama hal
tersebut tidak menyebabkan ketergantingan terus-menerus.-Dengan perkataan
lain, pemanfaatan potensi-potensi modal, teknologi dan keterampilan dari
luar negeri tidak mengakibatkan ketergantungan yang terus-menerus dan-tidak
merugikan kepentingan nasional.

Dalam perjanjian lisensi ada kecenderungan bahwa adanya ketidak-

. seimbangnya "‘bargaining position” antara Licensor dan Licensee, di mana
Licensor merupakan pihak yang kuat posisinnya bila dibandingkan dengan
pihak Licensee. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain
kelemahan-kelemahan yang dimilki oleh pihak Licensee dan belum adanya

suatu peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur perjanjian

H Mark Abel, ? 7 7 i
WIPO National Seminas, Beiiing, China, 26 .21 November 1996,

10




lisensi dan alih feknologi, sehingga tata-cara dan syarat-syarat yang hﬁ'us‘ .
dipenuhi oleh para pihak ditentukan berdasarkan kepada kesepakatan yang
.. dibaat oleh para pihak Kesepakatan dari para pihak tersebut didasarkan !

kepada penerspan asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang tertuang
. dalam ketentiarn Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata Indonesia. .

. Adanya ketidsk-seimbangan kepentingan dalam perjanjian lisensi
diakui pula oleh C.F.G. Sunarjati Hartono, yang mengatakan bahwa dalam
dunia bisnis modern, semskin bamyak ditemuken kontrak-kontrak dan
praktek-prakiek bisnis yang mengandung unsur yang kureng adil terhadap
pihak yang ekonomis atau sosial yang lebih lemsh dengan dalih pemelihraan
persaingan gehat.'®

Oleh karena itu, diperlukan adanya peran dari pemerintah yang -
selama ini dirasa kurang aktif Peran aktif dari pemerintah. tersebut
diperlukan agar perjanjian lisensi yang dibuat oleh pihak Licensee dan pihak
Licensor yang berdasarkan asas kebebasan berkontrak itu dapat sungguh-
sungguh berperan dalam alih teknologi, selain memperkuat posisi dari
Licensee. Da;;at dikatakan bshwa, tanpa adanya peran aktif dari pemerintah
adalah sulit untuk mewnjudken terjadinya alih teknologi melalui perjanjian
lisensi, padahal alih teknologi itu sangat penting artinya tidak saja bagi pihak

Licensee, tetapi juga bagi pengembangan industrialisasi. Apalagi ssmpai

" Sunarjwti Hartone, Pebitds Hak Mo/ et Ssiow, Hulam Nespsgl, (seianjutays disngiat Sunagjati Hartono )
Alumini, Bandung, 1991, hal 120
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.. ‘sekarang ini, pengembangan industri di Indonesia masih bergantung kepada - '

teknologi impor dari luer negeri.

" Sebagai suatu perbandingan, negara-negara sedang berkembang di
Asia dan Amerika Latin sejak beberspa lama telsh mmlai -merubsh -
perencanaan industrialisasinya dengan mengadakan pendekatan stes dasar
peraturen alih teknologi. Tenmama dengan sistem pembelian lisensi
teknologi yang diselenggarakan dalam iklim industri yang baik. Adapun
tojuan industrialisasi di negara-pegara sedang berkembang harus diarahkan
sebanyak mungkin kepada pembelian paten dan know how dari luar negeri
dan kemudian barus dilanjutkan dengan riset dan teknologi yeng telah dibeli
dan dileksanakan sendiri."

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas, memmjukkan -
pentingnya peranan perjanjian lisensi dalam penyelenggaraan alih teknologi
dalam rangka penanaman modal asing Arti pentingnya alih teknologi melalui
perjenjian lisensi it berkaitan erat dengan upaya pengembangan
industrialisasi sebagai salah satu tujusn pembangunan nasional. Namun
demikian'diperiukan adanya suatn peran aktif dari pemerintah, sehingga apa
yang diharapken dari perjanjian lisensi itu dapat diwunjudkan.

Untuk memperoleh suatn gambaran yang jelas tentang peranan
perjanjian lisensi dalam penyelenggaraan alih teknologi kaitannya dengen
pengembangan industrialisasi, maka dalam tesis ini akan dilakukan

™ Amir Pamuntiak, Mecrws Paten, - Padewan Prehtds dan Alik Tebnelert, Dismbatan, Jakarts, 1994, hal. 11.
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pengkajian yang mendalam terhadap perjanjian-perjanjian lisensi - yang
_ dilakkan  oleh . perusahasn-perusahasn joint venture/PMA  yang
. berkedudukan di DKI Jakerta yang menjadi obyek penelitian ini. -

. Dalam tesis ini, terdapat kesepakatan dengan perusahasn-perusahaan-
yang melakukan perjanjian lisensi sebagai obyek penelitian, yaitu untuk tidak
menyebutkan nama perusahaannya Oleh karena ifu nama. perusahasn
perusshasn tersebut akan diungkepken dengan menggunskan simbol herup
geperti yang dikemukakan di bawah ini.

Perjanjian ligensi yang diteliti adalah perjanjian lisensi yang
dilakukan oleh perusahaan X dengan Y. Perusahasn X (Licensee) adalah
perusahaan joint venture/PMA yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia dan
bergerak di bidang industri pembuatan pelampung dan rambu-rambu laut. Y
(Licensor) adalah sebuah perusahaan asing yang berkedudukan di Swedia
Yang telah disetujui oleh BKPM untuk beroperasi sejak tahun 1988. Adapun
yang menjadi obyek lisensi adalsh “Prosses” dan “design” yang telah
dipatenkan dalam pembuatan atay memproduksi pelampung den rambu-
rambu laut.

Selain itu diteliti juga mengenai perjanjian lisensi yang dilakukan
' oleh perusahaan P dengan R. Perusahaan P (Licensee) adalah perusahaan
Joint Venture yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia dan bergerak di
bidang industri pembuatan kaca untuk memproduksi bola lampu pijar dan

bola lampu neon. Perusahaan R (licensor) adalah sebuah perusahasn asing
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yang berkedudukan di Eindhoven, Belanda. Telah mulai beroperasi sejak
tahun 1980. Yang menjadi obyck perjanjian lisensi antara P dan R adalah
“production methode, design product, dan drawings™, yang telah dipatenkan
di negara asalnya, Belanda.

Perjanjian lisensi yang juga akan dikaji dalam penelitian ini adalah
perjanjian yang dilakukan oleh S dan T. Perusahaan S (Licensee) adalah
perugahaan PMA yang berkeduduksn di Jakarta, Indonesia dan bergerak di
bidang industri komponen elektronika Perusahaan T (Licensor) sebuah
perusghaan asing yang berkedndukan di Hongkong. Telsh mulai beroperasi
sejak tahun 1990. Yang menjadi obyek lisensinya adalash “Prosses
Production™ dan “Design Product”, yang juga telah dipatenkan.

Pengkajian terhadap perjanjian lisensi yang dibuat oleh perusahaan-
perusahaan X - Y, P - R, dan S -T, dimaksudkan untuk mendapat suatu
jawaban yang jelas tentang peranan perjanjian lisensi dalam
penyelenggaraan alih  teknologi kaitanya dengan pengembangan
industrialisasi, baik secara teoritis (yang seharusnya) maupun secara

empiris (senyatanya).

. Perumusan Masalah
Perjanjian lisensi tidak dapat dipisahkan dari kegiatan penanaman
modal asing, karena pada dasarnya, perjanjian lisensi merupakan salah satu

rangkain dari perjanjian-perjanjian yang di buat dalam rangka penanaman
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podal asing, selain daripada bentuk-bentuk perjanjian yang lain Adapun

- perjenjian lisensi ini di buat unmtuk tyjuan agar terjadinya  pengalihan -
. " teknologi. dari negara-negara penanam modal . ke negarg-negara penerima °.
modal asing. Hal ini -menunjukkan - bahwa penansman modal -asing dapat--

. mendorong perkembangan industrialisasi di-negara penerima modal .dan. '

" teknologi asing tersebut. . - ..

Di Indonesia, masalsh pengalihan teknologi dalam rangka penanaman -
modal asing dapat kita lihat dari ketentuan Pasal 2 hurup b UU. No. 1 Tahun -
1967 tentang Penanaman Modal Asing, yang mengemukakan balwa 7 Alat- )

alat perusahaan, termasuk penemunan baru miliki orang asing dan bahan- -

bahan yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-
alat tersebut tidak dibiayai dari-kekayaan devisa Indonesia”.’ Ketentuan

Pasal 2 urup b itu, dapat dikatakan merupakan aturan pokok dalam mengatur -

pengalihan teknologi dari [uar negeri ke Indonesia dalam rangka penanaman

modal asing.

. Masalah perjanjian lisensi, kimsusnya perjanjian lisensi yang .

berkaitan dengan paten, secara garis besar telah diafur dalam Bagian Kedua

dari pasal 76, pasal 77, pasal 78, dan pasal 80 UU No. 6 Taun 1989

. tentang Paten serta pasal 79 UU No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas

UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten. Namun demikian sampai saat ini belum

ada Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut tentang perjanjian

linensi sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 80 UU Paten
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" tersebut. " Oleh karena -ity, dalam pembuaten perjanjian fisensi - masih-7
- berdasarkan pada peperspan asas kebebasan berkonirak (Pasal 1338 ayat -
1.(1) dan asas itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) oleh . para. pihak . dengan .
- mengacu hukum perikatan yang -tertueng -dalam Buku ‘T KUH- Perdaia .

- Indonesia

Perjanjian--lisensi merupakan salsh safy saluran uniuk terjadinya

- pengalihan teknologi dari pemilik teknologi kepada penerima teknologi.

Karena pada dassrnya perjenjian lisensi merupakan suatu izin umtuk

. menggunakan hak atas teknologi yang dilindmngi oleh hukum oleh pemilik

* teknologi kepada penerima teknologi tersebut.'®

. Di dalam perjanjian lisensi telah dibatasi segala yang menyanghut
ruang gerak, hak, kewajiban dan pengaturan hal-hal lain lainnya antara pihak -
pemberi lisensi (licensor) dan pihsk penerima (licensee). Bentuk dan

. pembatasan, pengaturan, hak dan kewajiban perusahaan saty sama lain tidak

sama dan terkadang variasinya sangat besar, demikian juga basis yang
dipergunakan.

. Keadaan ini tentu sken membebani pihak penerima lisensi untuk
dapat mengalibkan teknologi sebanyak mungkin ke dalam negeri. Biaya
tinggi yang dibebankan ke pihak penerima lisensi yang kadang-kadang juga
tidak didukung skala produksinya, aken didistribusikan kepada konsumen di

dalam negeri.

16) peg bl 14,
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.- Disadari pula bahwa kemampuan berbegosiasai dari pihak penerima - .

- lisensi, konsultan dan pengusaha Indonesia masih jauh ketinggalan dari pihak

. luar negeri. Demikian juga pemahsmsn teknologi yang dialihkan,.sehingga ..

. risiko yang. akan timbul tidak dapat dideteksi lebih awal.. Selain hal-hal-di
atag pihak Licensee kurang memiliki pedoman bemegosiasi terutama yang

. menyangkut .pengalihan teknologi, sehingga di dalam perjanjian lisensi
posisinya cenderung tidak seimbang dengan pemberi lisensi.'”

Lebih dari itu, kita akui bashwa terselenggaranya alih teknologi
gecara baik dari pemberi lisensi kepada penerima lisensi akan mampu
menunjang pengembangan industrialisasi di Indonesia Namun demikian,

. gebaliknya apabila pengalihan teknologi itu tidak berjalan dengan baik maka
tidak skan memberi manfaat bagi pengembangan industrialisasi tersebut.

Dalam kondisi yang demikian itu, tentu diperlukan peran aktif dari pihak

pemerintah.

Bertitik-tolak dari apa yang telah diungkepken di atas, yang
merupakan masalah yang akan dicoba untuk dikembangkan dalam penelitian
ini adalah sebéigai berikut :

1. Bagaimans persnan perjanjian lisensi dalam penyelenggaraan

glih teknologi dalam rangka penanaman modal asing ?

2. Berkaitan dengan point (a), bagaimana pula kaitannya dengan

pengembangan ind!lshialjsasi ?

resiaw, Jakarta, 1994, hal 14.
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. 3. Apakah yang perlu dilaknkan Pemerintsh agar Perjanjian Lisensi -

sungguh-sungeuh dapat berperan dalem penyelenggarasn alih
.- tekiiologi di Indonesia. ?

C. Tujuan Penelitian .
-~ Berkaitan dengan itu, bertitik-tolak dari permasalshan penelitian -
.. dapatlah dikemmkan tujuannya adalah :

1. Untuk mengkaji tentang persnan perjanjian lisensi dalam -
penyelenggaran alih teknologi dalam rangke penanaman modal
‘asing di Indonesia.

2. Umuk mengkaji tentang peranan perjanjian lisensi dalam-
penyelenggaraan alih teknologi dalam kaitannya dengan
pengembangan industrialisasi.

3. Untuk mengetshui tentang hal-hal yang perlu dilakukan oleh

" pemerintah agar perjanjian lisensi sungguh-sungguh dapat

menunjang alih teknologi.

D. Metode Penelitian
1. Definisi Operasional
Dalam rangka untuk mempersamskan persepsi serta untuk
menghindari perbedaan interpretasi, beriknt ini dijelaskan beberapa

pengertian pokok yang berkaitan dengan judul penelitian ini.
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. Secara -ummm, - dapat dikatsken babwa perjanjian -lisensi- ..

- mernpakan dasar bagi kerjasama yang mengatur syarat-syarat dan -
.. pemindahan teknologi.dari pihak asing kepada perusahaan-perusahaan
. penerima lisensi di Indonesia yang pada dasamya bersifat kontraktual, - -
.. yang dapat di bagi menjadi dua jenis yaitu : perjanjian lisensi secara ‘.
-, - -- ekaklusif dan pejanjian lisensi non eklusif . .
Memurut Sumantoro, perjanjian lisensi adalah suaty perjanjian
“dengan mana pemberi teknologi memberikan hak kepada penerima
- teknologi, mtuk suatn jangka wakiu tertentu dan dengan syarat-syarat
dan , kondisi-kondisi yang disetujui bersama, memanfaathan dan
menggnnakan teknologi untuk sustu tujuan tertentu.'®
Memnrut Harter alih teknologi berasal dari terjemahen bshasa-
Inggris Transfer of Technology adalah pelimpahan metode produksi atan
distribusi modern atau ilmiah dari suatu negara ke negara lain, misainya
melalui investasi asing, perdagangan internasional, pelepasan dan
penggunaan hak paten, perjanjian lisensi, bantumn teknik atan latihan. "
Sedangken industrialisasi adalsh suatu proses. Sebagai suatn
_proses ia dipengaruhi oleh norma-norma dan inovasi. Oleh karena itu

industrialisasi tidak boleh melupakan usaha-usaha standarisasi dan

1%) Sumantoro I, Qpeggt. jal 57.
19) panji Anorsgs, Pernashaes Makinarions! dox Pousnonen Melel Axny Pustaka Jxys, Jaksta, 1995, hal. 7.
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" kegiatan-kegiaten perangkat lunak yang mengembangkan kemampuan
teknologi untuk menciptakan sistem produksi yang lebih baik.®
2. Metode Pendekatan . : .e
- Pendekatan yang digmakan dalam peﬁelitian ini adalsh metode-
- penelitian normatif dan socio legal research. Menurut Sunarjati Hartono,
unfuk penelitian yang dimaksudkan dalam penulisan tesis, penggunasn .
metode socio legal research di samping penelitian normatif akan
memberi bobot lebib pada penelitian yang bersanglautan *°
Penelitian hulum normatif jika dilihat dari sudut ruang -
linglupnya mencakup beberapa bagian : 2
a. Penelitian terhadap azas-azas hukum.
'b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum. .

d  Penelitian terhadap sejarah hukum.

e. Penelitian perbandingan hukum

Sesuai dengan permasalahan yang diangkst yaitu berkaitan
dengan perjanjian, yaitu peranan  perjanjian lisensi dalam
penyelenggaraan alih teknologi, kiranya penelitian tentang asas-asas

hukum, relevan untuk diterapkan.

» mewmm‘?mmw!m 1982, hal 137.

MW erpG Sumsixi Haono,

ce o TT) Ahzmrd, Bandung, 1994, hal 142,
Soerjono Soeksto dan St Mumuds, Pessbition Hakaus Nerwustd, CV. Rejrwdi, Jakxta, 1985, hal. 14 - 15.
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" Penelitian terhadap asas-asas hukum, misalnya. penelitian
mengenai hukum positif yang tertulis atan kaidsh-kaidah yang’ berlakn - -

dalam masyarakat @ .

. Jadi penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap
kaidah-kaidah mkum yang merupakan patokan-patokan berperilaku atan
bersikap tidak pantas. Penelitian ini dapat dilakukan terutama terutama
terhadap bahan-bahan hukwm primer dan sekunder, sepanjang kaidah-
kaidah tadi mengandung kaidah-kaidah hukim 2

Pendekatan Socio-Legal Research dimaksudkan  unfuk
memperoleh penjelasan atas permasalahan yang diteliti beserta hasil
yang diperoleh dalam hubungannya dengan aspek-aspek hukumnya, serta
mencoba menjelajahi realitas empirik masyarakat, khususnya pada
mosyarakat yang bergerak di bideng penamamen modal asing dan

perjanjian lisensi.
3. -Penentuan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditentukan secara purposif yaitu di DKI Jakarta
Pemilihan wilayah ini didasarksn atas pertimbangan bahwa penanaman

modal asing cenderung tumbuh di wilayah ekonomi yang relatif market-size-

) Bambang Wabsyo, Pansbitiax Hadou Dalm Pratak, Sines Grafika, Jakarta, 1991, bal. 14,
) Sousjona Sosknmio dan St Mamudji, Op-git, bal 16.
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 nya besar. Dalam hal ini, DKI Jakarta adaleh salah satn wilaysh ekonomi . -
* yang besar. Menurut data dari BKPM, untuk DKI Jakarta perkembangan

" _kegiatan penanaman modal asing berdasarkan bidang usaha, khusus bidang

industri dari tahun 1967 sampai dengan September 1997 sebanyak 390 -

~ proyek dengan nilai investasi sebesar US$ 5.887.658,10.°

*Penelitian dilakukan pada perusahaan penanaman modal asing-
joint venture yang bergerak di bidang industri. Dipilibnya sektor ini
karena perkembangan penanaman modal asing di DKI Jakarta sebagian

besar tumbuh pada sektor industri.

. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data
Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data
primer dan data sekunder.

b. Sumber Data

Data primer bersumber atan diperoleh dari penelitian
lapangan, yaitu dari : BKPM Pusat, BPPT, Direktorat Jenderal Hak
Cipta, Paten dan Merek Departemen Kehakiman, Departemen

" Perindustrian dan Perdagangan , Konsultan Hukam dan perusehaan-
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perusahaan asing / joint venture yang bergerak di sektor industri di
 DKI Jakarta yaitu dari : PT. X, PT. P den PT. 5.

Sedangkan data sekunder adalsh berupa data yang be_rmnnber'
_ dari penelitian kepustakaan yang bahan hukumnya berasal dari bahan
. hukum primer dan bshan hulum sekunder. Bahan tukum  primer.
merupakan bahan pustaka yang berisikan pengetalman ilmish yang
baru dan mmtakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang
diketshni mengenai suau gagasan/ide
- Bahan hukum primer meliputi :
B U.U. No. 1 Talum 1967 tentang Penanaman Modal Asing.
. W U.U.No. 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan U.U.

No. 1 Tahun 1967 tentang Pensnaman Modal Asing

B U.U. No. 13 Tahumn 1997 tentang Perubahan Atas U.U. No. 6

Tahun 1989 teniang Paten.

B TU.U. No. 6 Tahun 1989 tentang Paten
W UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement
Establishing World Trade Organizatin (Persetujuan Pembentukan

Organisasi Perdagengan Dunia), khususuya mengenai TRIPs

) S gerjono Soekxmio dan St Mamnady, Qp-git, hal 43,
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" (Trade Related of Intellectual Property Rights including Trade in-.
Counterfeit Goods).
" . & .U No. 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun -
1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah
. Dengan UU No. 7 Tahun 1991,
. & Ketentuan-ketentuan  dari World Intellectual Property
_ Organization (WIPO).
B _Ketentuan-ketentuan dari United Nations Confrence on Trade and

Development (UNCTAD).

' m Peraturan perundang-undangan lainnya yang mempunyai kaitan
dengan perjanjian lisensi dan alih teknologi.

Bahan hukum selunder adalah merupakan bahan-bahan hularm
yang erat hubungannya dengan hukum-hukum primer dsn dapat
membanty menganalisis  serta memshami bahan-bahan hukum
primer.””

Adapun bahan-bahan hukum sekunder tersebut adalah :
M Kepustakaan/buku-buku hasil karya pera sarjang  yang
menguraikan tentang perjanjian lisensi dan alih teknologi.

B Makalsh-makalsh seminar tentang perjanjian lisensi.

M g Humitio, Meteke Pesalition Mk dax b : e diviaaricet R Hemitiie {1} Ghab

Indonesin Jakartn, 1992, hal 12.




PR T

“.'m. Naskah tulisan di media massa, arsip, data Penanamsn Modal.. - -

~- Asing yang dipublikasikan.

_Teknik Pengumpulsn Data ' - -

.- Dalem pengumpulan - data,  teknik - yang - dipergunakan dalam ¢

' _penelitian adalah: =

. --a..- Wawancara terstruktur. . .

- b. Wawancara tak terstruktur.

" ¢. . Studi kepustakaan.

' Wawsncara terstruktur digunakan untuk memperoleh -data’
mengenai karekteristik umum perjanjian lisensi untuk mengungkapken
motivasi, maksud atau penjelasan dari responden dan informan secara

lebih mendalam lagi. Adapun responden dalam penelitian ini adalah

. pengusaha yang melakukan perjanjian ligensi di DKI Jakarta, sedangkan

informannya adalah aparat BKPM Pusat, Dirjen Hak Cipta, Paten dan
Merek Departemen Kehakiman, BPPT, Departemen Perindustrian dan
Perdagangan, dan Konsuttan Hulam.

Menunut Lexy J. Moleong, wawsancara tak berstruktur dilaknkan -
pada keadaan-keadaan sebagai berikut, yaitu dalam hal penelitian
hendak meneliti bagian-bagian tertentn yang tidak normal, mau mencoba
mengimngkapkan pengertian sutau perigtiwa, situssi, atau keadaan tertentu,

serta pewancara berhubungen dengan orang “penting” >

. = L&,J.um Mateds Ponstisian Kriditatil, Remxia Rosdabxrys, Bandung, 1995, hal. 139.
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. Kemudian dalam studi kepustakaan/dokumen, peneliti- melakikan - -
> penelitian terhadap berbagai dokummen den bshan-bshan pustaka yang -
". . berkaitan. dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini..Studi .

dokumentasi/kepustakaan ini merupakan penelitian terhadap - data -
.. sekunder.
+ +6. -Analisis Data . .-
*~ Dari data yang telah berhasil dikumpulikan dalam penelitian ini, °
. baik’itu berupa data primer maupun data seknnder, dianalisis dengan
menggunakan metode kualitatif Menurnit Bogdan dan Taylor, metode-
_kualitatif, sebagai prosedur penelitian yang menghasilken data deskriptif
. berupa kata-kata tertulie atau lisan dari orang-orsng dan perilaku yang
dapat diamati
- Pengertian analisis di sini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan -
dan penginterpretasian secara logis, sistematis, dan konsisten, di mana
dilakukan penelashan data yang rinci dan mendalam.

Hasil pengumpulan data akan dianalisis dengan menggunakan
analisis taksonomis, yang dilskukan penelahasn yang lebih rinci dan
mendalam, yang difokuskan kepada masalah-masaleh atau domain-
domain tertentu Pada analisis ini fokus penelitian ditetapkan terbatas
pada domain tertentu yang sangat berguna dalam upaya mendeskripsikan

atan menjelaskan fenomena/fokus yang menjadi sasaran penelitian.

®) fid ba) 3.
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". Domain-domain yang dipilih untuk diteliti secara lebih mendalamiagi . -
_____ merupakan folus studi yang perlu dilacak secara- lebth rinci -den -
.- mendalam terhadap struktur internal masing-masing domain ®
« ~Keseluruhan analisis dilakuksn -dengan cara mendeskripsikan;
.. . menafsirkan, kemudian dianalisis secara deskriptif analitik.' Dalam hal
.~ -ini- dengan. menghubung hubungkannya - dengan interaksi konteks serta -
: dengsn teori-teori yang berkaitan.
7. Teknik Pengecekan Validitas Data
Unfuk pengecekan keandalan -dan kealm;atan, maka - digunakan -
teknik triangulasi data, yakni teknik pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itw untuk keperluan
- pengecekan atan sebagai pembanding terhadap data it
Denzin, membedakan ada empat macam triangniasi sebagat
teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode,
penyidik, dan teori. Dalam penelitian ini yang dignnakan adaiah
triangnlasi sumber, yakni membandingkan dap mengecek balik derajat
kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang
berbeda
Hal ini dilakuken dengan jalan :
a. Membandingkan apa yang dikataken informan atau responden di

depan umum dengan apa yéng dikatakan secara pribadi.

+ ) Synatiah Faisal, Penslition Keebitetl Daser darer dan Avkiar, ¥ A 3. Malmg, 1990, hal 98,
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. b. Membandingken data hasil wawancara dengan data hasil

. oservasi/pengamatan ‘secara langsung ‘selama peneliti terjun ke -

lapaﬂgﬂn- =
cMembmdmgkanhas:l wawancara dengan isig’ suatu dokumen yang
. berkaitan.

» . d. Membandingkan keadaan dengan perspektif sosialnya.

- E. Kerangka Pemikiran - -

- Dalam mengungkap peranan  perjanjian . lisensi dalam
penyelenggarasn alih teknologi kaitannya demgan pemgembangan
industrialisasi, penulis berangkat dari teori social engineering dari Roscoe

. Pound.

Teori Roscoe Pound mengungkapkan bahwa penggunasn hukum
secara sadar unfuk mengubsh masyarakat itu disebut sebagai social
engineering atan lengkapnya social engineering by law. Langksh yang
diambil dalem social engineering bersifat sistematis, di mulai dari
identifikasi problem sampai kepada jalan pemecahsnnya®

Dalam kaitannya dengan alih teknologi, perjanjian lisensi berfingsi
sebagai alat rekayasa dalam alih teknologi dan  pengembangan

industrialisasi. Dari alat ini harapannya dapat dikondisikan suatu pengalihan

M) Satiipto Rabarjo, [ His, Qixingket Satiipto Rahardjo D PT. Citra A ditiya Bakti, Bandung, 1996, hal. 208.
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- -teknologi yang efektif, yait dengan perjanjian lisensi sebagai stiomlusnya,

.. sedangken alih teknologi dan pengembangan industrialisasi sebagai respon
.. dari stimulus tersebut.
- Hasil suatu stimulus tidak selalu menghasilkan apa yang diharapkan, .
karena adanya interaksi sosial dalam masyarakat Teori yang digumakan
. 'lmﬁikii;enjelaskﬁn keadaan tersebut adalah Teori Interaksi Simbolis.

.. Interaksi simbolis selalu mempelajari tindakan sosial dengan
mempergunaken teknik introspeksi untuk dapat mengetahui sesuatu yang
melatar-belakangi tindakan sosial dari aktor. Dalam interaksi simbolis

... stimulus tidak secara otomatis melahirken respon, akan tetapi antara stimulus

. yang diterima dan respon yang terjadi sesudahnya, diantarai oleh proses

interpretasi oleh_si aktor, yaitu proses berpikir yang khas -dimiliki
manusia >

Dua ahli teori interaksi simbolis, yaitu Georges Herbert Mead dan

Herbert Blummer, mengemukakan bahwa “diri” adalsh yang terpenting pada

. interaksi simbolis. “Diri” adalah suatu orgamiasasi aktif bukan sekedar

tempat buangan yang hanya menerima dan memberikan reaksi terhadap

stimmlasi (rengsangan). Blummer menerangkan bshwa “diri” javh lebih

besar daripada “ Internalisasi Komponen Struktur Sosial dan Kebudayaan®.

Hal ini lebith merupakan proses sosial, sebuah proses interaksi diri di mana

mm—mmPMMWR&mﬁPme
19920l 61
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-+ peran menusia menunjukan pada dirinya sendiri hal-hal yang menentang di- -
't dalam * situasi ' yang dia mainkan dan menyusmn perbuatannya lewat
"7 interpretasi akan hal-hal semacam it
Dalam interaksi di masyarakat bisnis atau pengusaha hubungan sosial
‘- geringkali terikat pada’.bukum _orgenisasi modern. . Memurut Satjipto -
. Rshardjo, pada hukum organisasi modem, tindakan-tindaknnya didasarkan. .
- pada pertimbangan rasional ekonomis, seperti : (1) berusaha memperoleh
" hal-hal 'yang mengunhmgkan organigasi sebanyak mungkin, (2) Berusaha
. untuk menekan sampai pada batas-batas minimal, beban-beban yang
menekan organisasi.” |
. Bertitik-tolak .pada kerangka pemikiran sesuai teori interaksional .
gimbolik, dapat diduge bshwa peranan - perjsajian lisensi- dalam-
. penyelenggaraan alih teknologi dan pengembangan industrialisasi tidak
.. gelalu menjadi faktor yang mempengasuhi kondusif tidaknya suatu kegiatan
pengalihan teknologi, karena dalam pengalihan teknologi dalam rangka
pensnamsan modal asing itn masih ada faktor-faktor lain di luar faktor yuridis
yang berpermll seperti : potensi pasar, persaingan bisnis, dan kondisi sosial
politik
. Diakni, bahwa pensneman modal asing di Indonesia dapat digunakan

sebagai alat pendorong pengembangan industri dalam pembangunan. Ia dapat

I g, Pruganter Pewgonbagen Teort Slal, Tiara Wacaoe, Jogh, 1997, Iul. 55- 57.

) Sojipto Rabmrjo L, Qp-dlt tuk 65.
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memberikan efek langsung dan tidak langsung bagi pembenguman’ seperti = -

-~ peningkatan pendapatan negara, alih teknologi, penciptaan lapangan kegja,

- mansjémén dan lgin sebagainya.

Menurut Juajir Sumardi, sarana-sarana yang dapat dipakai dalam
*#  proses alih teknologi, antara lain adalah :
" 1. "Investasi langsung , di mana wujud dari investasi langsung ini adalah :

a Melalui cabang perusahasn transnasional (wholy owned subsidiary),
yang terutama distur dalam perjanjian penanaman modal asing.

b. Melalui joint venture, yang pengaturannya dapat dilihat pada “joint
venture agreement’, perjanjian penansman modal asing dan
“licencing agreement”.

. 2. Pemberian lisensi kepada non subsidiary atan independence local firm,
yang pengaturannya dapat dilihat pada licensing agreement yang
diadakan oleh dan antar perusshaan transnasional dengan local firm.*”

Berkaitan dengan apa yang diungkapkan di atas, bahwa salah satu
garana yang digimaken untuk terjadinya alih teknologi adalah melalui
perjanjian lisensi.

Pengalihan teknologi dalam rangka penanamsn modal asing tersebut
berkaitan erat dengan apa yang dituangkan dalam ketentuan Pasal 2 sub b UU

No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, yang pada prinsipnya

3) i Sumac, Ameslonscak Hndman Frionchiss d Farsehan. Toaamanionsl, PT. Citra Aditya Baksi, Brndung
1995, hal 112
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mengemukakan bahwa pengertian modal asing tidak hanya berbentuk valuta -
: - asing, tetapi meliputi pula alat-alat perlengkapan tetap yang diperlukan umtuk
' menjalankan perusahaan-perusshaan di Indomesia, penemuan-penemuan
- milik orang/badan asing yang dipergunakan dalam perusshaan di Indonesia
dan” keuntungan yang boleh ditransfer keluar negeri tetapi dipergunakan
kembali di Indonesia.
Sejalan dengan its, menurut Ismail Sunay dan Rudioro Rochmat,
* dikatakan bahwa alat-alat perusahasnpun merupaksn modal asing Akan
tetapi alat-alat yang bersangkutan harusish elat-alat yang diperioleh tidak
atas bisya/beban dari kekayaan devisa Indonesia, artinya bahwa alat-alat itu
‘tidak dibeli dengan menggmakan devisa yang berada dalam penguasaan
negara. >
Dalam alih teknologi melalui perjanjian lisensi dalam rangka
penanamsan modal asing, ketentuan Pasal 2 sub b tersebut jelas merupakan
saluran untuk masuknya teknologi asing ke Indonesia melalui proses
penanaman modal asing Agar teknologi asing itu dapat dialihkan ke
Indonesia periu dilakukan suatu usaha untuk mewujudkannys. .
Dalam konteks penanaman modal asing perjanjian lisensi merupakan
dasar kerjasama yang mengafur syarat-gyarat dan kondisi pemindahan
teknologi dari pihak asing kepada perusshaan-perusahasn penerima lisensi

di Indonesia. Perjanjian lisensi tersebut pada umumnya diselenggarakan

¥ email Sunny dan Rudicro Rochmt,
Kredit Lagr Noperi, Pradoys Prcemits, Jakmts, 1976, hal - 41.
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- pada perusahaan-perusahean patungan di Indonesia dengan induk perusshasn
. .di Inar negeri yang memiliki atau memegang hak atas teknologi yang
... bersangkutan. ™ . .
= Sebagaimana telah dikermkakan di atas, cara-cara untuk mengalihkan
5. teknologi dari luar negeri adalah melalui pembentukan perusahaan patmgan
- dengan perusshasn asing, - memperoleh lisensi. dari - perusahasn asing,
. pembelian barang-barang modal (masin-mesin, alat-alat produksi, dan
- sebagainya), kerjasama teknik dengan perusahaan asing, dan menggaji tenaga
-~ ghli aging.
Dari apa yang telsh dikemukan, dapat dikataken, bshwa pengalihan
. teknologi dari sustu negara ke negara lain, seperti dari negara-negara maju
ke negara-negara sedang berkembang pada umumnya terjadi melalui kerja
. sama dalam rangka penanaman modal asing, termasuk perjanjian lisensi.
- Namun demikian, dalam proses pengalihan teknologi pada akhirya dunia
usahalah yang menjadi pelaksana.

Dalam praktek yang umum terjadi, alih teknologi dapat dilakukan
melalui peijanjian lisensi dalem rangka penanaman modal asing. Dalam
perjanjian lisensi ini, pemilik teknologi dapat mengalihkan teknologinya

- dengan memberikan hak kepada setiap orang atau badan hukum lain untuk

melaksanakan teknologinya dengan suatu lisensi.

mSmemmm-Pmalm.hilli
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. Perjanjian lisensi, khususnya terhadap hek milik perindustrian

- seringkali terjadai dalam praktek Yang telah dikenal adalah perjanjian
.+ ligensi yang berhubungan dengan hak paten. Yang berhubungan dengan hak’

paten tersebut telah mendapat tempat formal dalam hukum Indonesia. ™

... Pengalihan teknologi dalam rangka penanaman modal asing itu

.. seyogyanya disesuaikan dengan arah pengembangan kemampuan teknologi
yang mendukung pengembangan industrialisasi. Oleh karena itu, dalam

rangka pengembangan kemampuan teknologi harusish diarahkan pada hal-hal

- sebagai berikut : .

1

Mengembangkan kemampuan dalam negeri untuk menerapkan,

mengadaptasi dan melakukan inovasi teknologi.

-Mengurangi ketergantungan impor teknologi.

Mengurangi mengalimya sumber dana yang terbatas ke luar negeri untuk

- mengimpor tekmologi.

Dapat mengolah maupun melakukan konservasi sumber daya alam yang
dimiliki oleh Indonesia.

Depat mengendalikan dampak negatif dan mengembangkan dampak
positif pembangunan industri terhadap masyarakat dan budaya bangsa
Dapat mengikuti perkembangan ilom pengetahuan dan teknologi yang

terjadi di dunia ™

! Munir Fuady, Hulous Bog's {alww. Teorl dan Prelsel;, Buku Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bendung, 1994 hal

114,

*) Jusiir Sumaedi, Qp-giz bal 113 - 114

34




Pengalihan teknologi dari suatu negara ke negara lain, deri negara
.. .maju ke negara sedeng berkembang dapat dilakukan dengan berbagai cara. -
~. Hal ini tergantung dari jeﬂs bantuan teknologi yang dibutuhkan. Salah sahi
- --~cara pengalihan tglmologi tersebut adalah melalui perjanjian lisensi (Licénse
. Agreement) ®
~- Dalam perjanjian lisensi, sebagai salah satu bentuk hubungan bisnis,
.. terdapat asas-asas yang sangat penting untuk diketahni oleh para pihak
kimsusnya oleh pihak Licensee, agar perjanjian itu sungguh-sungguh dapat
mencapai sasaran dan fujuannya, seperti asas kebebasan berkontrak.
Asas kebebasan berkontrak merupskan salah satu asas yang sangat
..- terkenal di dalam hukum kotrak. Berdasarkan asas ini suatu pihak dapat
memperjanjikan dan/atan  tidak memperjanjikan aps-apa yang yang
. dikehendakinya dengan pihak lain. Dengan perkataan lain, para pihak berhak
- untuk menentukan aspa saja yang diinginkamnya dan sekaligus juga
. diperkenankan untuk menentuksn apa saja yang tidak dikehendaki untuk
dicantumkan dalam perjanjiannya, dan apa yang diperjanjikan itu akan
mengikat para pihak yang menanda-tangani perjanjian tersebut (Pasal 1338
KUH Perdata). Namun demikian, penerapan asas kebebasan berkontrak ini
adalah tidak bebas sebebas-besanya *®

*! Sunagjati Hartono, P

T N aaten - g T, ;¢ et & Porgian
W-mmww Bina Cipta, Bandung 1981, hal 189.
Feliz 0. Sosbagic, Eardes : 0 : _

dalam Pectesnuen linsiah tentang Perkembmagan Hukum Kontrak Dalam Bisnis di Indonesis, BPHN, 1994, hal 5.
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. Menurut Amirizal, asas kebebasan berkontrak mengandung beberapa

- macam unsur yaity :
..M _perseorangan bebas untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian. .
.. W perseorangan bebas untuk melakuken perjanjian dengan siapapun juga.

* E ‘mengenai isi, syarat dan luasnya perjanjian orang bebas menentukan.®

. . Berkaitan  dengan perjanjian lisensi, pihak Licensor dan Licensee

_ bebas untuk memperjanjikan atau tidak memperjanjikan sesuatu yang mereka

kehendaki. Ha! ini adalah sesuai dengsn azas kebebasan berkontrak, yang

merupakan salah satu azas yang sangat penting di dalam hukum perjanjian,

* azas kebebasan berkontrak itu tidakish dapat diterapkan dengan sebebas-

" bebasmya. -

- Azas kebebasan berkontrak dibatasi oleh, antara lain ketertiban
umum, kepatutan dan kesusilaan. Dalam dengan perjanjian lisensi, azas
kebebasan berkontrak itn, antara lain dibatasi oleh ketentuan Pasal 78 UU
No. 6 Tahun 1989 tentang Paten, yang pada intinya menetukan bahwa
perjanjien lisensi itu tidak boleh memuat kiausula-klausula yang langsung
atan tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian
Indonesia dan memuat keteninan yang menghambat kemampusn bangsa
Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya
dan yang berkaitan dengan penemusn yang diberi paten pada khususnya,

serta ketertuan-ketentuan yang tertuang dalam TRIPs, Code Of Conduct on

1 Asirizal, Fdomas, Fismic - Derewralacl dam Joit Voutars & Iadenazia Teosi dun Praktek Diambatan, Jaiasta, 1996,
hsl. 36.
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Transfer Of Technologi, WIPO, dan UNCTAD. Klausula-klausula yang
. dilarang dimnat dalam suatu perjanjian lisensi ity dinamaken Restrictive
. Business Practice atau RBP.
- Sedangkan yang kedua, adalsh azas -itikad baik, sebagaimana yang
* ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (3). Memmut ketentuan ini < suafu
perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.
Asas itikad baik memsng suatu asas yang valid dan harus
. dipertahankan di dalam hukum perjanjian, namum demikian asas itikad baik
ini perlu dituangkan lebih lanjut dalam ketentuan-ketentuan perjanjian ©
Dengan demikian, asas itikad baik tersebut, tidak saja harus
- dituangkan dalam isi perjanjian, tetapi juga dalam pelaksanaan perjanjian
perlu diterapkan Misalnya, a.danya itikad baik dari pihak Licensor untuk
. sungguh-sunggnh ingin mengalihkan teknologi yang dimilikinya kepada pihak
Licensee dalam suafu jengka waktu tertentn. Pentingnya itikad baik ini,
karena pada dasamya pihek Licensor tidak sungguh-sungguh berkehendak
- untuk mengalihkan teknologi yang dimiliki dengan berbagai alasan-alasan
tertentu.
Dari apa yang telah dikemukakan di ates, menunjukkan kepada kita
. bahwa, salah satu bentuk dari hubungan bisnis dalem reangka memacu

pengalihan teknologi dari luar negeri adalah dengan mengadakan perjanjian

D gl 19, -
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-liset_ﬁi, terutsma lisensi paten yang makin giat dilaluken dalam proses
* . penanaman modal asing dan dalam praktek perdagengan internasional. -

.. Di Indonesia masalah perjanjian lisensi telah diatur dalam U.U. No.’
6 Tahun 1989 tentang Paten dan UU No. 13 Tahun 1997 tentang Perubshan - -
Atas UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten Oleh karena itu, perjanjian ligsensi
dapat dimasukkan dalam jenis bernama (spesific agreement). Namun hukum
materiil dari perjanjian tersebut belum diatur,

. Menurut ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1989 tentang,
- Paten dikatakan bahwa “Pemegang paten berhak memberi lisensi kepada
_ orang lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan

sebagaimana di maksud Pasal 17°. Sedangkan dalam Penjelasannya

dikemukakan bahwa “ Berbeda dengan pengalihan paten di mana hek juga

beralih, maka perlisensian melalui suatu perjanjian pada dasamya hanya
bersifat pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi daripada paten,
dalam jangka waktn fertentu dan syarat tertentn puls”.

Sedangkan paien it menurut Slamet Dirhem, merupakan suatu
dolumen yang dikeluarksn ates permintaan paten - dari penemm oleh negara
yang memuat uraian tentang penemuan dan mempunyai kekuaten hukum serta
. perlindungan hukum atas penemuannya yang dimintakan paten tersebut. Oleh
sebab itu pemanfaatan pemindah-tanganan (manufactur, menggunaken dan
menjual) atas paten tanpa ijin dan sepengetahnan si penemw/pemilik paten
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. addlah tidek ssh’ dan " dilareng oleh undang-undang serta merupakan -
- .pelm@aﬁm“
. Dengan .demikian, ~ paten  dapat’ mendorong tumbuh dan’ .
- . berkembangnya ‘kreativitas dalem bidang teknologi, memilih teknologi,
_ mempercepat alih teknofogi dan dapat pula sebagai instrumen yang strategis
" dan pengembangan teknologi serta mendorong adanya investasi.
- Memwut Arry A. Sigit, bahwa sitem paten mendorong pengembangan
. teknologi melalui 5 (lima) jalur sebagai berikat :
.- a ~Memberikan insentif bagi upaya untuk menghasilkan teknologi baru.
> b. ‘Menciptakan ilim yang merangsang penerapan teknologi baru secara
sukses,

. - Mendorong alih teknologi baik karena informasi tentang teknologi yang -
tersedia dalam dokumen-dokumen paten maupun karena adanya sistem
paten itu sendiri.

d. Merupakan alat bagi perencanasn industri baik pada tingkat
teknis/perusahasn maupun pada tingkat makro.

. . Mendorong penanaman modal asing
Dengan demikian, salsh satu sarana dalam memperkuat basis

. teknologi di suatu negara, di samping menciptakan teknologi baru, adalah

) Ibahim 1dham, Eera v

- B BPHN, 1990, hll.lS
Any A. Sigt, Prasd oeriind

mecaedmngDnﬁmsWahhop,ﬂ4 27Mmt 199‘8
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. "“"Nico Kansi, Py

memperoleh teknologi yang telah tersedia melalui alih teknologi.®® . -
. Peningkatan kemampuan di bidang teknologi melalui pengalihan -
....teknologi dari Iuar negeri mempunyai makna bahwa pengalihan teknologi.
- tidaklah -semata-mata berupa pembelian -telmélogi dan - kemudian
.. menggunakannya di dalam negeri umtuk sesuatu proses produksi, tetapi
 dimaksudkan bahwa secara bertahap kita harus dapat menguasainya dan
pada akhirnya dapat mengembangkannya sendiri. Untuk dapat menguasai
sesuatuy feknologi dalam . sektor indusiri pada ummmnya dibuhihken
pengetahuan, keahlian den kemampuan dalam bidang-bidang penilaian dan
pemilihan proses produksi, pembuatan mesin-mesin dan peralatan,
- Pperencanaan serta operasi pabrik. Dengan demikian pengalihan teknologi
meliputi pula pengalihan pengetahuan dan keahlian - di bidang-bidang
tersebut, ¥
Sejalan dengan ifu, menurur Gede Raka, bahwa penguasaen teknologi
yang diimpor menipakan proses evolutif Proses tersebut dapat
dibedakanmenjadi empat tahap :
1) Tahap memakai teknologi yang diimpor;
.. 2) . Tehap menirunys;
3) Tahap mengadaptasinya, dan;

- i 4 ‘l 'l." [
zn‘hk:lhhSamhx, Tangerang, 23 Agustus 1993, hal. 12,
7 Balithaag Depmindag . Op-git, bal 10,
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' 4) Tahap mengembangkanteknologi baru berdasarkan teknologi yang

diimpor.®

" Indonesia sebagai negara sedang berkembang pada saat ini menitik

beratkan pembangunannya pada pembangunan industri. Dalam pembangunan
industri tersebut memang diperlukan pengalihan teknologi terutama dari
negara-negara yang maju dan kaya teknologinya. Bagi Indonesia yang penting
dan utama adalsh memperoleh teknologi yang tepat dan dapat mempunyai
pengaruh dalam pengembangan industrialisasi. Dengan demikian, harus
- diakni bahwa pengembangan industrialisasi di Ind(;nesia sangat
membufuhkan peranan modal asing

Menurut S. Kayatmo, pengalihan teknologi dari suatn negara ke

negara lain akan sangat ditentukan pada pendidikan tenaga mamisia, -

pengalaman dan kesungguhan dari tenaga yang aken memberi maunpun yang
akan menerima pengalihan teknologi itu sendiri.®

Dengan demikian, dspat dikatakan bahwa sebagai negara
berkembang dan lebib-lebih karena Indonesia telah bertekad untuk
meningkatkan pembangunan industri, maka alih teknologi merupakan cara

yang sangat berdaya guna kalan dikaitkan dengan waktu dan biaya.*®

! Gede Raka, Bgben

MnhhhTtﬂu[huhTehm-Ekonom rm. Bmﬂung. 12-13 Septembef 1986, hat.
, Kaywtmo, Porengs Tamelen] Lon Mexxfakinriny Pads Abad 21, Buletin IPT-LIPL lakmts, No. 6 Vol IV,

Fcb-mm.fMlm 1999, hal 20.
R 11} G. KH‘IIS!‘P‘NII K a4 R . paLt o
mm"mlml?m& 1991 hak 17.
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" Sejalan dengan itu, RC. Desai, mengatakan bahwa “In fact

., developing couniries depend largely on foreign technologies for their
... industrial development.*?

Sebagai pokok kebijaksanasn negara sedang berkembang

* mengundang masuknya modal asing secara implisit juga diterapkan pada

.- upaya mengundang alih tekmologi di negaranya Pengalihan teknologi

memberikan sumbangan yang besar dalam meningkatkan modernisasi

industri dari pegara sedang berkemsbang pada wmumnya Dalam praktek

- dapat kita lihat bshwa modal asing dengan teknologi yang dibawanya,

merupakan paket modal yang tidak dipisabken Apalagi dengan semakin

meningkatnya program pembangunan industri, peranan teknologi menjadi

makin penting.

Berkaitan dengan apa yang telah dikemukakan di atas, pada
prinsipnya perjanjian lisensi itu dapat berperan dalam penyelanggaraan alih
teknologi menuju pengembangan industrialisasi apabila adanya itikad baik
dari para pihak, khususmya Licensor dan didukung adanya peran pemerintah

Industrialisasi sudah merupakan suatau pilihan yang direncanakan
‘tuk dilaksanakan, dan pilihen ini menimbulkan suaty kebutuhan untuk
melakukan perubshan-perubahan dalam pola kehidupan masyarakat agar
masyarakat itn mampu mendukung proses industrialisasi tersebut. Pada
waktu ini masyarakat sudsh berada pada tahap unfuk meninggalkan masa

M RC. Dern,_indasinial Devalo retem
United Nations, New Yark, 1979, hal, 110,
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- tradisional dan mengalami goncangan-goncangan sebagai suatn proses dalam

- tghap penyusunan masyarakat industri. ™
" Sejalan dengan apa.yang dikemmukakan di atas, dikatakan bahwa . .

industrialisasi merupakan pilihan yang telah menjadi jalan bagi negara-

- negara maju, schingga pola .ini secara asumtif sahih menjadi model
.. pembangunan negara berkembang Derajat peradaban suatu bangsa selalu
. dibubungkan dengan tingkat industrialisasi. Dalam ukuran ini jelas besar

.. artinya teknologi, karena teknologilah yang mendorong berkembangnya

industrialisasi.*
Supaya industrialisasi berhasil perlu ada perubahan sikep mental dan

" pola hidup masyarakat, agar masyarakat dapat mendukung proses

industrialisasi tersebut. Diperlukan sikap masyarakat yang lebih rasional dan

. adaflip terhadap kemajuan-kemajuan

Berkaitan dengan itn, Pemerintsh dapat memainkan peranan vital
dalam pengembangan industrialisasi dengan serangkaisn undang-undang
guna mengadakan perbaikan-perbaikan struktur yang nyata dalam industri.>

M Ronny Hanitijo Soemitro,

Bandung, 1985, hal. 163-166.

Endang St Swnti, Paubeaswass s Delow Roneka Moau's K [ndssrighiscs, Mrjalah Muaselah-Masatsh
Hulu FH-UNDIP, Semamag, No. 12 1994 hal.B ;
W Pergatuan Insinyur Indonesi
Wl’ﬂ. Jukarta, 1982, hal 32.

2.

Lembaga Sneana [nformasi Usaha dan Produktivitss, Jakusta, 1987, hal,
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- ¥, -Sistematika Perlisan -
. Penulisan tesis ini terdiri dari empat bab yang disusun dalam
 sistematika penulisan sebagai berikut :
: BABI Pendahuluan
... Merupakan Pengantar dalam Pedoman untuk Pembahasan Bab-bab

- Berikutnya. Bab ini berisi : Latar Belakang, Perumusan Masalah,

" .Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Kerangka Pemikiran dan

Sistematika Penulisan.
BABI Tinjauan Pustaka

Pada bab ini di bahas tentang :

A. Pengertian Paten, Lisensi, Lisensi Sukarela dan Lisensi Wajib,
dan Lisensi Know-how
A_1.- Pengertian Paten
A.2. Pengertian Ligensi
A.3. Pengertian Lisensi Sukarela dan Lisensi Wajib
A 4. Ligensi Know-how

B. Pengertian, Hakekat, dan Pengaturan Perjanjian Lisensi dalam
Hukum Nasional Kaitannya dengan TRIPs.
B.1. Pengertian Perjanjian Lisensi
B.2. Hakekat Perjanjian Lisensi
B.3. Pengaturan Perjanjian Lisensi Dalam UU Nasional dan

Kaitannya dengan Ketentuan TRIPs




* C. Perjanjian Lisensi adalah Salsh Satu Salursn untuk Terjadinya
... Alih Teknologi dalam Rangka Penanaman Modal Asing yang
. Memuat Berbagai Aspek yang Terkait Antara yang Satu dengan

.. C.1.ParaPihak dalam Perjanjian Lisensi
. C.2. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Lisensi
C.2.1. Hak dan Kewajiban Pemberi Lisensi (Licensor)
C.2.1.1. Unum
C.2.1.2. Pengalihan Lisensi
C.2.1.3. Jaminan Kepada Penerima Lisensi
C.2.1.4. Bantuan Kepada Penerima Lisensi
C.2.2. Hak dan Kewajiban Penerima Lisensi
~ C.3. Jangka Waktu Lisensi
- C.4. Mengenai Suatu Hal Tertentu
C.4.1. Obyek Ligensi
C.4.2. Perjanjian Lisensi Eksklusif dan Non-eksklusif
C.4.3. Pembatasan dalam Perjanjian Lisensi
C.4.4. Hak Paten
C.4.5. Pendidikan dan Latihan
C.4.6. Bantuan Teknis
C.4.7. Pemasaran dan Wilayah Pemasaran

C.4.8. Jaminan
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C.4.9. Hak atas Penemuan Baru

C.4.10.Penyediasn Mesin-mesin, Alat-alat dan Bahan
Baku

C.4.11. Royaliti dan Tata Cara Pembayarannya

'C.4.12, Harga Teknologi

. Aspek-aspek Hukum dari Perjanjian Lisensi

D.1. Hukum yang Berlaku (Governing law)

D.2. Keadasn Memaksa (Force majeur)

D.3. Penyelesaian Sengketa

D.4. Aspek Hukum Perpajakan dalam Lisensi

Proses Pembuatan dan Bentuk Umum Perjanjian Lisensi
E.1. Proses Pembuatan Perjanjian Lisensi

E.2. Bentuk Umum P erjanjian Lisensi

. Pendafataran Perjanjian Lisensi

. Perjanjian Lisensi dalam Penyelenggaraan Alih Teknologi

dalam Rangka Penanaman Modal Asing Kaitamya dengsn
Pengembangsan Industrialisasi

Pengertian, Klasifikasi Teknologi, Alih Teknologi Berserta
Aspeknya

H.1. Pengertian Teknologi

H.2. Klasifikasi Teknologi

H.3. Pengertian Alih Teknologi
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" - H4. Xonsep Alih Teknologi
- H.5: Aspek Perdagangsn Dalam Alih Teknologi Kaitannya
.. dengan Perjanjian Lisensi
L Industrialisasi Sebagai Salah Satu Tujuan Pembangunan
Nasional
J. Peranan Pemerintah daiam Perjanjian Lisensi
Dari uraian Bab II ini diharapkan dapat membantu penulis
dalam menganalisa permasalahan dalam tesis ini.
BAB I Hasil Penelitian dan Analisis
Bab ini merupaken hasil penelitian dan pembahasan yang membuat
uraian mengenai analisis pemulis terhadap permasalahan yang
Pada bab ini diungkapkan mengenai :
A. Peranan Perjanjian Lisensi Dalam Penyelenggaraan Alih
- Teknologi Dalam Rangka Penanaman Modal Asing
. B. Kaitan antara Peranan Perjanjian Lisensi Dalam
Penyelenggarasn Alih Teknologi dengan Pengembangan
Industrialisasi
C. Hal-hal yang Perlu Dilakukan oleh Pemerintah Agar
Perjanjian Lisensi Sungguh-sungguh Berperan dalam

Penyelenggaraan Alih Teknologi
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BAB IV PENUTUP
-~ Pada bab ‘ini berisi kesimpulan dari pembshasan yang telah
. diuraikan, dan disertzkan pula saran-saran berdasarkan '

- -temuan-temusan yang diperoleh dalam penelitian ini.
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- BABII

TINJAUAN PUSTAKA

A. angerﬂan_ Paten, Lisensi, Lisensi Sukarela dan Lisensi Wajib,
.. ..dan_Lisensi Know-how .
AL Pengertian Paten
. Menurut Slamet Dirham, paten pada dasaruya merupakan suatu
- dokmmen yang dikeluarkan atas permintaan paten dari penemu oleh
negara melalui Kantor Paten yang memust uraian tentang penemmuan serta
mempunyai kekuatan hukusm serta perlindungan hukum atas penemusnnya
yang dimintakan paten tersebut Oleh sebab itu pemanfaatan, pemindah-
. tanganan {mamnufaktur, menggunakan dan menjual) atas paten tanpa ijin
dan sepengetabuan si penemwpemilik paten adalah tidak sah dan
dilarang oleh undang-undang serta merupakan pelanggaran *
Ketentuan Pasal 1 Undang Undang No. 13 Tahun 1997 tentang
Perubshan atas Undang Undang No. 6 Tahun 1989 tentang Paten, yang
dimaksud dengan paten adalah hak khusus yang diberikan negara kepada
penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, unfuk selama jangka
waktu tertenfu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atan

memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya.

" Supyan Surdimadja, Papsman, Paten dan Merck Delow ARk Tdkaeleni, Makaiah Serinas Abh Telnologi - LIPL
Iakerts, 19 -20 Nopembes 1979, hal 2.
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- khusus , karena hanya diberikan kepd2 penemu untuk melsksanakan

Selanjutnya, memurut Bambang Kesowo, Hak paten bersifut .’

.. - sendirl penemuannya atau untuk memberikan persetujuan kepada .orang

- mungkin menggunakan penemman tersebut kalau ada persetujuan atan ijin - -

- lain untuk melaksanakan penemuzannya tadi. Ini berarti, orang lain hanya

. . dari. penemu selaku pemilik hak Depgan perkataan lain,. kekhususan

.. tersebut terletak pada sifatnya yang mengecualikan orang selain penemu

selaku pemilik hak dari kemmmgkinar untuk menggunakan atan
melaksanakan penemusn tersebut. Karenz sifat seperti itulah, hak

tersebut dikatakan eksklusif>?

- . A.2. Pengertian Ligensi

Lisensi adalah perjanjian di mana pemberi lisensi memberikan
kepada penerima lisensi suatu hak untuk membuat, menggunakan dan/atan
menjual objek yang dilisensikan dengan beberapa kebebasan *®

Memurut Terence M. Lane, lisensi adalah “ a license was a
grant by the proprietor of a right of property of an authority to do that
which, but for that authority would consitute an infringiment of the right”.

Berkaitan dengan itu, lisensi dirumuskan sebagai berikut :

. “License also means the importing of secret knowledge and information

by one person to another on condition, either express or implied that the

" Bwd hal 3.
%) lbrahim 1dham I, Op-gig, bal. 10.

BPT-PUSTAL- T w!?”
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: rectplent shafl use the information subject to conditions, which usely :
* include the payment of some form of consideration for the disclosure of
© knowledge”.®

+ Dari rumusan pertama menunjukan bahwa hak milik industri telah
* ada “terlebih dahulu sebelum perjanjian lisensi dan telah dapat
~ diberlakukan terhadap siapapun yang tidak terikat dalam perjanjian
Sedangkan dalam rumusan kedusa, tidak perfu ada hak milik industri
sebelum diadaken lisensi. Bentuk kedua ini lazim disebut perjanjian
“confidential”, dan bentuk yang pertama sering pula diiringi oleh
perjanjian kedua
Menurut Hans B. Thomsen, licensing adalah “A license an
agreement where by the licensor extends to the licensee a limited right to
make, use and/or sell the licensed object, usnally againts consedration of
a royalty. In the simplest legal terms, then a license is the right to make
use of e.g. atrade made or a patented method” *®
Dengan demikian jelaslah bshwa ciri khas deri lisensi ialah
memberikan hak terbatas unthk membuat, menggunakan dan/atan menjual
suaty object biasanya dengan imbalan royalti.
A3, Lisensi Sukarela dan Lisensi Wajib
Dalam hal ini perlu juga dikemukakan bahwa, lisensi itu dapat

) Bl hat 8.
) fid hal 9.
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~ dibagi menjadi dua macam, yaitn : lisensi sukarela dan lisensi wajib.

. Yang dimaksud dengan lisensi sukarela adalsh lisensi yang

. diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain yang ingin

mengeksploitasi paten tersebut secara sah dan di buat berdasarkan
perjanjian, ya;ag pada dasamya hanya bersifat pemberian hak untuk
menikmati manfaat ekonomi dari paten yang bersangkutan dalam jangka
waktu tertentu dan syarat yang tertentu pula ®

Lisensi wajib diater dalam UU No. 6 Talum 1989 tentang Paten
j-0. UU No. 13 Tahun 1997 tentang Perubshan Atas UU No. 6 talun 1989
tentang Paten, dari pasal 81 sampai dengan Pasal 93.

Yang dimaksud dengan lizensi wajib seperti yang ditentukan
dalam ketentuan Pasal 81 UU No. 6 Talum 1989 tentang Paten. adalah
lisensi untuk melaksanakan suatu paten yang diberikan oleh Pengadilan
Negeri setelah mendengar penjelasan dari pemegang paten. Kemudisan,
pemegang lisensi wajib berkewajiban mendaftarkas Lisensi Wajib yang
diterimanya pada Kantor Paten dan dicatat dalam Daftar Umum Paten.

Mengenai masalabh lisensi wajib ini dapat dikemnkan bahwa
apabila dalam jangka wakty 36 bulan terhitung sejak tanggal pemberian
paten, maka setiap orang dapat mengjukan permintaan lisensi wajib

kepada pengadilan negeri.

©N L et 8.
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Dalam kaitan ini pemohon lisensi wajib harus dapat

. membuktikan bahwa ia mempunyai kemampuan dan memiliki fasilitas
. sendiri untuk melaksanakan paten yang bersangkutan secepatnya

Pemeriksaan atas permintaan lisensi wajib dilakukan oleh pengadilan
negeri dengan mendengar pendapat ahli Kantor Paten dan pemegang
paten bersangkutan.

Lisensi wajib dapat diberikan apabila pengadilan negeri
berpendapat bahwa paten tersebut dalam skala ekonomi yang layak .
dapat dilaksanakan di Indonesia, dan dapat memberikan kemanfastan -
bagi sebagian besar masyarakat Pelaksanaan lisensi wajib disertai
dengan pembayaran lisensi oleh pemegang lisensi wajib kepada
pemegang paten yang besarnya ditetapkan oleh pengadilan negeri
tersebut.

Selanjutnya, lisensi wajib diberikan untuk jangka waktu yang
tidak lebih lama dari jangka waktu pelaksansan paten dengan alasan
bahwa pelaksansan patennya tidak mungkin dapat dilakukan tanpa
melanggar paien lainnya yang telah ada

Pengadilan negeri dapat membatalkan lisensi wajib yang semula
diberiken apabila tidak dilaksanakan oleh penerima lisensi wajib atau
penerima lisensi wajib tidak lagi mematuhi syarat-syarat yang ditentuksn
termasuk pembayaran royalti. Pengadilan negeri akan memberitahukan

Kantor Paten mengenai pembatalan tersebut Lisensi wajib berakhir
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~ dengan selesainya jangka wakt pemberian lisensi wajib atan dibatatkan

aten “pemegang lisensi wajib menyerahkan kembali tersebut kepada
Kantor Paten sebelum jangka waktu tersebut berakhir.
~- Lisensi wajib tidak-dapat dialihkan kecuali karena pewarisan

. .dan apabila hal ini terjadi harus dilaporkan kepada Kantor Paten untuk

- . dicatat di dalam Daftar Umm Paten.

A4,

Lisensi Know-how
Definisi know-how yang diberikan oleh UNIDO adalah

“Know-how shall mean a body of industrially usefil, secret,
noyel and valuable information, and associated technical and other
information and skills, lawfully in possession of the Licensor with right
to transfer and currently employed by the Licensee to design, construct
and operate a mannfacturing plant for product, based on said materials at
designated capacity and product specification”,

Dengan demikian, know-how adalah bagian dari sejumlah
informasi yang bersifut rahasia. Disyaratkan adanya informasi pelengkap
disekitar informasi rehasia Teknologi yang dialihkan harus teknologi
yang mutakhir den memmjukkan adanya behan baku permulaan Know-
how - selalu berhubungan dengan hasil berang dan kapasitas pabrik.
Pemberi lisensi benar-benar berwenang melisensikan know how yang
telah dilakukannya dalam industri dan sudah dapat dialihkan pada saat

perjanjian ditanda-tangani. Menurut Ibrahim Idham, know-how biasanya
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berfingsi menunjang paten, berupa pengetahuan, keterampilan dan
berbagai pengalaman dan rahasia yang menghasilkan barsng yang
* dipatenkan tersebut secara industri dan memasarkannya secara
komersial. Karena itn penggunaan know-how harus seizin pemilik paten
atan know-how, agar tidak melanggar hak paten Apabila know-how
tidak berfimgsi menunjang paten, maka penggunaan know-how harus
geizin pemilik know-how, karena sifat rahasia know-how.?
. Perlindungan hak paten berdasarkan Undang Undang, sedangkan
perlindungan know-how ini berdasarkan perjanjien, yaitu perjanjian

{isensi kmow-how.

B. Pengertian, Hakekat, dan Pengaturan Perjanjian Lisensi dalam

- Hukum Nasional Kaitannya dengan TRIFPs
B.1. Pengertian Perjanjian Lisensi
Dalam perdagangan teknologi, peranan hukum milik intelektual,
termasuk didalamnya hak cipte milik industri, seperti paten, merek,
design dan utility model sangat penting, karena jalan untuk
memungkinkan alih teknologi, ialah meialui perjanjian lisensi.
Perjanjian lisensi adalah persetnjuan antara pemberi lisensi

(licensor) dan penerima lisensi (licensee), yang memberikan hak

2) g hal 19,
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kepada penerima lisensi untuk melakukan perbuatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 UU Paten.
. Memurat M. Dand Silalahi, perjanjian lisensi dapat diartikan
- - sebagai suatu kontrak antara pemilik lisensi (licensor) dan pemakai
lisensi (licensee) untuk menggunakan lisensi dalam suatu kegiatan
usaha atan produksi dalam jangka wakin tertentu yang sebelumnya telah
disepakati bersama Dengan cara ini pemilik teknologi dapat
memindahkan teknologinya kepada setiap orang atan badan hukum
lainnya untnk menggnnakan teknologi itu untuk memproduksi barang
atan usaha tertentn, dengan memperoleh imbalan tertentn dalam jangka
wakiu yang telah ditentukan
Menurut -Sumantoro, perjanjian lisensi merupakan dasar
kerjasama yang mengatur syarat-syarat dan kondisi pemindahan
teknologi dari pihak asing kepada perusahaan-perusahaan penerima
lisensi di Indonesia, yang pada dasarnya bersifat kontrakiual.*®
B.2. Hakekat Perjanjian Lisensi
Menusut Sumantoro, perjanjian lisensi pada hakekatnya adalah
" sama dengan perjanjian pada uvmumnya, termasuk syarat formal yang
harus dipenuhi untuk syahnya perjanjian. Dengan demikian, maka

ketentusn-ketentuan umum dari perjanjian yang diatur dalam KUH

N M. Disd Silalahi, Gg g3, hal 19,
) Sumantoro I, Qp g hal. 119.
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* Perdata berlaku. Diantaranya adalah ketentuan yang menyatakan bakwa

. .mtuk sahnya suatu perjanjian disyaratkan (1) adanya kesepakatan dari
para pihak, (2) masing-masing pihak mempunyai kewenangan, (3)
petjanjian memuat suaty hal tertentu, dan (4) hal tertenty itu merupakan
hal yang halal. Syarat-syarat salmya perjanjian yang telah diuraikan di
atas adalah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata &

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perjanjian ligensi
adalah salah satu perjanjian yang secara unmmn distr dalam Huknm
Perdata Di Indonesia ketentuan-ketentuan nmum mengenai perjanjian

~ diatur dalem KUH Perdata, Buku IT, Pasal 1315 - Pasal 1354
B.3. Pengaturan Perjanjian .Lisensi dalam UU Paten Kaitannya dengan
Ketentuan TRIPs.

Dalam UU Paten, perjanjisn lisensi dimasukkan ke dalam
Pengalihan Paten yang diatur dslam Bagian Kedua, dari Pasa] 76
sampai dengan Pasal 80 UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten. Khusus
untuk Pasal 79 telah mengalami perubshan sebagaimana diatur dalam
UUNo. 13 Tahun 1997 tentang Perubshan Atas UU No. 6 Tahun 1989

tentang Paten *

. “)Simmzml,mmm.

“)Ulm!!!!& S Tuknn 1989 {0 UT Neo. 12 Tehnn 1997 tertang Prten.
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Untuk memberikan suatn pemshaman terhadap perjanjian
lisensi tersebut akan dikemukakan isi dari Pasal-Pasal sebagaimana
telah dinngkapkan sebagai berikut :

- Pasal 76

(1) . Pemegang paten berhak memberikan lisensi kepada orang lain
berdasarkan suatu perjanjian lisensi untuk melaksanakan
perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17.

(2) Kecuali jika diperjanjikan lain, maska linglup lisensi
sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi semna perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 , berlangsung selama

- jangka waktu lisensi diberikan dan berlaku untuk selurub wilayah
Negara Republik Indonesia.
Pasal 77
Kecuali jika diperjanjikan lain, maka Pemegang Paten fetap
boleh melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga
lainnya untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana di maksud dalam
Pasal 17. ‘
Pasal 78
(1) - Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang langsung
maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan
perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang

menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan
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mengembangkan teknologi pada umnmnya dan - yang berkaitan -
dengan penemusn yang diberi paten tersebut pada khususnya
.- (2) .Pendaftaran . dan . pencatatan perjanjian lisensi yang memuat
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayét (1) harus ditolak oleh
~" Kantor Paten. - |
... Pasal 79 .
<+ (1) - Perjanjian lisensi wajib dicatatkan pada Kantor Paten dan dimuat
dalam Daftar Umum Paten dengan membayar biaya yang besarnya
ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(2) Dalam hal perjanjian lisensi tidak dicatatkan di Kantor Paten
gebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka perjanjian lisensi
- tersebut tidak mempunyai akibat hulaim terhadap pihak ketiga.
(3) Syarat dan tatacara pencatatan perjanjian lisensi diafur lebth lanjut
dengan perafuran pemerintah.
Pasal 80;
Ketenfuan lebih lanjut mengenai perjanjian lisensi diatur dengan
Peraturan Pemerintah
Pagal 17,
(1) Pemegang paten memiliki hak khusus untuk melaksanakan paten
yang dimilikinya, dan melarang orang lain yang tampa

persetujuannya :
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a Dalam hal paten produk : membuat, menjuel, mengimpor,
© . menyewakan, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk
dijual atan disewakan atau diserahkan hasil produksi yang
diberi paten,
,..b. _Dalam hal paten proses : menggunakan proses produksi yang
.. diberi paten untuk mebuat barang dan tindakan laisnya
sebagaimana dimaksud dalam hurup a.

(2) .Dalam hal paten proses, larangan terhadap orang lain yang tanpa
persetujuannya melakukan impor sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata
dihasilkan dari penggunasan paten proses yang bersangiutan.

Ketenfuan-ketentuan mengenai paten yang ditnangkan dalam UU

Paten di atas mempunyai keterkaitan yang erat dengan ketentuan yang

tertuang dalam persetujuan TRIPs (Agreement on Trade Related Aspects

of Intellectual Property Right, Including Trade in Counterfeit Goods).
Sejalan dengan itu memurut Sudargo Gautama, karena Indonesia

merupakan peserta daripada World Trade Organization (WTQO), maka

dinyatakan bahwa perjanjian dalam rangka ini, yaitn TRIPs, dianggap

Indonesia harug pula memperhatikan kewajibannya untuk menyesuaikan

pertauran perundang-undangsn nasional dengan peraturan TRIPs
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tersebut. Terutama di bidang hak paten, dainggap masih perlu diadakan
penyesuaian dengan persetujuen internasional tersebut
- Persetujuan TRIPs memuat norma-norma dan standar

perlindungan bagi karya inteletualitas mamsia dan menempatkan -
perjanjian internasional di bidang Hak Atas Kekayaan Inteletual
(HAKT) sebagai dasar, di samping mengatur pula aturan pelaksanasn
penegakan hulum di bidang tersebut secara akurat Dan sebagai salah
safu negara yang menanda-tangani persetujuan Uruguay, Indonesia telah
meratifikasi paket persetujuan tersebut dengan UU No. 7 Tahun 1994
tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangsn
Dunia (Agreement Establising The Wordl Trade Organization).

Persetujusn TRIPs | bertujuan unfuk : (1) meningkatkan
perlindungan terhadap HAKT dan produk-produk yang diperdagangkan,
(2) menjamin prosedur pelaksanasn HAKI yang tidak menghambat
kegiatan perdagangan, (3) merumuskan sturan serta disiplin mengensi
pelaksanasn perlindungan terhadap HAKI, dan {4} mengembangkan
prinsip aturan dan mekanisme kerjasama internasional untuk menangani
perdagangan barang-barang hasil pemalsuan atan pembajakan atas
Akt _

Selain itu juga, TRIPs bertujuan untuk memperjelas aturanaturan

GATT yang mengatur perlindungan atas hak milik intelektua' dan

"t Sudsrgo Gautama dsn Rizawwnte Winaty,
Suderve Canoug I PT. Citen Aditys Bakdi, Bradung, 1995, hal. 2.
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merundingkan aturan-aturan baru yang sesuai bersama-sama dengan
perdagangan mengenai barang-barang (hak milik intelekiual) palsu®

Berkaitan dengan magalah perjanjian lisensi, dalam Persetujuan
Tentang Aspek-Aspek Dagang Dari Hak Atas Kekayaan Intelemal Dan
Perdagngan Barang Hasil Pelanggaran HAKI, Bagian 8 Pasal 40 yang
pada dasarnya mengemukakan bahwa :“ Anggota gepakat bahwa
beberapa praktek perlisensian atan persyaratan-persyaratan yang terkait
dengan HAKI yang menghambat persaingan dapat berakibat tidak baik
terhadap perdagangan dan dapat menghambat proses alih dan penyebaran
teknologi. Untuk itn, Anggota dapat menetapkan langkah-langkah uniuk
mencegah atan mengendalikan praktek-praktek tersebut.

Dari spa yang telah dikemukakan di atas, jelaslah bahwa
diundangkannya UU No. 13 Talun 1997 tentang Perubahan Atas UU No.
6 Tahun 1989 tentang Paten adalah untuk menyempurnakan UU Paten
sebagai konsekuensi dari telah diratifikasinya Persetujuan Putaran
Uruguay dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam TRIPs. Ini
menunjukkan eratnya kaiten antara UU paten Nasional dengan ketentuan-

ketentuan TRIPs.

' “)HulllAdolfdmA.Chmdnwulxn. Masalah-Maselah Hakam Dalow Perdageagen Intorassional, Ragawali

Pegu, Jakarta, 1994, hal 33,
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C. Perjanjian Lisensi Merupakan Saluran yang Efektif - dalam :

Penyelenggaraan Alih Teknologi dalam Rangka Penamaman

Meodal Asing
C.1. Para Pihak dalam Perjanjian Lisensi
Para pihak yeng terlibat dalam perjenjian lisensi adalah

pemberi 1 lisensi dan penerima lisensi. Masing-masing pihak harus
berada dalam keadaan yang cakap untuk bertindak sebagai pemberi atau
penerima lisensi. Dalam hal ini pemberi lisensi pemberi {isensi
menjadi tidak cakap spabila ia “menguasai” lisensi tersebut secara
tidak sah atan bertentangan dengan lmkum. Hal demikian akan membuat
perjanjian menjadi “batal demi hukum”.

" Berdasarkan hal di atas, pencatuman para pihak menjadi begitu
penting apakah pemberi lisensi dan penerima lisensi adalah suatu
badan hukum atau pribadi, tergantung siapa yang secara sah
“menguasai” dan siapa yang berhak menerima lisensi tersebut. Dalam
hal ini kesepakatan harus terjalin diantera pihak-pihak yang cakap
untuk melaksanakan perjanjian lisensi tersebut.

Menurut Sumantoro, pihak-pihak yang aken tersangkut dalam
perjanjian lisensi dapat dibedaken antara mereka yang terlibat
langsung dalam perjanjian lisensi dan mereka yang tidak terlibat

gecara langsung,
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1) Yang terlibat secara langsung pihak-pihak dalam perjanjian lisensi -
adalah
1 ;Pemberi teknologi terdiri dari atas -
B pemilik paten atan hak-hak atas teknologi yang lain
B pemilik bersama (co-owner) atas paten atan hak-hak atas
- teldaologiyanglain.
W - penerima lisensi, dalam hubungannya dengan sub-lisensi.

b. Penerima teknologi, yang dapat meliputi individn atsu badan
hukom yang mempunyai kapasitas untuk mempunyai dan
mendapatkan hak sebagai penerima lisensi.

2) -Tidak langsung
Ini mencakup mereka karena yang tugasnya, fingsinya atan
. wewenangnya menjadi  tersangkut dalam proses ataupun
pelaksanaan perjanjian lisensi, misalnya : (i.) BKPM, sehubungan
dengan perjanjian lisensi yang menyangkut PT. PMA, (ii) Dirjen

pajak sehubungan dengan masalsh pembayaran royalty, (iii)

instansi yang bertugas melaksanakan pendaftaran, dan (iv) lain-

lainnya ™

) Sumantoro L, 0.2, hal. 59 - 60.



C.2. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Dalam hal ini, Hak pemberi lisensi akan merupakan kewajiban

_ penerima liseny Sebaliknya apa yang menjadi kewajiban pemberi

- lisensi akan merupakan hak bagi penerima ligensi.”®

C.2.1. Kewajiban Pemberi Lisensi

Menurut Sumantoro, pemberi lisensi mempunyai kewajiban
sebagai berikut :

- 1. Kewsjiban untuk mengusahakan dan menjamin hak-hak yang

- dilisensikan dapat dipergunakan oleh penerima lisensi.
2. Kewsjiban menjaga hak-hak yang dilisensikan dalam
keadaan baik.
3. Jaminan (“warranty”).”?
Berkaitan dengan itu, Insan Budi Maulana mengermkakan bahwa
kewsjiban dari pemberi lisensi adalah :
1. Umum
Secara umum, ada sejumish kewajiban minimum
pemberi lisensi dalam perjanjian lisensi, yaitu untuk
membust atany memberikan hak yang dilisensikan tersedia
bagi penerima lisensi dan untuk memelihara hak tersebut

dalam keadaan baik, dan untuk memberikan jaminan-jaminan

™ D hal 68,
") B hal 68 -69.
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.-lain.. Sedsngksn rincian mengenai perjanjisn lisensi
- bergantung pada para pihak karena mempunyai hak
- .. “kebebasan mengadakan konirak” dan para pihak tersebut
* harus “beritikad baik”.
* Kewajiban pemberi lisensi unfuk menjadikan hak
yang dilisensilan tersedia berarti bahwa pemberi lisensi
~ harus membuat penemuan atan hak lain yang dilisensikan itu
. tersedia bagi penerima lisensi dalam mengunakan hak yang
dilisensikan. Pemberi lisensi harus memberikan kepada
penerima lisensi spesifikasi-spesifikasi, gambar-gambar atan
keterangan yang cukup untuk mengungkapkan hak yang
dilisensikanm, sesuai dengan jenis obyek lisensi. Selain itu,
--Pemberi- lisensi - harus mengungkapkan- kepada penerima
lisensi apakah hak-hak itu telsh dilisensikan juga kepada
penerima lisensi lain dan apakah penggunaan paten itu
terbatas atan tidak.

Kewajiban pemberi lisensi untuk menjaga agar hak
yang dilisensikan dalam keadasan baik berarti bahwa lisensi
haruis menjaga kerahasiaan keterangan teknik yang
dilisensikan. Selain itu, pemberi lisensi harus menjelaskan

kepada penerima lisensi bahwa patennya masih berlaku.
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. Kewajiban lain dari pemberi lisensi adalah bahwa
_ pemberi lisensi harus menjamin bahwa paten tersebut dapat
digunakan . dan secara teknik memungkipkan untuk
mengoperasikan atan menghasilkan proses dan/atau hasil
yang dipatenkan. Dalam hal perjanjian lisensi secara
.. eksklugif, pemberi lisensi tidak dapat membatasi hak-hak
- dari penerima lisensi, dan tidak ada hak baginya untuk
- mengajukan keberatan kepada penerima lisensi jika penerima
lisensi itu mengadakan perjanjian sub-ligsensi kepada pihak
ketiga. Pemberi lizensi berkewnjiban memberitahu penerima
lisensi dan mendapatkan izin darinya jika pemberi lisensi
ingin membuat perjanjian lisensi dengan pihak ketiga pada
wilayah yang sama.’?
2. Pengalihan Lisensi
Dalam perjanjian lisensi, penerima lisensi hanya
mempunyai  kewenangen untuk membuat, menjual,
menyewsakan mengalibkan, menggunakan, atan menyediakan
untuk dijual atau disewakan atau menyerabkan produk atau
proses yang telah diberi paten, atan ada kemungkinan bahwa

penerima lisensi memiliki semur kewenangan it melalui

kombinasi pembuatan, penjualan, dan penggunaan barang-

"2} jnean Budi Maulana,_Lipesst Paten. PT. Citra A ditya Bakti, Bandung, 1996, hal 16 -17.
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barang yang dipafenkan dengan perjanjian lisensi secara

- eksklusif atan perjanjian lisensi non-eksklusif’

. Dealam hal perjanjian lisensi non-eksklusif, penerima

lisensi berhak untuk memanfaatkan lisensi tersebut tetapi ia

.. tidak dapat mengadakan sub-lisensi atsun memmbst pihak

ketiga yang melanggra paten tersebut. Sedangkan dalam hal
perjanjian lisensi eksklusif, penerima lisensi berhak untuk
mengadakan sub lisensi dengan pihak ketiga dan juga berhak
menimnhit pihak ketiga yang melanggar paten tersebut.

.. Dengan demikian, meskipun pemberi lisensi
memberikan izin pengalihan kepada penerima lisensi, akan
tetapi, pemberi lisensi masih merupakan pemilik hak paten
yang dilisensikan tersebut. Jadi ia masih berhak untuk
membuat perjanjian lisensi dengtan pihak ketiga di Iluar
wilayah yang dilisensikan dalam perjanjian lisensi tersebut
kecuali jika dalam perjanjian ditentukan lain, maka ia dapat

menuntut pihak ketiga yang melanggar paten tersebut

. Jaminan Kepada Penerima Lisensi

Secara praktis, kewsajiban utama pemberi lisensi
adalah bahwa penggunasn paten itu dapat dinikmati secara
damai, pribadi, utuh, tidak dapat dialihkan, dan sinambung.

") pid baltg
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Bila lisensi tersebut merupekan lisensi eksklusif,. pemberi

. lisensi harus menjamin monopoli atan hak khusus penggunaan

paten di dalam batas wilayah yang dicakup dalam lisensi
fersebut.

.. Dalam perjanjian lisensi eksklusif , periu diatur

‘bahwa  penerima . lisensi . tidak digangen dalam hal

eksklusifiya untuk menggunakan paten tersebut. Selanjutnya
pemberi lisensi harus memberikan kepada penerima lisensi
setiap dan semma informasi, yang berguna dan perlu bagi
penggunaan paten tersebut. Pemberi lisensi juga harus
mengungkapkan kepada penerima lisensi hak-hak apa yang
telah dilisensikan kepada penerima lisensi lain dan yang akan

membatasai penggunaan paten.’?

. Bantuan Kepada Penerima Lisensi

Sesuai dengan perjanjian lisensi, secara umum,
pemberi lisensi akan bersedia atas permintasn penerima
lisensi unfuk membanty, berkonsultasi, dan bekerja sama
dengan tenaga teknik dari penerima lisensi mengenai rancang
bangun, rekayasa, mamifakturing, penelition  dan
pengembangan terhadap produk-produk yang dilisensikan,

dalam memilth tata ruang, mesin-mesin, alat-alat dan

™ g hal 19 -20.
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peralatan psbrik serta aliran produksi yang tepat danm -

diperiukan untuk pembuatan komersial dari produk -produk

vang dilisensikan oleh pemberi lisensi,

3

C.2.2. Kewajiban Penerima Lisensi

. Memuut Sumantoro, kewajiban dari penerima lisensi,

- -adalah sebagai berikut : .

1) Kewajiban membayar royalti

Membayar royalti merupakan kewsjiban utama deri

- penerima ligsensi, Adapun cara-cara pembayaran royalti yang
seringkali dipergunakan :

Lumpsum payment

Installment payment

Fixed annual payment

Running royalty : (percentage basis dan fixed sum per
unit sold)

Minimum royalty payment

Maximum royalty payment

Payment paid up clause.

-+ ) g ha120
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2) Kewajiban lain
Penerima lisensi pada dasamya dibebani kewajiban
. unfuk  menggunakan hak-hak yang diperolehnya dari

perjanjian lisensi.’® .

Berkaitan dengan itu, menurut Insan Budi Maulana,
bahwa kewajiban-kewajiban penerima lisensi bergantung
pada perjanjian yang telah disepakati, tetapi ada beberapa
macam kewajiban yang biasanya ada dalam perjanjian yaitu :
1) Kewsjiban yang biaganya diatur dalam Undang Undang

misainya, penerima lisensi harus membayar royalti. Atau,
penerima ligensi tidak dapat mengadakan perjanjian sub-
lisensi dengan pihak ketiga tanpa izin dari pemberi
lisensi, dan sebagainya.

2} Kewajiban yang diatur oleh. kesepakatan kedua belah
pihak, misalnya berapa jumlah royalti yang harus dibayar
biasanya tidak diatur dalam Undang Undang karena
klausula ini diatur oleh para pihak.

3) Kewajiban yang disetuyjui berdasarken kepercayaan
adalah menjaga kendali mutu atas barang-barang
diproduksi atau yang menggunakan proses yang
dipatenkan,

) Sumantero 1, Qp, it hal 63 70,
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dilisensikan.

Sedangkan kewsajiban lain adalah mengenai
pembayaran royalti. Royalti adalah pemberian imbalan

- berkala, yang dibayarkan oleh penerima lisensi kepada

pemberi lisensi sesuai dengan perjanjian lisensi, yang
dihitmg per-periode atan dengan merujuk bentang
penggunaan oleh penerima lisensi. Dalam kenyataannya,
cara pengenaan pembayaran royalti atas penggunaan
paten sangat bervariasi. Ada yang menggunakan
pembayaran sekaligus (lumpsum) dengan jumlsh
pembayaran tetap per unit produksi atau wakhy,
pembayaran dengan persentase tetap, dan lain-lain.””
Bila perjanjian lisensi dipadukan dengan
perjanjian lisensi pengetahuan teknik (know-how license
agreement), biasanya pemberi lisensi mewajibkan kepada
penerima lisensi untuk tidak mengungkapkan (non
disclosue) kepada pihak ketiga atau pihak-pihak lain yang

ditentukan oleh pemberi lisensi.

C.3. Jangka Waktu Lisensi
Jangka waktu suatu perjanjian lisensi dapat disepakati secara

perjanjian oleh para pihak, dalam lingkup jangka waktu paten yang

" lnsan Budi Maulana, Qugig h. 23 -26.
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Selama jangka waktu lisensi tersebut, masing-masing pihak
biasanya tidak mempunyai hak unilateral untuk menghentikan atau
membatalkan perjanjian tanpa sebab, di luar ketentuan-ketentuari yang
dituangkan dalam perjanjian. Namun demikian, para pihak dapat

. menyatakan dengan jelas pembatasn atau pengembalian lisensi tanpa
- slasan, berdasarkan. pemberitahuan gebelummnya, selama masa
percobaan, atan setelah perjanjian lisensi berlaku untuk suatu Jjangka
waktu yang ditentukan ™
C.4. Mengenai Suatu Hal Tertentu

Perjanjian lisensi juga harus jelas mencantumksan mengenai objek
dari lisensi. Berbicara mengenai obyek lisensi, maka akan masuk dalam
beberapa sub pokok antara lain :

C.4.1. Objek lisensi

Menurut Sumantoro, objek lisensi adalah sebagai berikut :

1. Pada sast perjanjian teknologi di buat para pihak tenhinya
sudah mengetahui tentang teknologi mana yang akan menjadi
objek perjanjian mereka Inilah yang merupakan teknologi
dasar (“basic tecnology”). Teknologi dasar inilah yung
merupakan jenis teknologi yang akan dialihkan oleh pemberi
teknologi pada, dan aken diterima oleh penerima teknologi.

Dalam prosesnya kemudian, teknologi dasar ini akan

8} Pid, hal, 34,
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mengalami perubahan, penyempm'n;mn atan modifikasi, yang
di dalam kaitan dengan proses teknologi dikenal dengan

. “improvement” dan “development®. Inilah yang disebut
dengan teknologi yang dihasilkan kemudian (“advanced
tecnology”). Dari sudut ini objek perjanjian lisensi dapat

.. dibedakan antara “basic tecnology” dan “advance
tecnology™.

2. Dari sudut lain, objek teknologi yang termasuk hak milik
inteletnel (“intellectual property right”) dan hak-hak lain
sehubungan dengan teknologi. Termasuk hak milik intelektual
diantaranya adalah hak-hak atas teknologi yang dilindungi
dengan sistem (i) paten, (ii) utility model, (iii) design, (iv)
know-how, (v) trade mark and trade name, dan (vi) hak
cipta™

Berkaitan dengan objek lisensi ini, Helen Therofone
mengemukakan bahwa obyek lisensi mungkin merupakan
snafu paket hak cipta, hak paten atan merek. Tetapi mungkin
juga objek lisensi hanya merupakan sai partikel atau lebih
dari kesatuan hak cipta, hak paten dan merek Lebih lanjut

dikatakan, bahwa pembatasan mengenai objek lisensi perlu

™) Sumanters L, Qe hal 58 -59.
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- dibicarakan dan diatur oleh para pihak. Wanprestasi dalam

hal ini dapat menyebabkan batalnya perjanjian ®

. C.4.2. Perjanjian Lisensi Eksklusif dan Non-eksklusif

- Mennrut Chairul Anwar, perjanjian lisensi dapat dibagi

. menjadi beberapa bentuk antara lain yaity perjanjian lisensi

- eksklusif dan perjanjian lisensi non-eksklusif ®?

Dalam perjanjian lisensi cksklusif penerima lisensi
memiliki hak tunggal unfuk membuat, mempergunaksn atau
menjual produk dari hak paten tersebut dan mengenyampingkan

pemberi lisensi untuk melakukan hal-hal tersebut di atss. Dalam

hal terjadi peniruan (patent infringement) berbagai kemungkinan

‘dapat terjadi, seperti penerima lisensi bersama-sama pemberi

lisensi dapat menggugat peniruan paten bersangkutan
Sedangkan perjanjian lisensi non-eksklusif adalah suatu
perjanjian yang memberikan kepada penerima ligensi hak unfuk
membuat, memakai atau menjual, tetapi pemegang paten tetap
mempunyai hak untuk mempergunakan penemusan tersebut dan
memberikan lisensi kepada pihak-pihak lain Ini berarti, bahwa
pemegang paten tidak akan membebani penerima lisensi dalam

hal peniruan paten.

59 telen Theoropone, Wmmsmnm Surskasts, 6 Desembes 1997, hal. 3.

81) Chainad Anwar, §

puanig, Djrmbatan, 1992, hal 4.
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Berkaitan dengan itn Sumantoro mengemukakan bahwa
sebagai pihak yang mempunyai hak, baik berupa hek paten, hak
atas suatu merek perusahaan, hak cipta atan design industri, dan
sebagai pihak yang telah mengeluarkan banyak dana, tenaga dan
waktu untuk mendapatkan hak tersebut, layak apabila ia ingin
mendapatkan hak-hak dan perlindungan-perlindungan tertentu.®

Sebagai contoh dalam memberikan lisensi, pihak pemberi
lisensi ingin agar ia dapat memberikan lisensi kepada beberapa
perusahaan. Inilah yang disebut dengan “non-cksklusif
licensing” Keinginan ini dapat terwujud dengan mendasarkan
pada asas kebebasan berkontrak yang dikenal dalam sistem
hukum kita Namun demikian, apabila negara penerima lisensi
mensyaratkan agar setiap perjanjian lisensi dibuat atas dasar
eksklusif, masalahnya akan menjadi berbeda.

Menurut Sumantoro, unfuk melindungi kepentingannya,
pemberi lisensi sering memintakan syarat agar peaerima ligensi
tidak melaklukan kompetisi dengan pembeﬁ fisensi, baik dengar-
jalan membuat atay menandatangani perjanjian lisensi untuk hal
vang sama atan serupa dengan pihak pemberi lisensi yang lain,
atauptm memasarkan produk lain yang serupa dengan produk

akan diproduksi atan dirakit berdasarkan perjanjian lisensi,

£2) Sumxtoro I, Op,ad, hal 64.
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C4.3.

ataupun melakukan tindakan-tindakan lain yang dapat berakibat
sama. Kewajiban tidak melakukan kompetisi ini mungkin hanya
disyaratkan untuk suafu jangka waktu tertentn atan untuk suatu
Jjangka wakiu yang tidak terbatas *?
Pembatasan-pembatasan dalem perjanjian lisensi ( 267 Y

Masalah yang harus memperoleh perhatian yang besar
adalah masalah pencantuman pembatasan-pembatasan dan
larangan atan disebut juga “restrictive business practices™ atan
RBP dalam perjanjian lisensi. |

Secara umum RBP adalah penyalah gunaan kedudukan
dari suatu pihak untuk menekan pihak lain, dalam mengejar
keunhmgan material yang maksimal. Dalam perjanjian lisensi,
pihak yang lemah kedudukannya adalah pihak penerima lisensi,
sehingga fidak jarang dalam perjanjian, dicantumkan
pembatasan atan larangan yang sangat merugikan, seperti
pemberian lisensi terbatas, pembatasan wilaysh pemasaran,
kewsjiban menyerahkan inovasi yang diperoleh selama jangka
waktu lisensi, dan sebagainya **

International Code of Conduct, memberikan diberi

pengertian yang lebih khusus terhadap RBP, yaitu sebagai

3 pi hal, 65,

Smn‘i:.ﬁl-lntono YAEREIER Beuin
[¥A BPHN, 1984 hal. 14,
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| tindalmn'wl’ra_n,ggn yang menimbulkan pengaruh yang tidak

mengunhmgkan bagi aliran teknologi internasional terutama

- praktek-prakick yang menghalangi perkembangan ekopomi dan

teknologi di negara penerima lisensi *
. Pada dasamya pengawasan dunia internasional terhadap
RBP ini telah ada sejak tealm 1948, yang diformulasikan dalam -

piagam Havana. Piagam tersebut mewajibkan negara angpota

. untuk mengambil ukuran yang tepat dan mengadakan kerjasama

dengan organisasi perdagangsn internasional untuk mencegah
praktek semacem itu. Selenjutnya dalam sidang UNCTAD tahun
1963, dikeluarkan resolusi yang kemudian menjadi
pertimbangan UNCTAD dalam pokok pembicaraan mengenai
RBP, yang mempengaruhi perdagangan dan perkembangan
ekonomi di negara berkembang Kemudian melalui United
Nation Conference on RBP, berhasil disepakati suatu
persetujuan multilateral mengenai persamaan prinsip den
pengaturan untuk mengawsasi RBP.

Pringip-prinsip dari persetujuan multilateral mengenai
RBP tersebut adalah :
1. Appropriate actions should be taken at national, regional,

international levels to deal with RBP;

%) nid, bal 14,
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2. Governments should collaborate at bilateral and multilateral

levels on the control of RBP;

3. Appropriate mechanism should be created or improved to
- facilitate - intergovermental exchange of information on
" RBP;~

4. Means should be devided to facilitate multilaters

consultation with respect to policy involved in the control of
RBP;
5. The code does not justify conduct otherwise unlawful under
applicable national or regional legistation.*®
Mengenai RBP ini, salah sat kiausula UNCTAD yang
dituangkan dalam Pasal 4 ayat (1) mengemukakan bahwa
Transfer of technology arrangement shall not include clanses or
practices restrictions that directly have or may have adverse
effects on the national economy of the recipient country”.
Selanjutnya klausula dari UNCTAD tersebut dituanglan
da.lam ketentuan Pasal 78 UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten,
yang pada prinsipnya memnat ketentusn yang dirumusksn oleh
kelompok 77 tersebut, yaitu : “ Ketentuan-ketentuan dalam
perjenjian lisensi yang membuat pembatasan-pembatasan yang

langsung maupun tidak langsung menimbulkan akibat yang

€5) Bhid, hat. 15.
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C4.4.

merugikan ekonomi Indonesia atan pembatasan-pembatasan yang
menghambat perkembangan kemampuan Indonesia dalam bidang
teknologi adalah batal demi hukum’.*
Hak Paten

. Dalam penyelenggaraan alih teknologi, hak milik industri,
termasuk hak paten menempati posisi yang menentukan Di satu
pihak, teknologi yang akan dialihkan itu telah dilindungi oleh
serangkaian ketentnan hukum yang kuat, yaitu dari persturan
perundang-undangan paten di negara asalnya dan juga dari
konvensi-konvensi internasional. Sedaugkan dilain pihak,
pemberi lisensi masih membutuhkan jaminan dan perlindungan
hukum yang memadai dari penerima lisensi, agar tidak
teknologinya tidak ditiru oleh pihak lain.

Perlindungan itu dituangkan dalam peraturan penmdang-
undangan tentang paten, sebagai pengakuan resmi dari negara
atas suafu pepemuan atan suatn inovasi atas suatu produk atan
proses baru yang dilakuken seseorang. Pemberian hak paten ini
merupakan penghormatan den perlindungan atas ciptasn atan

penemuan seseorang.s&

) Iorahim [dham, Perssiaren Sehat D5 Bideny Hek Aty Kekavas
Idham II), Pendidikan tenteng “C ompetition Law”™, BPHN, 1998, hal 4.

sl Gelanjutnya disingkat Torabim

¥8) Sunasjati Herteno 1¥, Q.gig, hal. 21.
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Di Indonesia, masalah paten telah diatur dalam UU No. 6
Tahun 1989 tentang Paten dan UU No. 13 Tahun 1997 tentang
Perubahan Atas UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten.

Salah satu peranan penting dari paten dalam alih
teknologi ‘adalsh yang menyangkut tindakan penggunaan

(eksploitasi) dari hak paten fersebut. Oleh karena, pemegang

 paten berhak memberi lisensi kepada orang lain untuk

C.4.5.

memnggunakan paten yang dimilikinya melalui perjanian lisensi.
Masalsh Latihan dan Pendidikan.

Usaha pemasuken teknologi asing ke suatu negara harus
didukung oleh suatn sistem pendidikan dan latihan yang
terprogram dengan baik.

. Dalam setiap perjanjian lisensi ditentukan bahwa
pembneri lisensi berkewajiban untuk mengadakan latihan dan
pendidikan bagi tenaga kerja penerima lisensi. Pendidikan dan
latihan itn dib-erikan di dalam negeri dan juga di luar negeri,
khususnya di negara pemberi lisensi atan negara asal teknologi
yang akan dialihkan.

Pendidikan dan latihan tersebut biasanya dilakukan
secara terpaket dala suatu jangka waktu tertentu, tergantung dari
tingkat teknologi yang akan dialihkan. Sedangkan sistem

pendidikan dan latihen itu dituangkan dalam berbagai macam
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bentuk, seperti melalui diskusi dan seminar “technical display” -

_ atan “technical demontration”, yang akan menjelaskan fingsi atau

tata kerja dari suatu teknologi yang bersangkutan *

‘Menurut B.N. Bhastasali, sistem pendidiken dan latihan
yang paling feketif dan menentukan dalam pengalihan tekmolog,
adalah apa yang di sebut dengan “in plant technology training”,
yaitu sistem “langsung” dalam perusshaan pemberi lisensi, yang
meliputi pendidiken dan latihan dalam hal rancangan ufsma,
disain, dan teknik produksi, yang kemudian dipadukan dengan
aspek-aspek menejerial yang relevan. Oleh karepa itu,
pengiriman para teknisi untuk mengikuti pendidikan dan latihan
tersebut, merupaken alat pengantar kesuksesan pengalihan
teknologi asing yang paling efektif

Untuk mencapai apa yang diharapkan dari “in plant
technology training” itu, setiap perusahaan harus memperhatikan
beberapa hal di bawah ini :

1. Menyusun rencana pengembangan perusahaan jangka panjang |
dan jangka pendek;
2. Menentukan langkah-langkah dari rencana dan pengembangan

it

) Big hat 9.
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3. Dalam memilih calon trainee yang akan dikirim periu .
diperhatikan pengalaman dan latar belakangnya sechingga ia
akan mendapatkan pendidikan dan latihan yang sesuai dengan
tingkat kemampuannya dan dapat meminta sebanyak mungkin
pengetahuan dari penddikan dan latihan yang diterimanya itu;

4, In plant technology -training tidak boleh dilakukan

. berdasarkan reputasi perusahaan tersebut, tetapi hendaknya
dilakukan berdasarken kebutuhan perusahaan yang
mengirimkan frainee dan kesanggupan perusahaan yang

_ menerima trainee untuk mengadakan pendidkan dan latthan
Dengan demikian, perusahaan-perusahaan trainee harus
mempunyai suatu pusat pendidikan dan latihan yang mampu
merancang fasilitas latihan, analisa desain, analisa proses
produksi, analisa biaya dan nilai, dan sebagainya;

5. Oleh perusahaan yang mengirimkan trainee dan yang
menerima trainee, bersama-sama perlu direncang secara
cermat pendidikan, kurikulum dan silabusnya, pemiliban
instruktur, teknologi dan alat-‘alat pendidikan serta tempat
latihannya, jangka wakiu pendidikan, dan sebagainya, agar

pendidikan dan latihan yang diterima nya sejauh mungkin
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menyerupai tempat lokasi dan lingkungan pabrik industri di

Indonesia.’®

.. . Apa.yang telah dikemukakan tersebut harus dicantumkan
gsecara jelas dan terperinci di dalam klausula mengenai
pendidikan dan latihan, agar dapat diharapkan hasil yang
memadai, Oleh karena hingga saat ini masih banyak perusahaan
yang hanya mencantumkan secara umum dalam perjanjian lisensi,
bahwa akan disdaken pendidikan dan latihan, akan tefapi
menyerahkan pelaksanaannya kepada pemberi lisemsi yang
bersariglmtan.

C.4.6. Bantuan Teknis (Technical assistence).

. Aspek yang erat kaitannya dengan pendidikan dan latihan,
adalah masatah bantuan teknis {technical assistence) dari teknisi-
teknisi asing untuk membawsz masuk dan mengalihkan
keterampilan-keterampilan yang mereka punyai kepada tenaga
kerja Indonesia.

Penempatan tenaga Kkerja asing diharapkan dapat
mempercepat proses pemasukan dan pengaliban tekmologi dan
keterampilan yang mereka, punyai kepada tenaga kerja Indonesia
Akan tetapi, dalam kenyataan hal ita sulit untuk diwujudkan,

karena masih dipekerjakannya tenaga kerja asing  yang




seharusnya telah dapat dikerjakan oleh tenaga kerja Indomesia

sendiri. Hal ini dapat disebabkan oleh hal-hal berikut :

1. Keengganan para teknisi asing untuk menyerahkan
kemampuan dan pengetahuannya kepada tenaga kerja
Indonesia, karena merasa takut, bahkan dengan semakin
meningkatnya kemampuan tenaga lokal maka kedudukan
mereka semakin terancam Padahal mereka sudah merasa
puas dengan kedudukan mereka sekarang;

2. Kurang rajin dan kurang disiplinnya tenaga kerja Indonesis;

3. Kurang tepatmya pengetshusan dasar yang dimiliki tenaga
kerja Indonesia dafam hubungan dengan teknologi yang harus
diserap oleh mereka;

4. Kurang inisiatif para frainee Indonesia untuk lebih
mendalamipengetahuan mereka mengenai teknologi yang
bersangkutan, yang melebihi syarat-syarat yang telah
ditentukan;

S. 'Kelumgan-pahmnan tenaga kerja Indonesia akan bahasa-
Inggris ateu bahasa asing lainnya di satn pihak dan kurang
pahamnya tenaga Kerja asing akan bahasa Indonesia di pihak
lain, sehingga komunikasi dan pengejawantahan buah pikiran

menjadi kurang lancar;

85



6. Sikap mental tenaga kerja Indonesia yang berbeda dengan
sikap mental tenaga asing;

7..Adanya  kebijaksanaan . pemerintsh  yang  dapat
memperpanjang masa penggunaan tenaga kerja asing setelah
habis wakiunya, yang dijadikan kesempatan lain oleh yang

... bersangkutan unfuk mengulur waktn penggunaan tenaga lokal
sebagai pengganti tenaga asing;

Untuk mencapai apa yang diharapkan dari bantuan teknis
yang akan mem{percepat proses alih teknologi dan alih
keterampilan ini, di dalam perjanjian lisensi perlu diperhatikan :
1. Bahwa bantuan teknis yang diberikan oleh para teknisi asing

yang dikirim oleh pemberi lisensi harus mampu terjun
langsung dalam proses produksi, dan harus mempunyai
tingkat kemampuan dan keahlian yang melebihi kemampuan
dan keterampilan teknisi Indonesia;

2. Melakukan selekti terhadaip tingkat teknologi dan cara-cara
managemen yang digunakan oleh tenaga kerja asing, agar
teknologi dan cara-cara managemen yang digunakan tersebut
dapat memberikan manfaat yang maksimal dalam
meningkatkan kemampusn dan keterampilan tenaga kerja

Indonesia;
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3. Memberi motivasi dan insentif kepada tenaga kerja
Indonesia, agar mercka dapat sungguh-sungguh dalam
mengikuti program-program pendidikan dan latihan yang

- diberikan oleh tenaga kerja asing;

4. Memberi bekal kemampuan berbahasa asing kepada tenaga

kerja Indonesia, agar mampu berkomunikasi dengan tenaga
kerja asing;

S. Harus ada dukungan yang sungguh-sungguh dari dari instansi
pemerintah yang berweang, baik melalui kebijaksanaan-
kebijaksanaan yang tegas maupun melalui pengawasan secara
aktif Hal ini penting agr proses pengalihan kemampuan dan
keterampilan yang dipunyai tenaga kerja asing kepada tenaga
kerja Indonesia berjalan lancar dan dalam jangka waktu yang

telah ditetapkan ’?

C.4.7. Pemasaran dan Wilayah Pemasaran

Aspek yang penting dalam alih teknologi adalah maselah
pemasaran produk yang dihasilkan oleh suatu industri atau
perusahaan Bagi suatu industri, pemasaran sagar tercipat
permintaan yang efektif memegang peranan yang sangat
menentukan bagi maju mundurnya industri yang bersangkutan.

Oleh karena itu usaha pemasaran biasanya diusahakan agar

) pig hal3g,



menjangkan wilayah-wilayah yang seluas mumgkin, baik di dalam -

. maupum di luar negeri.

. Kegiatan pemasaran ini sesungguhnya merupakan hak dan
kewajiban mutlak dari perusahaan itu sendiri. Tetapi untuk dapat

. memmijang pembangunan industri Indonesia pemeriniah perlu

mengeluarkan kebijaksanaan-kebijaksanaan untik membantu,
bahkan memajukan kegiatan pemasaran cabang indsutri tertentu,

Untuk pemasaran ke luar negeri kadang-kadsng perlu
diambil kebijaksanaan yang berbeda untuk setiap jenis haisi
produksinya, karena dalam perjanjian lisensi tiap-tiap jenis
produksi tersebut berbeda-beda , apalagi bila di negara-negara
asing tersebut telah mempunyai pamer industrinya. Hal ini tentu
kurang menguntuingkan bagi Indonesia, karena dalam kegaitan
pemasaran ke luar negeri, kita seharusnya dapat bersaing dengan
produk-produk sejenis dari pemberi lisensi.?

Pembatasan ekspor dan pembatasan wilayah pemasaran
oleh pemberi lisensi, pada dasamya dilatar-belakangi oleh
perasaan khawatir dari pemberi lisensi bahwa ia pada suatu
ketika akan disaingi oleh penerima lisensi dan didesak dalam

pemasaran produk-produknya

" i bal 40.
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- Adanya pembatasen ekspor produk-produk yang dibuat

. berdasarkan perjanjian lisensi ini akan menimbulken pengaruh

- yang tidak menguntungkan bagi perkembangan ekonomi .dan

C4.8

teknologi negara sedang berkembang, - dan - sesungguhnya

meruapakan salah satu bentuk praktek pembatasan atau RBP

yang sebenarnya tidak boleh merupakan ketentuan dalam
perjanjian lisensi.

Pembatasan ekspor tersebut dapast berupa penentuan
wilayah pemasaran, jumlah produk yang dihasilkan, pennetuan
harga ekspor, pemberitahuan dan dan permohonan izin terlebih
dahulu kepada pemberi lisensi apabila hendak melakukan ekspor,
dan sebagainya.

Masalah Jaminan

Pencantuman ketentuan tentang jaminan dalam perjanjian
lisensi mempunyai peranan yang penting dalam mendukung
keberhasilan pengalihan teknologi. Karenanys ketentuan tentang
jaminan sudsh merupakan suatn keharusan untuk dicantumkan
dalam perjanjian yang bersangkutan.

Dalam perjanjian lisensi, diperlukan suatu jaminan yang
mutlak, misalnya terhadap kualitas produk yang dihasilkan,
membuat atan mengasembling produk. Ketidak-sesnaian dengan

apa yang diperjanjikan dapat menjadi alasan bagi penerima
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lisensi untuk menuntut pemenuhan kewsajiban pemberi lisensi,
sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- Masalah jaminan ini harus diperhatikan dalam tiga fase
kegiatan, yaitu :
1. Fase Negosiasi
Dalam fase ini yang harus diperhatiken adalah
penggunaan sumber-sumber yang dapat diperoleh di dalam
negeri, penggunaan bantuan teknis pada sast pengenalan dan
pengoperasian teknologi yang akan dialihkan dan jugas
memilih teknologi yang tepat, yang akan dialihkan.
2. Fase Berkontrak
Dalam fase ini, jaminan menyangku} hal-hal sebagai
berikut :
W Adanys kemungkinan pengembangan terhadap teknologi
yang dialibkan, selama jangka waktu perjanjian.
B Adanya kewsjiban untuk tidak membocorkan rehasia-
rahasia teknis kepada pihak ketiga.
B Uraian dari teknologi sesuai dengan teknologi sesuai
dengan teknologi yang akan dialihkan.
B Di jamin bahwa produk akan mempunyai kualitas yang

sama seperti yang dijanjikan.
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Di jamin bahwa penggunasn teknologi tersebut akan
menghasilkan apa-apa yang ditentukan dalam perjanjian.
Di jamin bahwa pengalihan data akan sesuai dengan
dengan waktu yang diperjanjikan.

Di jamin adanya pendidikan dan latihan bagi tenaga kerja
penerima lisensi sesuai dengan yang diperjanjikan.

Di jamin bahwa pengiriman spare part dan assesories
~ lainnya akan dilakukan dengan harga bersaing di pasaran
internasional.

Harga-harga dari teknologi yang dialihkan harus diperinsi
dan tidak boleh ada diskriminasi dalam penetapan harga,
lagipula harus ditetapkan secara menyehwuh.

Jika in-put produksi hanya dapat diperoleh dari pemberi
lisensi, maka harganya harus sesuai dan tidak lebih tinggi
dari harga dunia untuk barang sejenis dengan kualitas
yang sama.

Jika out-put produksi harus dijual kepada pemilik
teknologi, maka harganya boleh rendah dari pada harga

jual kepada pihak lain atau pasaran dunia.
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H Jaminan bahwa pemilik teknologi bertangging-jawab atas
_ segala kerugian yang diderita pihak ketiga yang
diakibatkan oleh teknologi yang dialihkan tersebut. ™

C.A4.9. Hak Atas Penemuan Baru

. Melalui pengalihan teknologi, maka kendala ilmm
pengetahuan dan tekmologi yang terdapat pada perusahaan-
perusshaan di Indonesia dapat dikurangi secara bertahap,
apalagi bila hal itu didulumg oleh adanya pusat penenlitain dan
pengembangan (R & D) milik perusahaan yang bersangkutan.
R & D seperti itu merupskan tulang punggung pembanginan dan
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Indonesia, yang
akan menjadi asset perushaan yang berharga

Dengan melakukan alih teknologi, R & D akan berperan
ganda. Pertama sebagai transformator dari tekmologi yang
dialihkan, dan kedua sebagai modifikator dan inovator atas
teknologi tersebut,

Dengan giainya kegiatan R & D, maka kemungkinan akan
dapat diciptakannya suatu modifikasi atau penemuan baru atas
teknologi yang dialihkan, pada waktu perjanjian gdang berjalan.

Oleh karena itu, dalam perjanjian lisensi hal itu harus

) B hal 43,
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diperjanjikan dengan jelas tentang siapa yang berhak atas

penemuan-penemuan baru tersebut.

Dalam Code of Conduct on Transfer of Technology tidak
diatur siapa yang berhak atas penemuan-penemuan baru itu. Akan
tetapi kalan kita perhatikan ketentuan-ketentuan lainnya, seperti :
1. Ketentuan mengenai RBP , dimana pemberi lisensi tidak

boleh membatasi penelitian dan pengembangan atas teknologi
yang dialihkan pada perusahaan penerims lisensi.

2. Ketentuan mengenai larangan untuk menyerahkan seluruh
penemuan-penemusan baru yang berhasil di kembangkanoleh
penerima teknologi kepada pemberi lisensi.

3. Hak penerima lisensi untuk mendapatkan perbaiken dan
inovasi-inovasi dari teknologi yang dialihkan selama
perjanjian berjalan.>®

Dari ketentuan-ketentuan di atas, dapat disimpulan bahwa
penemuan-penemusn yang berhasil diciptakan oleh penerima
lisensi selama perjanjian berlangsung, masih dapat menjadi milik
penerima lisensi, apabila hal it diperjanjikan secara jelas dalam

perjanjian.

*) g hal 45.
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C.4.10. Penyediaan Mesin, Alat-alat dan Bahan Baku

Untuk memproduksi suatn produk asing diperlukan
masukan (in-put) tertentu yang alasannya sangat eksklusif, yaitu
dalam bentuk mesin-mesin (machinery), peralatan (equipment},
bahan setengah jadi, bahan-bahan baku (raw material), disain,
perhitungan-perhitungan, gambar-gambar, dan sebagainya.

Masukan untuk melengkapi pengoperasian teknologi asing
ini biasanya ditawarksn sekaligus oleh pemberi lisensi kepada
penerima lisensi dalam suatu paket alih teknologi. Karena
teknologi yang dialihkan itu telah dirancang henya berdasarkan
dan dengan mengmmakan mesin, desain, bahan dan peralatan
yang dimilki oleh pemberi lisensi. Sebagai konsekuensinya,
perusahaan di Indonesia juga mengimpor segala mesin dan
peralatan-peralatan serta bahan baku tersebut.

Menurut Sunarjati hartono, agar pemberi lisensi tidak di
beri kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-
besanya dari pihak penerima lisensi, maka pihak penerima
lisensi perlu mengusahakan untuk membatasi penggmunasn input-

_ inpit teknologi dari pemberi lisensi saja dengan mencantumkan
kiausula, bahwa mesin-mesin peralatan dan sebagainya hanya
kan dibeli dari pemberi lisensi, sepanjaﬁg mesin-mesin, alat-alat,

bahan-bahan dan sebagainya itn yang kualitas sama, tidak dapat
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diperoleh di Indonesia atan di lain negara dengan harga lebih

murah *?

Di samping itu dapat pula dimasukkan klausula-klausnia

yang membatasi ketergantungan pengusaha Indonesia pada

. pemberi teknologi dengan cara menentukan bahwa

1.

Pengusaha Indonesia hanya berkewajiban untuk mendapatkan
mesin-mesin, bahan setengah jadi dan baban baku dari
pemberi lisensi, dengan harga yang telah ditetapkan atan
harga yang lebih murah dari harga pasaran;

Kewsajiban untuk membatasi atan mengurangi tenaga-tenaga
atan teknisi-teknisi dari pihak pemberi lisensi dan sebaliknya
memperbanyak teknisi-teknisi dari pihak penerima lisensi;
Mengizinkan penggunaan teknologipelengkap dari sumber
lain;

mengizinkan penggunaan teknologi-teknologi yang lain dari
pada yang telah diperoleh dari pemberi lisensi.?®

" Dengan demikian pihak pemberi lisensi mempunyai

kewajiban untuk terlebih dahulu menggunskan fasilitas-fasilitas

lokal, seperti peralatan dan bahan-bahan yang dapat diperoleh di

5) Bbig hal 46,
%) lta Gambiro, g
daser Gelanjutoy di

Hevisres ftak Wity gfPs e P ata e Dl s Kelanny e @zla: 14
singiat ftx Gambiro [, Lokakarya tentzng Pengabihan Teknologi di Indonesia, 1982,
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dalam negeri, mengeunakan tenaga ahli dan teknisi-teknisi serta
konsultan lokal, dan lain sebagainya.
C.4.11. Royalty dan Tata Cara Pembayarannya

Dalam perjanjian lisensi terjadi jufl__l_)fii teknologi yang
dapat dinilai dengan uwang, sebagaimana jual beli barang
berwujud lainnya Nilainya juga terganhmg pada teori penawaran
dan permintasn. Dengan dipergunakannya lisensi oleh penerima
lisensi maka imbalan bagi pemberi lisensi ditekankan pada
keuntungan penerima lisensi. Apa yang akan diterima oleh
penerima lisensi sebagai imbalan pembayarasnnya kepada
pemberi lisensi ditekankan pada isi teknologinya >?

Menurut WIPO dalam bulumya Licencing Guide, suafu
royalti bisa didefinisikan sebagai suatu pembayaran “ter-pasca
hitung” (post calculated) dan berulang dari jumlah yang
ditentukan sebagai fimgsi penggunaan ekonomis dari hasil unit
produksi, penjualan, produk, dan laba.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa royalti adalah
pembayaran penerima lisensi atas sebagian dari keuntungan yang
diperolehnya kepada pemberi lisensi. Umumnya royalti dinilai

dari harga jual.

BPHN,

T Ingahim ldham, g2
Jakarta, 1985, bhal 142,
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Ménurut UNIDO, dalam Guidelines for evaluation of

Transfer Agreement, perhifingan royalti dilakukan sebagai

berikut :
Payment to licensor
Sales royalty =--- -
Product Sales price
atan
Licensor’s profit
Sales royalty =
Product sales price
Licensor’s profit Licensee” profit
= x
Licensee’s profit Product sales price
afau
Royalty rate on sales =Licensor’s share of <, ... . .+~ ¥ o

]

Licensee’s profit x Licensee’s profit on sales
atan

ROS = LSLP XPOS

-t- .

H . ; (}_\. Y | ) _
og - [lespnliny Sie IRV PPRT
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Jadi seorang penerima lisensi yang dapat memperkirakan
keuntungannya dibandingkan dengan nilai jual (POS) dapat juga
memperkirakan LSP untuk POS yang diingini.*®

Contoh : Jika pemberi lisensi ingin bagian 20% dari
kemntingan penerima lisensi atan produk yang nilai juainya $
5.00/kg dan menurut perkiraan pemberi lisensi $ 1.50/kg pemberi
lisensi akan menawarkan 6% royalti atas harga jual |

(A) ROS = LSLP x POS

20 $1.50

100 $5.00
Rumus tersebut penting bagi pemerintah untuk menentukan
batas royalty yang dapat diterima dan penting, bagi penerima dan
pemberi lisensi untuk dasar perhitungan tawar menawar.

Andaikata pemerintah menghendaki memberi izin LSLP hanya

10 %, maka royalti rate menjadi :

10 150
------- (LSLP) x -------- POS =3% (ROS)
100 5.00

%) UNIDO, Giidelings for cratuation of Trensler of Tockusiewy Asreament. Urited Nations, New Yerk, 1979, hal. 39
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Jika ROS tetap 6% (kasus A), harga penjual produk $
5.00/kg, tetapi keuntungan penerima lisensi turun menjadi $
0.50/kg, maka :

ROS

0.50/5.00
Jadi LSLP naik jika keuntmgan penerima lisensi
menurun. Dengan perkataan lain, untuk suat royalti rate yang

_ diperjanjikan dalam perjanjian lisensi, LSLP merupakan yang

tertinggi jika penerima lisensi membuat keunfungan yang terkecil

atas penjualan.
Dengan mempergunakan rumus :
ROS = LSLP x POS

Dapat disimpulken dua kemungkinan :

1. Penerima lisensi atau pemerintah negara bersangiutan harus
memperhatikan royalti rates, jika kemungkinan perusahaan
membuat keuntungan agak rendah Keuntungan rendah
apabila :

a. Tahap pertama proyek
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b. Penjualan dalam ekspor
c. Teknologi industri yang rendah
d. Dalam persaingan

2. Royally rates yang tinggi dapat disetyjui jika proyek
menjalanakan perusahaan yang sangat menguntungkan
(seperti barang elektronik dan instrumentasion).
‘ Berkaitan dengan royalti, masalah pembayaran pajak

r%?'éj? akan dikemukan pada bagian tersediri.

C.4.12. Harga Teknologi

Harga teknologi dapat dimlihat dari dua segi,
sebagaimana dikemukakan berikut ini
1. Jumlah diterima oleh pemberi lisensi.

2. Jumlah yang diberi oleh penerima lisensi.

Jumlah yang diterima oleh pemberi lisensi sering
dinamakan kompensasi, konsiderasi, income, harga, remunersai
dan return. Sedangkan jumlah yang dibayar oleh penerima lisensi
sering disebut payment, royalties, fees, service charges,
commisions dan costs.

Yang dianggap sebagai kompensasi keuangan yang
langsung adalah lumpsum, royalty dan fees.

1. Lumpsum dihitung lebih dahulu (precalculated} dan hanya

dibayar sekaligus atan dalam beberapa tshap.

100 |
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2. Royalty dihitung sesudahnya (per tahun) dan merupakan
pembayaran karena penggunasn teknologi secara ekonomis

. - atas unit produksi .

3. -Fees adalsh kompensasi untuk jasa atan bantuan teknik yang

diberikan oleh expert profesional. ™

D. Aspek-Aspek Hukum Dari Suatu Perjanjian Lisensi
D.1. Hukum yang Berlaku dalam Perjanjian Lisensi (Governing Law).

Yang dimsksud dengan governing law adalah hukum yang
diberlakukan terhadap perjanjian lisensi yang dibuat oleh para pihak,
yaitu licensor dan licensee.

Untuk menafsirkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian agar
kedua belah pihak mempumyai pengertian yang sama mengenai segala
hak dan kewajiban, maka biasanya dalam perjanjian ditentukan sistem
hukum mana yang akan dipergunakan atau dianggap berlaku.

Menurut Sudargo Gautama, dalam hal para pihak tidak
menent;ﬂ(an gecara eksplisit, sistem hukum mana yang aken berlaku,
maka pilihan hukum ini akan ditentukan berdasarkan beberapa teori,
yaitu :

1. Teori Lex loci contractus, yang berarti bshwa hukum yang

dipakai adalah hukum dari tempat terjadinya perjanjian. Dulu

%) fhvid, hal 148,
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teori ini acapkali dipakai , akan tetapi sekarang tidak praktis lagi,
karena seringkali tempat terjadinya perjanjian sulit ditentuken,

. Sebab banyak perjanjian cukup dibuat melalui telepon, facsimile

atau telex, sehingga para pihak tidak bertemu di suatu tempat

tertentu,

. Teori Lex loci solitions, yang mengandung arti bahwa hukem yang

dipergnanakan dan berlaku mntuk suam perjanjian adalah hukum
dari tempat di mana perjanjian tersebut dilaksanakan Teori inj
untuk beberapa kontrak juga sulit dipakai, karena ada perjanjian
yang pelaksanaannya tidak terikat pada suaty negara tertenty,
misalnya dalam perjanjian antara pabrik dengan orang-orang yang
bertindak sebagai agen bagi hasil produksinya Pelaksanaan
perjanjian oleh pihak agen ini diadakan diberbagai negara,
sehingga sulit untuk menentukan hukum mana yang disebut lex loci

solutionis.

. Teori * The proper law of contract”, Menurut teori ini hukum

yang dipergunakan adalah sistem hukum dengan mana peristiwa
tersebut mempunyai hubungan yang paling erat.!®®

Menurut Martin Wolf kita harus “ examination what law the

contract has the most real connexion”.!%?

100)

Sunzqjati Hetene IV, Qo gt hat 51

190) Matin Wolf, Privete Internatirnad Lew, Second Edition, Oxford, London, 1950.
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Sedangkan menurut Sudargo Gautama, hukum vyang akan
_ dipergunakan dalam teori “the proper law of coniract” adalsh sistem

hukum yang mempunyai koneksitas yang paling erat, yaitu titik taut
yang lebih banyak dengan sistem hukum dari negara manaksh yang
kita saksikan, maka hukum negara itulah yang dipakai. '™

Untuk memperfegas mengenai hal ini Sudarge Gautama,
mengemukakan : “ kepastian dari semula dapat dicapai dengan
memegang pada apa yang dinamsakan teori tentang “prestasi yang
paling karekteristis™ ... maka hulamm dari pihak yang melakukan
prestasi yang paling karakteristik itulah yang dipakai. Pendapat itu
merupakan pencerminan dari teori “ die characteristishe leistung”.
Teori ini memmjuk pada hukum dari pihak yang melakukan prestasi
yang khsusus atan yang paling karakteristiklah yang berlal: untuk
perjanjian tersebut.'™

Yang dimaksud dengan prestasi yang paling karekteristik
adalah prestasi yang paling utama dan menonjol dari saleh sate pihak
dalam hubungan perjanjian yeng bersangkutan.

Teori ini semula dikembsngkan di Swiss, semakin banyak
pengikutnya dan dapat diterima oleh berbagai pihak. Bahkan dalam

konsep RUU Hukum Perdata Internasional Indonesia, teori “die

192) § nagjati Hactono IV, Qpgit, hal 51-53.
103) Sudargo Grutams,
Lokakarya HPL, Jakarta, 29 - 30 September 1983, hal 6.
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characteristiché Leistung” ini yang dipergunakan, apabila tidak
terdapat pilihan hukum yang diutaraken secara tegas.

_ Dalam hal perjanjian pengalihan teknologi, prstasi yang paling
utama atau yang paling menonjol adalah prestasi dari pemberi lisensi.
Namun demikian, segala peristiwa yang dominan termasuk teralibnya
teknologi kepada penerima teknologi, terjadi d1 negara. penerima
teknologi.

D.2. Keadaan Memaksa (Force Majeure)

Satu pihak tidak dapat dipertanggung jawabkan terhadap
suatu tindakan dalam keadaan memaksa Keadasn memeksa inilah
yang disebut Force Majeur.

Dengan demikian “keadasn memaksa” atan “force majeure” ,
yaitu suatu keadaan yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga
schingga mengakibatkan suatu tugas atan kewajiban tidak dapat
diselesaikan pada waktunya atau tidak dapat dilaksanakan
sebagaimana mestinya sesuai yang telah dituangkan dalam perjanjian.
Force majeur terjadi di luar kekuasaan para pihak dan akibat-
akibatnya tidak dapat dicegah atau dihindari, disebabkan pada

umumnya keadaan memaksa disebabkan oleh Tuhan (acts of God).'*®

194} 1ta Gambiro, Parigaiisn Akk Tolmeles
Workshop, Semarang Oltober, 1996, hal, 16.

104




Menyadari kemungkinan terjadinya situasi tersebut tadi, para
pihak biasanya mencantumkan ketentuan-ketentusn mengenai force
majeure ini dalam perjanjian, termasuk dalam perjanjian lisensi.

Dalam perjanjian disebutkan keadasn apa saja yang termasuk
datam force majeure ini, misalnya seperti : perang, gangguan
keamanan, éabotase, embargo, pemogokan buruh, kebakaran,
larangan-larangen dari pemerintah atan  keteninan-ketentuan
pemerintah lainnye, yang mengakibatkan kewajiban salah satu pihak
tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang
tertuang dalam perjanjian atan hal-hal lain diluar kendali para pihak,
sekalipun hal tersbut mempunyai akibat yang merugikan terhadap
pelaksanaan kontrak.

Padahal mennrut ketentuan dalam perjanjian dan sesuai
dengan prinsip hukum yang berlaku bahwa setiap kelalaian,
keterlambatan atan tidak dipennhinya kewajiban oleh salsh satu
pihak mengenai tsnggung jawab pihek yang lalai terlambat, dan
sebagainya. Akan tetapi dalam suatu keadasn memaksa mitranya
(counterpart) tidak dapat melakukan tmiuten untuk mengakhiri
perjanjian atau meminta ganti rugi, sebagaimana diatur oleh Pasal
1365 KUH Perdata. Hal ini wajar, karena penyebab kelalaian itu ada
di luar kekuasaannya, dan secara manusiawi tidak mungkin

mengetshui, atan dapat menghindari terjadinya keadaan memaksa itu.
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Yang dapat dilakukan olehnya hanyalah memperkecil akibat-akibat
dari peristiwa tersebut, atau melakukan tindakan-tindakan lain untuk
berusaha menghindari akibat-akibat peristiwa tersebut.'®®

~ Pihak yang mengalami keadasn memaksa itu harus segera
memberitahukan kepada pihak lainnya, dalam wakin yang
memungkinkan hal tersebut (at a reasonable time}, kimsusnya ia tidak
dapat melakukan kewajibannya disebabkan oleh keadaan memaksa
yang harus diperinci secara cukup detail. Pemberitahuan ini sangat
bermanfast bagi bagi painernya, karena sedini mungkin dapat
metakukan tindakan-tindakan tertentu untuk ikt memperkecil
kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat keterlambatan atau
tidak dipenuhinya ketentuan dalam perjanjian tersebut.

Force majeure dapat juga berakibat terhentinya suatu kegiatan
misalnya kegiatan produksi , pembanguman pendidikan dan latihan
atan bantuan teknik, untuk sementara wakitu. Hal ini sudah tentu
mengal:cibaﬂ(an jangka waktu untuk kegiatan tersebut menjadi lebih
pendek karena penyelesaian perjanjian tetap terikat padas jangka
wakty yang ditentukan dalam perjanjian. Hal ini dapat merugikan
kedua belah pihak. Menyadari hal tersebut di atas, ada perusahaan
yang menyusun perjanjian dengan mencantumkan ketenfuan yang

berbunyi bahwa “jika suatu kegiatan terhenti karena force majeur,

105) Svinasjati Hastono IV, Qp.cig, hal 57 - 8.
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maka termijn perjanjian diperpanjang dengan jangka yang sama
dengan waktu terhentinya kegiatan aten operasional tersebut”.'®

Pengaturan seperti ini penting untuk menjaga jangan sampai
suatn keadaan memaksa terlalu merugikan salah satu pihak,
sedangkan pihak lain memperoleh keuntungan karenanya Apalagi
masih ada perjanjian yang menentukan bahwa apabila force majeure
menanggubkan pelaksanaan perjanjian lebih dari 90 hari, maka para
pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjiannya dengan suztu negosiasi
yang adil atay kedua belah akan melakukan peninjanan kembali dan
mengubah ketentuan-ketentuan dalam perjanjian.

D.3. Penyelesaian Sengketa

Tidaklah mudah untuk membuat sebuah perjanjian vyang
sempumna, yang dapat menyatukan kehendak para pihak yang
mempunyai kepentingan yang berbeda, dan menjamin pelaksanaan
perjanjisn tersebut tanpa adanya kemungkinan untuk terjadinya beda
pendapat dalam menafsirkan pasal-pasal den ayat-ayamnya. Itikad
baik dari para pihak tidak selamanya dapat menjernihkan
permasalahan. Selalu saja ada kemungkinen timbulnya hal-hal yang
tidak terpikirkan sebelumnya pada saat negosiasi atau pembuatan

perjanjian.

10} 1\ x Gasmbiro 11, it bal 16 - 17.
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Menunt Ita Gambiro, apabila timbul susta persengketaan
(disputes) dalam pelaksanaan dari is; perjanjian, perjanjian tersebut
akan diselesaikan oleh kedua belah pihak Namun demikian dalam
hal persengketaan tersebut tidak dapat diselesaikan maka akan
ditempuh cara penyelesaian sesuai kesepakatan para pihak yang telah
tertuang dalam isi perjanjian yang mereka buat *?

Unfuk mengatur cara penyelesaian sengketa yang mungkin
terjadi sekalipun tidak dikehendaki, dalam perjanjian biasanya
dicantumkan suaty klausula mengenai penyelesaian sengketa, yang
biasanya ditempuh melalui jalan arbitrase. Dalam klansula tersebut
ditentukan hal-hal yang diselesaikan melalui arbitrase, tempat
arbitrase, forum arbitrase dan lain-lain, termasuk pilihan hukum yang
dipergunakan bagi penyelesaian sengketa yang timbul. Dengan
adanya klausula-klausula pilihan forum dan pilihan hukum ini, maka
lembaga pengadilan dapat menjadi tidak berwenang untuk mengadili
sengketa antara parm pihak, apabila di dalam klavsula itu
dicantumkan, bahwa keputusan arbitrase itu akan merupakan
keputusan yang terkakhir dan mengikat (final and binding).'®®

Peranan arbitrase dalam dunia perdagangan akhir-akhir ini

meningkat sebagai salah satu forum untuk menyelesaikan sengketa

'97) Gid bl 16,

108}

Sunatjati Hartono IV, Op,cie. hal 61,
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dalam perdagangan, karena terdapat beberapa keuntungan yang dapat
diperoleh bila dibandingkan dengan proses pengadilan. Keuntungan
itu adalah antara lain, adalah :

L.

Arbifrase dapat dilakukan dengan segera, tidak membutuhkan
prosedur dan formalitas seperti terdapat dalam proses
pengadilan.
Pada bidangnya, sehingga akan dapat diperoleh keputusan yang
diinginkan cularp adil, profesional dan seimbang.
Biaya arbitrase biasanya lebih rendah dari pada biaya melalui
proses pengadilan.
Arbitrase bersifat tertutup, sehingga para pihak terhindari dari
publikasi yang tidak menguntungkan.
Keputusan arbitrase merupakan keputusan dari instansi terakhir
dan mengikat para pihak, sehingga tidak diadakan pemeriksaan
banding dan kasasi, sehingga keputusan arbitrase dapat segera
dilaksanakan.'®

Arbitrase ini dapat dilangsungkan oleh para arbiter yang akan

diangkat secara ad-hoc, aten oleh badan-badan arbitrase yang

permanen, misalnya oleh ICC di Paris, BANI, dan sebagainya.

109) Sudargo Gautama, Arbrtrese e
Alumni, Bandung, 1976, hal. 107,
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Dalam perjanjian-perjanjian dagang di Indonesia masih
terdapat kecenderungan untuk memintskan penyelesaian sengketa
pada lembaga arbitrase yang berpusat/berada di Iuar negeri. Padahal
sesuai demgan asas “exhapstion of local remedies” para pihak
sedapat mungkin mempergunakan terlebih dahulu lembaga atau badan

arbitrase lokal 10

D.4. Aspek Hukum Perpajakan Dalam Perjanjian Lisensi

Jika kita memperhatikan dengan seksama substansi yang
terkandung di dalam susatu perjanjian lisensi, kita akan mendapatkan
pemahaman bahwa perjanjian lisensi itu dapat meliputi berbagai hak
atas kekayaan intelektual, termasuk hak paten dan know-how.

Hubungan bisnis lisensi merupakan hubungan hukum yang
mempunyai pﬂfj_g&ai, dan karenanya maka hubungan hukum ini
menjadi obyek kena pajak.

Sejalan dengan itn, menurut Ibrahim Idham, salak satu hal
yang sangst penting dalam pembayaran harga teknologi adalah pajsk
atas royalti dan fee di negara penerima lisensi. Dalam hukum
internasional publik hal itu diator dalam treafy entara negara

penerima dan pemberi teknologi.''?

UO) ot pat 8.

M)y abim I dham I, Qg hal. 107,
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Menunt Juajir Sumardi, sebagai suatu konsekuensi dari
prinsip hukum perpajakan yang menerapkan asas yang menegakkan

bahwa semua perjanjian perdata yang bersifat niaga berpotensi

pajak 12

Potensi fiskal ini terdiri dari dua macam, Pertama, adalah
TE’EmS _{E‘apacity, yaitu suafu potensi ekonmomi yang dapat diolah
menjadi sumber pajak jika undang-ndsng mengaturnya Kedua,
adalsh T@Eﬁpﬁfi@, yaitu potensi ekonomi yang menjadi obyek
kena pajak yang sudah ditentukan oleh undang-undang,

Mengenai pajak penghasilan, maka perlu diperhatikan
ketentuan Dalam UU No. 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas UU
No. 7 Talum 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah
Diubah Dengan UU No. 7 Tahun 199]1. Dalam sitem pajak
penghasilan ini, yang menjadi obyek pajak penghasilan adalah
penghasilan yaitu, setiap tambahan kemampusn ekonomis yang
diterima atan diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari
Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk

konsumsi aten menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan,

12 5 saiic Susnacdi, Qo gig, hal 7).
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dengan nama dan bentuk apapun, termasvk didalamnya adalah

royalti. !

Dalam penjelasan ketentuan Pasal 4 ayat 1 hurup h dikatakan
bshwa pada dasamya imbalan berupa royalti terdiri dari tiga
kelompoic, yaitu imbalan sehubungan dengan penggunaan :

- 1. Hak atas harta tak berwujud, misalnya hajy pengarang, paten,
merek dagang, formula, atan rahasia perusahaan.

2. Hak atas benda berwujud, misalnya hak atas alat-alat industri,
komersial, dan ilmn pengetahusn adalsh setiap peralatan yang
mempunyai nilai infelektual, misalnya peralatan-peralatan yang
digunakan di beberapa industri khusus seperti anjungan
pengeboran minyak (“drigling rig””), dan sebagainya.

3. Informasi, yaitu informasi yang belum diungkapkan secara umum,
walaupun mungkin belum dipatenkan, misalnya pengalamen di
bidang industri, atau bidang usaha lainnya. Ciri dari infromasi
dimaksud adalah bahwa infromasi tersebut telah tersedia
sehingga pemiliknya tidak perlu lagi melakukan riset untuk
menghasilkan informasi tersebut. Tidak termasuk dalam
pengertian ini adalah infromasi yang diberikan oleh akuntan

publik, ahli hukum, atau ahli teknik sesuai dengan keahliannya,

3 Linn (R Ne, 10 Tkna 1994 Pasal 4 xyxt | hurup b
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yang dapat diberikan oleh setiap orang yang mempunyai latar
belakang disiplin ilmu yang sama '

Mengenai pajak atas royalti, dalam suatu perjanjian lisensi,
seperti diketahui pihak Licensee wajib membayar royalti sesuai
yang telah difuangkan dalam perjanjian kepada Licensor. Atas
pembayaran royalti ini dikenakan pajak, disebabkan kegiatan dalam
bidang perjanjian lisensi adalah kegiatan yang berpotensi ekonomi,
dan karenanya berpotensi fiskal.

Pembebanan pajak royalti adalah didasarkan atas
kesepakatan bersama yang dituangkan di dalam perjanjian lisensi.
Tidak ada sesuatu ketentuan yang mewajibkan hanya satu pihak saja
yang menanggung beban pajak ini, dapat saja diperjanjikan bahwa
beban pajak royalti ini ditanggung bersama ''?

Pajak royalti ini dapat diperhifungkan secara per tahun atas 1,

i
1

dasar omzet atan laba yang diperoleh dalam tiap tahunnya, dan dapat ‘:\
\

]
23 hurup a sub 3 UU No. 10 Tahun 1994, besarnya pajak royalti ini /

pula diperhitungkan secara lumpsum. Berdasarkan ketentuan Pasal

- adalah 15 % (lima besar persen) dari jumlah brito atas royalti

tersebut.

4| hat Penjelusen Pgel £ LA/ No, 10 Taking 1994,
13} Jusiir Sumardi, Qo it hal, 74,

13




E. Proses Pembuatan dan Bentuk dari Suatu Perjanjian Lisensi

E.1. Proses Pembuatan Perjanjian Lisensi

Menurut Sunardi, dalam pembuatan suatu perjanjian lisensi ada

bebarapa tahap yang harus dilalui oleh pihak Licensor dan Pihak

Licensee, yang secara umum dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan

Dalam tahap ini, yang perlu dilakukan adalah :

Cari informasi garis besar (poiat-point transaksi yang hendak
diatur).

Buat kerangka transaksi.

Catat “goal” yang hendak dicapai,

Antispasi hal yang telah disetujui bersama

Antisipasi hal-hal yang tidak disetujui bersama.

Apaksh syaraf-syarat utama perjanjian tersebut.

Pastikan kehendak kita mengenai syarat utama

Coba ketahui kehendak lawan.

Tetapkan syarat minimal.

Siapkan dokumen-dokumen yang relevan,

2. Tahap Konsep

Sebelum memasuki tahap negosiasi antara pihak Licensor

dan pihak Licensee, sudah tentu diperiukan suafu konsep. Konsep

ini memuat berbagi hal yang hendak dituangkan dalam perjanjian
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lisensi, seperti : Licensor and Licensee, definitions, term, license,
technical assistance, development, manufacture and quality control,
warranty, infringement, royalties, export, sales and promotion,terms
for licensor deliveries, marking, secresy, termination, force majeur,

arbitaration, and general provisions.

3. Tahap Negosiasi

Tahap negosiasi adalah salah satu tahap yang penting dalam
pembuatan perjanjian lisensi. Dalam tahap ini, hal-hal yang hendak
dituangkan dalam perjanjian lisensi harus dinegosiasikan terlebih
dabulu. Misalnya, mengenai masalah jenis perjanjien lisensi,
eksklusif atan non eksklusif, masalah apa yang akan dilisensikan,
masalah teknologi yang akan dialihkan, masalah pembatasan dan
larangan, masalah bantuan teknis, masalah pembayaran royalti,
masalah jaminan, masalah hukum yang berlaku, masalah force
majeur, masalah penyelesaian sengketa, dan sebagainya

Masalah-masalsh yang perlu dinegosiasikan itu pada
dasammya adalah masalah-masalah yang menyangkut isi atan
substansi dari perjanjian lisensi yang dibuat. Oleh karena itu,
negosiasi ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat
terciptanya suatm keadaan di mana para pihek dapat bekerja sama
dengan baik, saling mengerti, saling percaya, tidak terjadi konflik

karena salah tafsir, dan saling menguntungkan.
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5.

Selanjutnya konsep perjanjian lisensi yang teish
dinegosiasikan itu dituangkan dalam suatu draft perjanjian
Tahap Review

Dalam tahap review, hal-hal yang perlu diperhatikan
adalah :
W Baca draft secara feliti.
® Pelajari hubungan pasal dengan pasal, dan ayat dengan ayat.
B Periksa apakah syarat-syarat telah dimuat.
B Tandai bagian-bagian yang hendak diubah

{ditambah/dikurangi).

B Tulis secara jelas usulan kita.
B Periksa kembali draft dan usulan secara menyeluruh.
Tahap Konsep Akhir

Konsep akhir dari perjanjian lisensi ini adalah hasil dari
perbaikan tex;hadap isi draft perjanjian lisensi seperti yang
dimaksud dalam tshap review. Konsep akhir ini masih perlu
diteliti secara menyeluruh oleh para pihak, agar bila masih
terdepat hal-hal yang perlu diubah (ditambsh atan dikurangi).
Apabila dalam konsep akhir itu ada hal-hal yang perlu diubah,
maka para pihak dapat melakukan perubshan-perubahan yang
dianggap perlu, sehingga konsep akhir itu benar-benar diyakini

oieh para pihak telah memuat kehendak yang mereka harapkan.
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6. Tahap Penandatanganan
Setelah kedua belah pihak meyakini behwa apa yang

tertiang dalam perjanjian lisensi itu telah memuat kehendak
mereka, maka dilakukanlah penanda-tanganan oleh pihak Licensor
dan Licensee.!'®
E.2. Bentuk Umum Perjanjian Lisensi
Adalah tidak mumgkin umfuk menyusun suahy mode! atau standar
dari suatn bentuk perjanjian lisensi yang dapat berlaku untuk segala
macam perjanjian lisensi. Berikut ini dikemukakan suatu bentuk dari
sustu perjanjian lisensi, namun isinya tidak terbatas pada model ind,
jadi dapat ditambah dan tergantung kepada type dari perjanjian itn
sendiri, atan mungkin juga beberapa ketentuan tidak dip .12
Suatu perjanjian lisensi pada umumnya memusat hal-hal sebagai
berikut :
M Licensor dan Licensee
B Definitions
B Term
M License
¢ Grant Of License

¢ Exclusivity

119) g unardi MBL, Telauik Dex Stratard Neggsigal, Workshop , Deprindag, Semarang, Oktober, 1996, hal. 17 - 19.
U 1y, Gambico 11, Qp.git, halll.
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¢ Competitive product
¢ Asgignement & Sub-lisense
M Tecnical Agsistance
¢ Training Of Licensee’s Employees
¢ (Othe Obligation on Licensor
¢ Cost and Expenses
¢  Work Permits
¢ Rigst Of Acces
B Development
¢ Disclosue
¢ Licensor’s Development
¢ Licensee’s Improvement
W Mamifacture and Quality Control
e Manufacture
¢ Quality Control
W Licensor’s Warranty
B Infringement
B Royalties
¢ Initial Payment
¢ Adjusmnet Of Royalties |

* Remittance
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¢ Government Approval
e Taxes
e Record and Certified Statement
¢ Inspection Of records
B Export
B Sales and Promotion
W Terms for Licensor Deliveries
B Marking
B Secrecy
® Termination
¢ Cause for Termination
o Effects Of Termination
B Force Majeur
B Arbitration
B General Provisons
s Notice
+ Coming into Force and Government Approval

o Governing Law''®

g (X A Coufn
marang, Oktob

Y18) 12 Gambiro, Cenered Stractan
Makalah Workshop, Deperindag, Se

L)

ez, 1996,
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F. Pendaftaran Pa‘janjiaﬁLinmi
Perjanjian lisensi adalah suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis
oleh Licensor dan Licensee, merupakan dasar kerjasama yang mengatur
syarat-syarat dan kondisi pemindahan teknologi dari pihak Licensor kepada
pihak Licensee, yang bersifat kontraktual.
Mepurut ketentuian Pasal 79 UU No. 13 Tahun 1997 tentang

Perubahan Atas UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten dikemukakan bahwa:

(1) Perjanjian ligsensi wajib dicatatkan pada Kantor Paten dan dimnat dalam
Daftar Umim dengan membayar biaya yang besamnya ditetapkan dengan
keputusan menteri.

(1a) Dalam hal perjanjanjian lisensi tidak dicatatkan di Kantor Paten
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka perjanjian lisensi
tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

(2) Syarat dan tafta-cara pencatatan perjanjian lisensi diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah

Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 79 tersebut dikatakan bshwa

“Perubshan pada ayat (1) dan ayat (2) dimaksudkac untuk memperjelas

ketentuan dalam kaitan perjanjian lisensi. Perjanjian serupa .itu pada

dasarnya wajib dicatatkan di Kantor Paten dan bukan didaftarkan. Sebab,
dari segi administratif, keputusan dapat atan tidaknya perjanjian lisensi
tersebut didaftar hanya dapat dilakukan atas mekanisme pendafataran yang

mengatur  persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Sedangkan
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kewajiban yang dimaksud dalam Pasal ini adalah mencatatkan perjanjian
lisensi di Kantor Paten. Dengan tercatatnya perjanjian lisensi, maka Kantor
Paten dapat melakukan pepilaian apakah perjanjian lisensi tersebut memuat
hal-hal yang dapat merugikan kepenﬁngﬁn ékonomi naéional sebagaimana
ditegaskan dalam Pasal 78. Khusus mengenai penambahan Ketentuan yang
dijadikan ayat (1a) ini dimaksudkan mntuk memberikan penegasan mengenai
akibat hukum terhadap pihak ketiga apabila perjanjian lisensi tidak
dicatatkan pada Kantor Paten”™.

Dari apa yang ditentukan dalam Pasal 7¢ UU Paten sebagimana
dikemukekan di atas, mepunjukkan bshwa secara yuridis normatif pada
dasarnya perjanjian lisensi yang dibuat oleh para pihak itu wajib dicatatkan
di Kantor Paten, dan bukan didaftarkan.

Dengan dilakukannya pencatatan terhadap perjanjian lisensi, tenhmya
pihak Kantor Paten dapat melakukan suat penilaian mengenai isi atau
substansi dari perjanjian tersebut apakah memuat hal-hal yang dapat
merugikan kepentingan ekonomi dan penguasaan teknologi yang ditentukan
oieh Pasal 78 UU Paten atan tidak. Bila terdapat klansula-klansulanya yang
bertentangan dengan ketentuan tersebut, maka Kantor Paten dapat menolak
pencatatannya. Dan pencatatan itu, harus pula memenuhi perssyaratan dan
tatacam yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah.

Namun demikian, hingga saat ini belum ada peraturan pemerintah

yang mengatur tentang syarat dan tata cara pendaftaran lisensi sebagaimana
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* dimaksud oleh ketentuan Pasal 79 ayat (2) UU Paten. Oleh karena itn, dalam

praktek ketentuan Pasal 79 UU Paten tersebut befum dapat dilaksanakan.

G. Peranan Perjanjian Lisensi dalam Penyelenggaraan Alih
Teknologi Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Kaitanya
dengan Pengembangan Industrialisasi di Indonesia

Pada prinsipnya unsur modal merupakan hal yang sangat penting
dalam rangka kegiatan pepanaman modal asing di Indonesia, sebab
kebijakan Pemrintah Indonesia yang tertuang dalam Undang Undang No. 1
Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing itu justeru lahir dalam upaya
mendatangkan modal asing yang pada gilirannya dapat dimanfaatkan untuk
pembangunan ekonomi Indonesia !

Berkaitan dengan it menurut ketentuan Pasal 2 hurup b Undang
Undang Penanaman Modal Asing, dikatakan bahwa modal asing itu meliputi
alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuss baru milik orang
asing dan bahan-bahan yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah
Indgnesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa
Indonc;ia.

Ketentuan Pasal 2 hurup b tersebut, dapat dikatakan merupakan salah

satu landasan pokok dalam rangke pengalihan teknologi dari luar negeri ke

Preldeke, CV. Mandx

U9 Atmad M. Ramt, Statas Per
Maju, Bandung, 1994, hal 43 -44.




Indonesia. Karena, penemman-penemuan baru yang dibawa ke Indonesia
sebagaimana dituangkan dalam pasal im pada hakekatnya adalah suat
teknologi. Dengan demikian, penanaman modal asing tidak saja membawa
modal, tetapi juga membawa serta teknofogi dan keahlian.

Memurur Achmad Az, penanaman modal asing harus sungguh-sungguh
dapat menjadi wahana untuk mengalihkan dan mengembangkan teknologi
dari luar negeri ke Indonesia Ketinggalan-ketinggalan di bidang teknologi-
harus dikejar sengan seknat tenaga, disebabkan kesejateraan, keselamatan
dan martabat suath bangsa akan ditentukan oleh kemampuan dalam
menguasai teknologi.'”®

Berkaitan dengan itu, menurut J. Panglaykim, pemindahan teknologi
yang terjadi dalam suatn negara sedang berkembang mempunyai arti yang
penting bagi pembangunan negara itu Initi dari pengalihan teknologi ialah
adanya kebufuhan teknologi dari pihak yang membutuhkan teknologi dengan
pemilik teknologi yang menawarkan teknologi serta proses pengaturan
pengalihan teknologi itu sendiri.'2?

Bahwa yang banysk terjadi di Indonesia sehubungan dengan
penanaman modal asing adalsh diadakannya perjanjian lisensi oleh

perusahaan-perusahaan Indonesia dengan pemilik hak paten atu lainnya di

bandung 16 Descmber 1986 h.ll.ll

121) } b ki,
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luar negeri. Dan perjanjian lisensi ini ditujukan untuk dapat menjadi saluran
dalam pengalihan teknologi.'?

Dengan demikian itu, salah satu cara yang umum dipergunakan datam
penyelenggaraan alih teknologi adalah melalui perjanjian lisensi. Melalui
perjanjian lisensi ini, pemberi teknologi memberikan hak kepada penerima
teknologi, untuk suatu jangka wakt tertentu dan dengan syarat-syarat dan
kondisi-kondisi tertentu yang disetujui bersama, memenfaatkan dan
menggunakan teknologi untuk suatu tujusn tertentn. '

Persetujuan perlisensian atan kontrak lisensi teknologi tersebut
merupakan sarana efektif di dalam proses alih teknologi bagi negara-negara
gedang berkembang. Sebagai suatu perbandingan, negara-negara sedang
berkembang di Asia dan Amerika Latin telah mulai merubah perencanaan
industrialisasinya dengan mengadakan pendekatan atas dasar peraturan alih
teknologi, terutama dengan sistem pembelian lisensi teknologi yang
diselenggarakan dalam iklim industri yang baik. Tujuan industrialisasi di
negara-negara sedang berkembang harus disrahkan sebanyak mumgkin
kepada pembelian paten dan know-how dari luar negeri dan kemudian harus
dilanjutikan depgan riset teknologi yang telash dibeli dan dilaksanakan

sendiri.'??

122) Sunagati Hatono, Hnk i
BPHN Bina Cipta, Jakasta, 1988, hul. 142,

.7

1) Sumantoro I, Qo.git bal. 57.

124) A rmir Pamuntjak, Qo g, hal. 11.
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Menurur Ruslan Saleh, perjapjian atau kontrak lisensi itu tidak
terikat pada suatn bentuk tfertentn, namun dalam pembuatannya harus
memperhatikan peraturan-peraturan nasional dan ketentuan-ketentuan
internasional.'??

Suvafu kenyataan bahwa dewasa ini perkembangan industri di
Indonesia bertumpu kepada teknologi yang diimpor. Keadaan ini terjadi
disebabkan, oleh masih rendabnya kemampuan untuk mengembangkan
teknologi sendiri, dan adanya kebijsksanasn pembangunan yang
menganjurkan impor teknologi untuk mempercepat laju industri, selama hal
tersebut tidak menyebabkan ketergantungan terus menerus,'2

Oleh karena itu, hampir setisp negara memiliki undang-undang
patennya sebagai bagian dari hak mifik industri. Ada dua alasan, mengapa
negara-negara sedang berkembang manpun maju, mengnndangkan paten.
Pertama, bahwa pengundangan paten adalah juga pengakuan terhadap hak
asasi manugia di dalam bidang penemuan { a natural right in inventions).
Sedangkan alasan kedua, adalah bertujuan untuk menggalakkan pememuan-
penemuan baru.

Berkaitan dengan paten, dalam Laporan Akhir Tim Kompendium
Hukum Bidang Hukum Dagang tentang HAKI (Hukum Atas Kekayaan

Intelektual), di bawah pimpinan Sri Redjeki Hartono dikatakan bahwa “

125) Ruslan Saleh, Salaks Betaks Prafetis Lisonsi, Sinas Grafika, Jakarta, 1994, bal, 52,
129) Gede Raka, Qp-git, hal. 1
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Paten diberikan untuk penemuan baru, mengandung langkah inventif dan
dapat diterapkan dalam industri”.'??
Berkaitan dengan itu, fungsi paten adaiah sebagai berikut :
1. Memberikan kesempatan kembalinya investasi yang telah dikeluarkan
untuk penelitian dan pengembangan. Selain itu di dalam produksi
diberikan suatu kedudukan eksklusif untuk jangka waktu tertentu.

2. Guna mendorong penyebar-luasan tekunologi baru secara layak dan

wajar.'*?

Semakin meningkatnya pembangunan industri, kebutuhan akan
teknologi makin terasa Dengan meningkainya hubungan ekonomi dan
perdagangan yang melampani batas-batas negara membawa perkembangan
aliran modal asing yang membawa pula aliran teknologi dari negara asal
pada pada negara penerima modal asing.

Dalam kaitannya dengan pengembangan industri, suatu sistem paten
yang dapat mendorong 1khm industri yang sehat memiliki unsur-unsur pokok
gebagai berikut :

1. Adanya incentive yang adil dan wajar untuk kegaiatan penelitian dan
pengembangan agar memungkinkan pengembangan teknologi yang tepat.
2. Adanya disingentive untuk mencegah tindakan-tindakan yang menghambat

pengeterapan suafu penemusan baru yang bermanfaat bagi masyarakat

'27) BPHN, Hak Asas Kkavaan (ntcleltngl Taperan Akhic Team Kompedivm Hulam, 1997/1998, hal 6.
128) Husla Adolf dan A. Chandrawulan, Qo.ig. hal, 156.
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3. Adanya sacksi untuk tindakan-tindakan penyelanggunazn paten yang
merugikan pihak lain dalam masysrakat Penyalah-gunaan ini dapat
berupa pencurian dari penemuan yang dilindungi paten, praktek-praktek
perdagangan yang menghambat secara berlebihan dan sebagainya.'®

Selanjutnya, pengembangan dasar teknologi di dalam suatu negara
sedang berkembang tergantung pada adanya berbagai kapasitas teknologi dan
kemampuan memperoleh teknologi dari luar negeri untuk melengkapi usaha-
useha den riset nasional serta pertumbuhsn teknologi yang diciptakan di
dalam negeri.

Sebagai gejala yang universal dorongan pertama untuk mengadakan
alih teknologi adalah membantu pelaksanaan pembangunsn pada umumnyz
dan pengembangan industrialisasi pada khususnya dari suatm negara.
Industrialisasi merupakan tujuan utama bagi beberapa negara berkembang
untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dari rakyatnya Oleh
karena itu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berperan dalam
pertumbuhan industri.'*®

Pada dasamya masuknya teknologi ke dalam suatu negara
beriangsung melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

B Tahap identifikasi, di mana penerima teknologi dapat memperoleh

infromasi dan pengetahuan yang seluas-luasnya tentang teknologi yang

1) e bal, 156,
IDJSWLMMB.
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bagaimana yang dapat dipergunakan. Proses identifikasi ini meliputi pula
penilaian tentang untung ruginya teknologi tersebut bagi tnjuan yang
diinginkan.

Tahap negosiasi, di mana penerima teknologi perlu mempersiapkan
dirian menentukan sikap sampai berapa jauh ia dapat menerima syarat-
gyarat alih teknologiyang dituntut oleh pemilik teknologi tersebut.

Tahap penerapan, di mana penerima teknologi perlu benar-benar yakin
bahwsa proses alih teknologi berlangsung sesuai dengan yang sudah
disepakati dan tekmologi tersebut menghasilkan produk sesuai dengan
yang dikehendaki.

Tahap pengembangan, di mana penerima teknologi, baik dengan bekerja
sama dengan pemilik teknologi semula mavpun secara sendiri
mengembangkan teknologi tersebut intuk mendapatkan manfaat lain yang
lebih luas."”P

Di negara-negara sedang berkembang proses industrialisasi

merupakan bagian dari proses substitusi impor yang antara lain bertujuan :

B Penguasasn teknologi atan pengembangsn proses alih teknologi

® Pengadaan kesempatan kerja.'™

131) Balitbang Depesindag

%ﬂﬂﬂ&.ﬁﬂdﬂw Loknkaryx, Jakarta, 1993, hal8i - 82,
Ridwan Gunawzn, Telaslert Pombansnnsn (ndnstri don Xotericaitan snier Bexprs, PDI-LIPL Jakauta, 1983,
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Proses industrialisasi merupakan spatn hal yang tidak dapat
dielakken, sehingga diperlukannya sikap yang lebih ekonomis dan inovatif '™

Sejalan dengan itu, babwa pelaksanaan industrialisasi membutuhkan
penggunaan teknologi, modal, dan tenaga Yang langka adalah modal den
teknologi, oleh karenanya dibutuhkan modal dan teknologi dari negara maju. >

H. Teknologi dan Penyelenggaraan Alih Teknologi Serta Beberapa

Aspelmya
H.1. Pengertian dan Klasifikasi Teknologi
Istilah teknologi berasal dari perkataan Yunani, technologia,
yang artinya pembahasan sistematik tentang seluruh seni dan kerajinan
(systhematic freafment of the arts and crafts). Perkataan tersebut
mempunyai akar kata techne dan logos (perkataan, pembicaraan). Akan
tetapi kata techne yang telgh dikenal di zaman Yiunani Kumo berarti seni
(art), kerajinan {carft). Art atau seni pada permulaammya berarti sesuaty
yang dibuat oleh manusia untuk dilawankan dengan kata benda alam,
tetapi ken;udian menunjukkan pada keterampilan (skill) dalam mebuat

barang itu. "

m) xmﬂsmmmpt Gramedia Pustaka Utams, Jakarta, 1990, hal %6,

34) braim Idham, Pergs ek
Sermnar Publication Infomhon md Ameness mThe Are: oanml. J:.k:tu. Mmt 1989 hlL 2
133) Ronny Hamitijo Soemitro, Pormpelal Sox ! ? Mazals: el g R
Agung Press, Semarang, 1989, hal 89,
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Dalam maknanya yang bersifat umum, teknologi berarti segenap
pengetahuan ilmiah dan kerekayasaan yang diterima dan disesuaikan
untuk penggunaan komersial. Sejalan dengan itu, teknologi dirumuskan
sebagai pengetahuan dan/atan metode yang perlu untuk melangsungkan
atan memperbaiki produksi dan distribusi barang dan jasa yang sudah
ada.P*®

Menurut UNIDO yang dimaksud dengen teknologi adalah :
“Technology is a composite of techniques, constituted of craft skill
(eelding, shaping, assembling) requiring primarily the dexterity of hand
and eye, and conceptual skill (knowledge and information) such as
operating data, design, engeneering, construction, production and
maintenance”.

Dengan demikian teknologi dapat diartikan sebagai “ Suvam
komposisi cara, terdiri atas keterampilan merancang dan melaksanakan
(mengelas, membentuk dan merakit) terutema memerlukan kecakapan
panca indera, keterampilan yang berencana (pengetahuan dan
informasi), seperti mengerjakan data, rancanmg bangun, rekayasa,

konstruksi, produksi dan pemeliharasn.

$3) P e Kizn Wio, Indastriatisns Indencsis (Slexintars disinrkat Thoo Kigu P ) LP3ES, Jakxta, 1996, hal
54
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Dalam workshop tentang Peningkatan Kemampuan Negosiasi
Alih Teknologi yang diadakan oleh Departemen Perindustrian dan
Perdagangan, dikatakan bahwa teknlogi, adalah segala pengetahuan
tentang penerapan ilmu pengetahuan untuk produksi (barang dan jasa)
yang dikembangkan melalui daya pikir manusia secara teratur
berdasarkan pengalaman dan percobaan ™*?

Menurut Martin Bell, Bruce Ross Larson dan Larry Wasthpal,
teknologi didefinisikan sebagai “himpunan proses fisis yang mengubah
masukan (infut) menjadi keluaran (output), spesifikasi masukan dan
kelvaran, den rencana prosedural dan organisasional untuk
melaksanakan perubahan tersebut 1*®

Menunit Amir Pamintjak teknofogi adaleh pengetahuan tentang
pemakaian alat-alat dalam proses pembuatan barang-barang '™

Menurut Soetarno AK  teknologi adalah ilmu pengetahuan
industrial tentang penerapannya utnuk menggantikan skilled labor
dengan mesin-mesin. Sedangkan menurut Rustam, bila ditinjan dari
klasifikasinya, teknologi dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitn :

1. Teknologi modern (Advanced Technology).

137 Bahtbang Depeamdag 4
Workshop, Semarnag 1996, hal. 1.
138) Thee Kizxn Wic I, Og, Cit hal 234,
139) & mir Pamuntiak, Qv gig, hal. 7.
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2. Teknology madya (Intermediate technology).
3. Teknologi rendab/tradisional (Low/traditional technology).'*®
H.2. Pengertian dan Konsep Alih Teknologi

Alih teknologi adalsh suatu perolehan ilmm pengetahuan dan
pengaltaman dari pihak di luar negeri yang berpindah baik sebagian atan
seluruhnya ke dalam negeri.'*?

Menurut Nawaz Sharif, “Technology transfer is a business
transaction between the producer or supplier and the procurer or user

of that technology.'?®

Menurut Harter, alih teknologi adalah pelimpahan metode
produksi atan distribusi modern atan ilmiahn dari suat: negara ke
negara yang lain, misalnya melalui investasi asing, perdagangan
internasional, pelepasan dan penggunaan hak paten, bantuan teknik atan
latihan '

Berakitan dengan itu, Sumantoro mengemmikakan bshwa “ Inti
dari pengalihan teknologi adalah adanya kebutuhan teknologi dari pihak
yang memeriukan teknologi dengan pemilik teknologi dan menawarkan

teknologi serta proses pengalihan teknologi itu sendiri."*?

149) b angi Anoraga, Op.git, hal 6 7.
WD) pg bl 1.
1) Nawxz Shacif, Tachueles Trensler And Develovwent Emerxing_snd Lomgs. Makalsh Workshap Transfer OF

Technologi - Deperindag. Jakasta, 1994, hal 7,
17 Penji Anccaga, Pernsshass. Yl Nesionsl Poucusman Medal Asine, Pustaia Jaya. Takacia, 1995, bal. 7
) Sumantore I, Owcig, hal 121,
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Menurut Komaruddin, jenis pemindshan atan transfer of
technology dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu :

1. Transfer material, yaitu suat pemindahan teknologi dalam wujud
lahiriah dan haragiah dari suati daerah atau bangsa ke datam daerah
atau bangsa lain.

2. Transfer design, yaitu suatu pemindahan teknologi yang terbatas
kepada rancangan teknologi dari suatu daerah atau bangsa ke daersh
atau bangsa lain.

3. Transfer Kemampuan, yaitu suatn pemindahan teknologi dari suatn
daerah atan bangsa ke daerah atau bangsa lainnya dalam suatu
bentuk keahlian atan keterampilan dan bukan dalam bentuk
jesmaniah atan rancangannya. '*?

Pertu dikemukakan bahwa dalam penyelenggaraan alih teknologi
terdapat empat konsep sebagaimana yang dikemukakan oleh Thee Kian
Wie berikut ini, yaitn :

1. Bahwa teknologi tersebut dialihkan secara efektif dalam lingkungan
yang baru. Teknologi dianggap telah dialibkan dengan baik jika
seluruh proses produksi dikelola dan dikerjaken semuanya oleh
orang asing.

2. Bahwa angkatan kerja setempat mampu menangani teknologi yang

telah diimpor secara efisien, di mana pekerja-pekerja setempat

) panii Anoraga, Dp.git, hal. 7.
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telah mendapatkan keterampilan yang memadai untuk menjalankan
mesin-mesin yeng diimpor serta pemeliharaannya, termasuk juga
kemampuan para manajer lokal untuk menyusun jadwal proses
produksi atau proses masukan dan keluaran, rencana pemasaran dan
sebagainya.

3. Bahwa tekmologi yang telah tersebar ke perusahaan-perusshaan
lokal lainnya, misalaya melalui usaha penyebaran teknologi baru
oleh perusahasn yang pertams-tama menggunakannya, ataspun
persetujuzn lisensi teknis dengan perusahaan-perusahaan ini.

4. Bahwa teknologi yang diimpor telah dipshami dengan penguasasn
sepenulnya oleh staf teknis dan para pekerja lokal, bahkan
teknologi impor ini mnlai diubsh dan disesuaikan dengan kondisi
dan kebutuhan khas dari keadaan setempat. Di dalam keadaan yang
paling berhasil, pekerja dan ahli lokal malahan mampu menemukan
den mengadakan perekayasaan teknik-teknik | produksi baru
berdasarkan teknologi yang telah diimpor.'*

Selanjutnya, menurut Ronny Hanitijo Soemitro, terdapat tiga pola
alih teknologi, yaitu :

1. Pengembangan teknologi setempat (lokal).

l““)'l'l'leelﬁln Wie, {adustrisiisns ncHE A
ID PustakaSinacHarapen, Jakanta, 1982, hal 3,
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2. Polakedua alih teknologi adalah dengan membeli paten atan lisensi
dari jenis produksi.

3. Pola ketiga adalah demgan cara menirukan atan menjiplak, juga
sering disebut sebagai imitation-adaptation-orginating '

Selanjutnya mengenai jalanya proses alih teknologi di bidang
indsutri, menurut Amir Pamuntjak di bagi dalam tiga fase, sebagai
berikut :

B Fase pertama, bahwa suatu industri yang membeli mesin produksi
dan kno-how dari luar negeri dapat menjalankan mesin tersebut
dengan baik menurut buku pedoman yang diberikan oleh ahli asing.

® Fase kedua, jika industri tersebut telah berhasil memperbaiki
teknologinya dari segi proses pembuatan manpun mutu produksinya.

W Fase ketiga, jika industri tersebut telah mampu mendesain sendiri
dan membuat mesinnya di dalam negeri berdasarkan pembelian
teknologi dalam bentuk pra-perencana dan resepnya saja.'®

Selanjutnya dikatakan, bahwa kalan kita menganalis tahap utama
dari suat proses alih teknologi untuk suaty jenis industri dalam
kerangka policy substitusi dala, kerangka policy substitusi impor, akan

dapat dianalisa tahapan-tahapan sebagai berikut :

7 Ronny Hasitijo Socmitro 1, (g, gig. hal. 176,
*8) Arir Pamuntiak, Qp oig hal 11,
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a) Proses pengenalan pertama (acces) dari pemberi teknologi kepada
penerima teknologi.
b) Proses kedua yang terjkadi adalah proses penyerapan (absorption)
kemampuan teknologi.
¢) Tahap ketiga adalah tahap di mana perusahaan nasional sudsh
menguasai teknologinya, dan mempunyai kebebasan untuk memakai,
mengembangkan atan menyebarkan teknologi yang diserapnya,
termasuk pemakaian di luar bidang yang ditentukan dalam
perjanjian lisensi.'*
H.3. Aspek Perdagangan Dalam Alih Teknologi dan Kaitennya dengan
Perjanjian Lisensi
Sesesuai dengan apa yang telah dikemukakan, teknologi
merupakan suatu unsur yang sangat esensial dalam produksi barang dan
Jjasa karena mampu menghasilan barang dan jasa secara riil dengan
peningkatan kualitas produksi, produktivitas dalam produksi, efisiensi
dalam penggunasn bahan masukan , kemungkinan variasi dan modifikasi
produk, kemungkinan substitusi bahan masukan, dan kemungkinan
perkembangan lanjutan yang kesemuanya dapat disesuaikan dengan

kebutuhan pasar.

149) Ridwan Guoawzn, Op.cit, hal 7,
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Dengan demikian teknologi mempunyai nilai komersial yang
tinggi, sehingga merupakan suatu komoditi yang memiliki unser-unsur
untuk diperdagangkan, yaitu :

M mempunyai bentuk materiil dan immateriil yang terukur
® dapat diuraikan dalam komponen-komponeanya
B dapat ditentukan spesiﬁkasinya.m

Hal-hal ini memberikan kepastian pada pengguna teknologi
dalam memproduksi barang den jasa yang diinginkannya dengan
membeli teknologi tersebut.

Sebagai hasil dari daya pikir manusia, teknologi termasuk dalam
objek yang mendapat perlindungan internasional terhadap hak milik
inteletual (intellectual property right). Penggunaan teknologi dalam
menghasilkan produk barang dan jasa dengan demikian juga dilindungi
dalam aspek perdagangannya.

Menurut World Intellectual Property Organization (WIPO) dalam
Licencing Guide for Developing Countries, salah satu cara utama yang
digunakan untuk alih teknologi melalui perdagangan adatah dengan cara
lisensi hak-hak atas milik perindustrian, yaitu dengan memberikan izin
untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu yang merupakan hak
khusus yang diberikan oleh undang-undang kepada penemuan, desain

indsutri dan merek.

150) B tthang Depesindag I, Qp-gig, hal 1.
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Kesepakatan internasional atas aspek perdagangan ini dituangkan
dalam persetujuan TRIPs (Trade Related Aspect Of Intellectus]
Property Rights Including Trade In Counterfeit Goods). Dengan
demikian, suatu kegiatan alih teknologi yang melibatkan pemberi
teknologi dan penerima teknologi harus benar-benar dilakukan sesuai
dengan ketentuan TRIPs fersebut Bila tidak, akan dapat dikenai
penyitaan, larangan impor dan tuntutan ganti rugi. Yang lebih berat lagi
adalah rusaknya reputasi pelaku yang yang dapat menyeret negara dan
pengusaha-pengusaha di negaranya.

Alih teknologi yang memenuhi TRIPs hanya dapat dilakuksn
melalui perjanjian lisensi. Pada dasamya perjanjian lisensi merupakan
izin untuk menggunakan hak atas
B Teknologi yang dilindungi oleh paten
W Utility model yang dilindungi
B Design industry

Dalam batas-batas yang diberikan oleh pemberi lisensi kepada

penerima lisensi.'*?

150 ik hal 2,
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I. Industrializasi Sebagai Salah satm Tujuan Pembangunan

Nasional

Pemerintzh di negara berkembang bertekad mehdorong dan
memajukan industrialisasi di negaranya, karena dengan industrialisasi
mereka yakin akan dapat menaikkan taraf hidup rakyatnya Keyakinan ini
dilatarbelakangi oleh sukses negara maju, di mana pertumbuhan ekonominya
ditandai oleh semakin kecilnya sektor pertanian dan semakin besanya sektor
industri diukur sumbangannya terhadap pendapatan nasional '™

Industrialisasi di suatu negara memiliki berbagai tujuan Dari segi
ekonomi, industrialisasi bertujuan unfuk mejaksanakan modernisasi dalam
struktur ekonomi, sehingga pendapatan nasional dapat ditingkatkan,
menyediakan lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas, melepaskan
diri dari ketergantungan terhadap luar negeri.

Pola industrialisasi Indonesia yang ditempuh hingga kini adalah pola
substitusi impor (import subsituting industralization). Pola industrialisasi
yang demikisn bertujuan untuk mendirikan industri-industri yang
menghasitkan barang-barang jadi yang sebelumnya diimpor. Pembangunan
industri-industri pengganti impor ini memperoleh dorongan yang kuat dengan
dikeluarkannya Undang Undang Penanaman Modal Asing pada tahun 1967.

Undang Undang ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengusaha-

152) ;. 4in S. Drmanhus, Mexcer Paredisws Elonend Indoncria, Alumni, Bandung 1987, hal. 160.
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pengusaha asing untuk menanamkan modalnya da]gm berbagai kegiatan
produkstif di Indonesia, termasuk di sektor industri pengolahan '*

Menurut Mari Pangestu, industrialisasi adalah suatu proses antara
pengembangan teknologi, spesialisasi dan perdagangan yang pada akhirnya
mendorong perubahan struktur ekonomi.**?

Sejalan dengan itu, menurut Sochartojo, industrialisasi dapat
diartikan sebagai usaha membangun industri baru dan mengembangkan serta
membina industri yang ada hingga menjadi tulang punggung dan pokok
kekuatan penghidupan negara dan bengsa Selanjutnya dikatakan bahwa
industrialisasi adalah proses. Sebagaimana lazimnya suatu proses ia
dipengaruhi oleh norma-norma dan inovasi. Oleh karena itu industrialisasi
tidak boleh melupakan ussha-usaha standarisasi dan kegiatan-kegiatan
perangkat hmak yang mengembangkan kemampuan teknologi untuk
menciptakan sistem produksi yang lebih baik >

Menurut Benjamin A. Suriadjaya, bahwa untuk menyukseskan
industrialisasi, pemerintah mempunyai peranan yang tidak kecil artinya,
yaitn dalam menciptkan iklim ekonomi yang sehat dan stabil, sedangkan
pihak pengussha juga mempunyai peranan yang penting, yaitu dalam
membina dan memajukan kegiatan kerjasama pad@m dengan pihak luar

negeri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa industrialisasi merupakan

Isg)TheaI(nnWic_ P enaRs! ' nne £ Seicte
% Biro-Publikasi LIP], Jlkltu, 1983 hl].l?

Muri Pangestu, Tranalermar! Induso! (ndencris Doy Evg Perdaranren Bebas CSIS, 1996,

139) csis, Op.cit, hal 197,
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proyek nasional yang sangat besar yang tidak saja melibatkan pemerintah,
tetapi juga pihak pengusaha 10

Berkaitan dengan itu, dikeluarkannya UU No. 1 Tahun 1967 tentang
Penanaman Modal Asing merupakan sustn kebijaksanaan yang mendorong
para investor asing unfuk menanamkan modal mereka dalam kegiatan
ekonomi di Indonesia, termasuk sektor industri. UU ini menandakan
kebijaksanaan “pintu terbuka™ {open door policy) terhadap kegiatan swasta
asing.'”

Pada pokeknya pengembangan industri di satu pihak bertujuan untuk
memperbesar atau memperluas jengkauannya, sesuai dengan jumlsh
penduduk dan tingkat pendapatan, tetapi bersamaan dengan itu perlu pula
dilakukan upaya perubahan struktur ekonomi dan industri. Tetapi di pihak
lain, kita melihat pentingnya usaha perubahan struktur, karena hanya dengan
cara ini jangkauan industri dapat diperluas.'*®

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pengembangan industri
merupakan unsur pokok dalam mempercepat terciptanya kerangka landasan
bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang, yang bertujusan :

M Memperiuas kesempatan kerja

B Memeratakan kesempatan berusaha

M Meningkatkan ekspor

176) phid hal 235,

138) M, Dawam Rahxrdio, I'n

1D Mhee Kinn Wiell, Qoo hal 47,
sl na Ul Press, Jakarta, 1984,

hal 189,
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B Menghemat devisa

W Memanfaatkan sumber alam dan energi.

Selanjutnya pengembangan industri juga diarshkan untuk pendalaman
dan pemantapan struktur industri yang dikaitkan dengan sektor ekonomi
lainnya

Pendekatan pengembangan industi mencakup tiga faktor
sebagaimana yang diuraikan berikut ini, yaitu : |
1. Pembentukan modal, yang berarti pengembangan seluruh sektor industri

yang mengandalkan nilai keunggnlan komparatif yang terkanding dalam
sumber daya yang dimiliki bangsa Indonesia dalam rangka pembentukan
- modal untuk membiayai tahap pembangiman berikutnya.

2. Pembangunan manusia, yang mengandung tiga pengertian yaitu : (1)
pengembangan seluruh struktur industri yang berkaitan dengan
pemenuhan kebutuhan rakyat banyak, (2) Pengembangan seluruh sektor
industri yang mampu menciptakan dan memperluas lapangan kerja, dan
(3) Pengembangan seluruh sektor industri yang tercakup dalam strategi
transformasi indsutri dan teknologi dalam rangka meningkatkan
keterampilan bangsa dan sekaligus untuk menguasai teknologi.

3. Keterkaitan antar sekfor industri dan/atan sektor ekonomi, yang

mengandung arti bahwa pengembangan seluruh sektor industri yang
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didasarkan atas keterkaitan antar sektor industri itu sendiri dan /atan
sektor ekonomi lainnya.'™
Berkaitan dengan ity, perlu pula dikemukakan bahwa transformasi
industri dan teknologi terdiri dari lima prinsup dasar, yaitu :
1. Pendidikan dan Latthan
2. Konsep - jelas, realistis dan dilaksanakan secara konsisten
3. Pemecahan masalah yang nyata

4. Memecahkan masalahnya sendiri

5. Perlindungan
Selanjuinya, proses transformasi industri dan tekmnologi tersebut

mempunyai empat tahapan yaitu :

Tahap I;

Penggunaan teknologi yang ada dalam proses nilai tambah produksi barang
yang ada di pasaran.

Tahap IT ;

Integrasi teknologi yang ada dalam desain untuk untuk produksi barang yang
ada.

Tahap IIT ;

Pengembangan dan penciptaan teknologi itu sendiri.

Seminur, Yogyakarta, Desember

15%) Rahardi Ram
1986, hal 6 -7..
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Tahap IV ;
Penelitian dasar secara besar-besaran.'®

Proses industrialisasi perfu ditunjang oleh kemampuan nasional di
bidang teknologi, baik yang meliputi perangkat hmak (soft ware) maupun
perang keras hard ware). Oleh karenanya kebijaksanaan industrialisasi perlu
dikaitkan dengan kebijaksanaan di bidang teknologi. Lebih dari it
perencanaan industrialisasi hendaknya serasi dengan perencanaan
peningkatan kemampuan nasional di bidang teknologi, dan implementasinya
hendaknya disertai dengan upaya peningkatan kemampuan nasional tersebut.

Untuk meningkatkan kemsmpuan nasional di bidang teknologi
dibutuhkan tenﬁga ahli dan tenaga terampil serta sarana dan prasarana
pendukungnya Untuk itu perlu percepatan dan perluasan pendidikan dan
latihan tenaga pelaksapanya, yang disesuaikan dengan kebutuhan
industrialisasi. Lebih dari itu, diperlukannya penyediaan fasilitan penelitain
dan pengembangan (R & D). Untuk meningkatkan pendayagunaan tenaga ahli
dan tenaga terampil, serta pendayagunaan fasilitas penelitian dan
pengembangan perlu penyempurnsan koordinasi dan  sinkronisasi
pemanfaatannya dengan pengarshan yang terpadu, sesuai dengan kebutuhan
industrialisasi.

Berkaitan dengan apa yang telah dikemukakan di atas, untuk

kelancaran proses industrialisasi perlu diciptakan iklim yang mendukungnya,

150) hig hal .
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yang meliputi masalah-masalah perizinan, proteksi, permodalan,
perpajankan, penyediaan sarana dan prasarana, pola perdagangan

penyediaan informasi, dan lain sebagainya.

Peranan Pemerintah dalam Perjanjian Lisensi

Dalam hal ini pemerintah mempunyai peranan untuk memeriksa isi
perjanjian lisensi dan menolak persyaratan-persyaratan dalam perjanjian
yang dianggap akan merugikan perumbuban ekonomi nasional atan
menghambat penguasaan dan pengembangan teknologi.

Kontrol pemerintah didalam perjanjian lisensi ini pada umumnya
dapat dibagi ke dalam dua kategori yaitu, melalui :

1. Currency control termasuk invesment.
2. Anti ftrust regulation serta peraturan-peraturan lain di bidang
perdagangan.®”

Selanjutnya dijelasken bahwa, pada sistem currency control dan
foreign invesment, pengawasan dilakukan terhadap repatriasi pen-transferan
uang atau kekayasn perusahasn ke luar negeri. Di negara-negara tertentu
geperti Philipina pengawasan ini dilalakan dengan ketat dan setiap per-
transferan uang keluar negeri terlebih dahulu harus mendapat persetyjuan
pemerintah dan tidak boleh melebihi jumlah maksimal yang ditentukan.

Sistim ini sekaligus juga mengatur pembayaran-pembayaran royalti dan

lﬁ)SupymSmldhnldjl, Dot haté,
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pembayaran-pembayaran lain dalam rangka alik teknologi, sehingga dengan
demikian secara tidak langsung akan mengatur dan mempengaruhi terhadap
setiap perjanjian lisensi dengan pihak asing Sedangkan dalam sistem
pengawasan terhadap foreign investmen, negara-negara tertentu
mengharuskan adanya pemeriksaan yang lebih ketat terhadap investasi-
invesatsi asing yang melebihi jumlah maksimal yang ditentukan serta
menentukan pula jenis-jenis atau bidang-bidang industri yang dapat digarap
dengan bantuan modal asing dalam jumlsh tertentu pula '*

Pengawasan yang dilalukan dengan melalui anti trust regulation serta
peraturan-peraturan lain di bidang perdagangan ditujukan untuk mengawasi
setiap perjanjian lisensi, pembelian atau penjualan barang dan jasa termasuk
pula pengalihan teknologi dalam bentuk laixll dari luar negeri. Peraturan ini
mengatur persyaratan-persyaratan yang wajib serta persyaratan-persyaratan
yang dilarang untuk dicanfumkan di dalam perjanjian lisensi dalam rangka
alih teknologi.

Persyaratamperéyaratan yang dilarang untuk dicantumkan dalam
getiap perjanjian lisensi adalah persyaratan-persyaratan yeng dianggap akan
membatasi di dalam praktek (restrictive business practice/RBP).

Adapun maksud dan tmjuan campur tangan pemerintah dalam

perjanjian ligensi antara lain adalah sebagai berikut :

162} pig bal 7.
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Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengaliban serta penerapan
teknologi.

Menghindarkan terjadinya duplikasi yang merugikan dalam pengalihan
teknologi dari luer negeri.

Melindungi teknologi yang ada di dalam negeri serta merangsang
pengembangannya.

Berusaha memperkecil ketergantungan terhadap sumber-sumber dari luar
negeri terutama dalam bidang teknologi.

Membangun suatn dasar sistim informasi yang baik, schingga
memungkinkan perencanasn industri dan pengembangan teknologi yang
lebih baik.

Menciptakan suatu keadaan yang saling menguntmgkan di dalam kerja
sama alih teknologi yang dikaitkan dengan tmjuan pembangunan di bidang
ekonomi dan sosial.

Melindungi dan memperkuat posisi para penerima teknologi di dalam
negeri, terutama dalam menghadapi perusahaan-perusahasn yang kuat
dari luar negeri.

Menghindari terjadinya eksploitasi dan persaingan yang tidak sehat.

Menghemat devisa.'®

163) pig hal 8.
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Berkaitan dengan itn, melalui perangkat kelembagaan yang
dimilikinya, maka peranan pemerintah yang depat diberikan dalam proses
pengalihan teknologi ini adatah :

B Membantn pihak-pihak penerima teknologi di dalam negeri dalam
mencari alternatif-alternatif sumber teknologi di luar negeri untuk patmer
kerjasama.

B Membantu dalam evaluasi dan proses negosiési perjanjian-perjanjian
dalam rangka alih teknologi.1

M Mendafiar, menyimpan, memeriksa kembali dan memberi persetijuan
atau penolekan terhadap perjanjian-perjanjian dalam rangka alih
teknologi.

B Membantu mengarahkan program fraining sesuai dengan bidang atau
keahlian yang diperlukan.

W Membantu usaha-usaha untuk mendapatkan sumber dana bagi
pembiayaan.

B Mengawasi pelaksanaan perjanjian kerjasama.

W Membantu memecahkan persoalan atau perselisihan yang timbul dalam
pelaksanasn kerjasama serta memberikan jalan keluamya yang paling
baik.

B Membimbing dan memberikan penyuluhan dan pengembangan industri.
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R Membantt R&D baik yang sifatnya modifikasi, inovasi dan

improvement.'*?

164) Big hal 9.
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A.

BAB I

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Peranan Perjanjian Lisensi dalam Penyelenggaraan Alih
Teknologi dalam Rangka Penanaman Modal Asing

Bahwa teknologi telah merupakan barang dagangan (komoditi) yang
memberikan keuntingan yang sangat besar bagi pemiliknya, dan bahkan
kekuasaan politik bagi negara yang memiliki teknologi yang sangat tinggi.
Oleh karena, tentu saja pemilik teknologi telah menemukan teknologi tertentn
melalui suatu penelitian yang memerlukan waktu bertahun-tshun, tidak akan
merelakan teknologinya beralih begitu saja ke negara-negara lain, tanpa
memperoleh imbalan yang sesuai.

Jadi tidak mengherankan bila mereka menetapkan persyaratan-
persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang di tuntut dari pihak yang akan
menerima teknologinya, yang dituangkan dalam suatn perjanjian lisensi.
Semakin tinggi, rumit dan eksklusifnya teknologi yang akan dialihkan,
semakin banyak persyaratan dan ketentuan yang diminta. Di lain pihak, pihak
yang membutuhkan teknologi kadang-kadang terpaksa menerima persyaratan
dan ketentuan tersebut (seperti perusahaan-perusahaan yang dijadikan obyek
penelitian), karena teknologi itu sangat dibutuhkan untuk industri yang akan

dikembangkannya.
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Dalam kaitannya dengan penanaman modal asing, yang dimaksudkan
dengan teknologi adalah apa yang dituangkan dalam ketentuan Pasal 2 hurup
b Undang Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, yang
antara lain yaitu penemuan-penemuan baru milik orang/badan hukum asing
yang dipergumakan dalam perusshaan-perusahaan di Indonesia Dan
penemuan-penemuan baru milik orang/badan hukum asing yang di bawa ke
Indonesia inilah yang diharapkan dapat dialihkan.

Bila di lihat secara umum, perangsang paling besar bagi pemilik
teknologi untuk mengalihkan teknologinya adalah terbukanya peluang untuk
perluasan pasar dan peningkatan volume penjualan Lebih dari itu, pemilik
teknologi hanya akan mengalihkan teknologinya, jika ia yakin bahwa antara
pihaknya dan pihak penerima teknologi akan terjadi hubungan kerja sama
jangka panjang yang saling mengimtungkan. Hanya dalam keadaan yang
demikian ia tergerak berbaghi pengalaman dan sumber daya ekonominya.'*?

Sejalan dengan itu, menurut World Infellectual Property Organization
(WIPO) dalam Licencing Guide for Develoving Couniries, dikatakan
bahwa “ The licensing of industrial property rights and the supply of know-
how are two of the main methods employed for the commercial transfer of

technology to developing counteries™.'®

163) 8 1. Habibie, iy Penrctaknan. Telnelon! dax Posbanrany Baagss. BPPT, Jakarta, 1992, hal 642.
166) WIPO, Licensine Guide for Develowing Crnntrics, Geneva, 1974, hal 23,
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Apa yang diungkapkan di atas, menunjukkan kepada kita bahwa salah
saty cara utama yang dipakat untuk alih teknologi dari suatu negara maju ke
negara-negara sedang berkembang adalah melalui perjanjian lisensi atas hak
atas milik perindustrian atan hak atas kekayaan inteletual, yaitn dengan
memberikan izin mntuk melaksanakan perbuatan-perbuatan terteniu yang
merupakan hak khusus yang diberikan oleh undang undang kepada paten,
desain industri dan merek. |

Menurut Sumantoro, kegiatan alih teknologi merupakan hubungan
hukum antara pemberi teknologi dan penerima teknologi. Kesepakatan kedua
belah pihak menghasilkan produk hukum dan selanjutnya membentuk
lembaga hukum yang mengatur interaksi antara dua pihak tersebut. Di dalam
prosesnya difentukan persyaratan yang mengatur alih teknologi dari pihak
yang satu ke pihak yang lain.'*?

Berkaitan dengan itu, perjanjian lisensi pada umumnya dilakukan
oleh perusahaan penanaman modal asing atau perusahaan joint venture di
Indonesia dengan induk perusshaannya di luar negeri yang memiliki atau
memegang hak atas teknologi tertentn. Dan pendekatan yang digunakan oleh
perusahaan asing secara umum mengkombinasikan penansman modalaya
dengan sekaligus membawa teknologinya, dengan tujuan  untuk
memaksimalkan hasii usahanya, yaitn dari keuntungan penanaman modal dan

hasil dari pemberian lisensi yang dilakukannya

¥57) S umantoro |, Qu.cit, bal 27.
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Berkaitan dengan apa yang dikemukakan di atas, menunjukkan
adanya keterkaitan antara penyelenggarasn alih teknologi melalui perjanjian
lisensi dalam rangka penanaman modal asing it dengan perangkat hukum
hak atas kekayaan intelektual, termasuk tentang paten. Oleh karena pada
dasarnya, petjanjian lisensi itz merupakan suatu perjanjian yang diatur
dalam hukum hak atas kekayaan intelektual, sepertu Undang Undang Paten.
Jadi tidak mengherankan bila hampir setiap negara memiliki undang-undang
patennya. |

Adanya Undang Undang Paten secara mendasar akan membantu
pengembangan industri pada smumnya, sedangkan di bidang ekonomi adanya
peraturan paten ini setidakmya akan membantu menciptakan iklim yang
semakin mantap bagi kegiatan penanaman modal asing. Dalam arti bahwa,
dengan adanya Undang Undang Paten para penanam modal asing tidak perlu
lagi ragu-ragu untuk berusaha dan membawa teknologi yang mereka bawa,
" karena adanya perlindungan hukum.

Di Indonesia mengenai paten telah digtur dalam UU No. 6 Tahun
1989 tentang Paten dan UU No. 13 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU
No. 6 Tahun 1989 tentang Paten. Dilakukannya perubshan atas UU Paten
tersebut pada prinsipnya adalah untuk menyesuaikan peraturan perundang-
undangan nasional dengan persetujuan internasional, yang dalam hal ini
adalah Perjanjian TRIPs ( Agreement on Trade Related Aspects Of

Intellectual Properiy Right, Including Trade in Counterfeit Goads).
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Undang Undang Pafen Nasional tersebut sudah teatn mempunyai

keterkaitan dengan UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing,

terutama dalam rangka pengalihan teknologi melalui perjanjian lisensi dalam

rangka penanaman modal asing.

Berkaitan dengan teknologi itu, dapat dikatakan bahwa sistem paten

mendorong pengembangan teknologi melalui lima jalur sebagai berikut :

1.

2.

Memberikan insentif bagi upaya untuk menghasilkan teknologi baru.
Menciptakan iklim yang merangsang penerapan teknologi baru secara
sukses.

Mendorong iklim teknologi, baik karena infromasi tentang teknologi yang
tersedia dalam dokumen-dokumen paten maupun karena adanya sistem
paten itu sendiri.

Merupakan alat bagi perencanaan industri baik pada tingkat
teknis/perusahaan maupun pada tingkat makro.

Mendorong penanaman modat.'®

Dengan demikian, jelaslah bahwa besamya peranan suatu sistem

paten bagi suatn negara sedang berkembang dalam mengembangkan

industrinya. Oleh karena, adanya Undang Undang Paten seperti yang telah

dikemukakan dapat membantu pengembangan industri, dan sekaligus akan

membantu menciptakan iklim yang kondusif bagi para penanam modal untuk

168} Batitbang Depesindag IH, Ot hal 96.
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tidak saja menanamkan modalnya, tetapi tidak ragu membawa serta teknologi
yang mereka miliki.

Berkaitan dengan Undang Undang Paten Nasional sebagaimana yang
telah diungkapkan di atas, secara garis besar masalsh perjanjian lisensi telah
diatur dalam Bagian Kedua dari Pasal 76 sampai dengan Pasal 80 UU No. 6
Tahun 1989 tentang Paten dan Pasal 79 UU No. 13 Tahun 1997 tentang
Perubahan Atas UU No. 6 Tahun 1989 tentang. Namun demikian, sampai saat
ini belum ada peraturan pemerintah sebagsimana yang ditentukan oleh Pasal
79 ayat (2), yang menyatakan bahwa :”Syarat dan tatacara pendaftaran dan
pencatatan perjanjian lisensi diater lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah™ dan ketentuan Pasal 80 yang berbunyi “ Ketentuan lebih lanjut
mengenai perjanjian lisensi diatur dengan Peraturan Pemerintah”,

Perjanjian lisensi yang dibuat dalam rangka penanaman modal asing
itu pada dasarnya merupakan dasar kerjasama yang mengatur syarat-syarat
dan kondisi pemindahan teknologi dari pihak asing kepada perusahaan-
perusahaan penerima lisensi di Indonesia.

Dengan demikian, perjanjian lisensi akan mengalihkan hak untuk
mengeksploitasi dari si pemberi lisensi paten kepada si penerima lisensi.
Jadi, si penerima lisensi akan dapat melakukan hak untuk mengeksploitasi
yang tadinya di pegang oleh pemberi lisensi. Namun demikian, menurut

sitem yang dianut oleh UU No. 6 Tahun 1989, pihak pemberi lisensi paten
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pada dasarnya masih boleh melaksanakan sendiri paten yang dilisensikannya
atan memberi lisensi yang sama kepada pihak ketiga lainnya.'®

Pengalihan teknologi dari luar negeri melalui perjanjian lisensi
tersebut mempunyai makna bahwa pengalihan teknologi tidaklah semata-
mata berupa pembelian teknologi dan kemudian menggunzkannya di dalam
negeri unfuk sesuatu proses produksi, tetapi dimaksudkan bahwa secara
bertahap kita harus dapat menguasainya dan pada akhimya dapat
mengembangkannya sendiri.

Secara ekonomi, penguasaan teknologi merupakan sumber
kemungkinan bagi peningkatan nilai tambah dan kemakmuran, dan sekaligns
menciptakan kemandirian serta mengurangi ketidak-pastian. Untuk itu
diperlukan strategi penguasasn dan pengembangan teknologi yang tepat.
Prioritas utama perlu diberikan pada penguasaan, penerapan dan
pengembangan teknologi yang menyentuh dan dapat dimanfaatkan oleh orang
banyak dan meningkatkan derajat hidupnya, tanpa mempersoalkan apakah
teknologi tersebut merupakan teknologi sederhana atau teknologi canggih.'"®

Dengan memperhatikan uraisn di atas, menunjukkan bahwa
perjanjian lisensi  bukan hanya merupakan dokumen hulum yang
mencantumnkan kepentingan perdata dan risiko pribadi yang disetijui dalam

perjanjian, tetapi sebenamya perjanjian itu juga harus melindungi juga

169) Sudargo Gautarx, Sem
Bandung, 1990, hal. 39.

170) 1 B, Sumartin, Penieburan Doweloas Flenoms, ISEL Jakarta, 1990, hal. 25.
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kepentingan umum. Hal ini merupakan konsekuensi pasal 33 ayat {2) UUD
1945 yang mengatakan, bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi
negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
Dalam penjelasannya dengan tegas disebut bahwa produksi dikerjakan oleh
semua unfuk semua di bawah pimpinan atan pemhkan anggota-anggota
masyarakat Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan
kemekmuran orang seorang. Oleh karena belum adanya suatr peraturan
perundangan-undangan yang secara jelas mengatur tentang syarat-syarat
untuk terjadinya perjanjian lisensi, maka satu-satinya perangkat hukum untuk
melindungi kepentingan umum hanyalah melalui klausula-klansula yang
tertuang dalam perjanjian lisensi itu. Di Indonesia, pembuatan perjanjian
lisensi pada prinsipnya masih berpedoman kepada hukum perikatan yang
ditnangkan dalam KUH Perdata Indonesia.

Oleh karena, belum adanya suatu peraturan perundang-undangan yang
khusus mengatur mengenai perjanjian lisensi sebagaimana yang dikehendaki
oleh ketentuan Pasal 79 ayat (2) Undang Undang No. 13 Tahun 1997 tentang
Perubahan Atas UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten dan ketentuan Pasal 80
UU No. 6 Tahun 1989 tentang Pafen, maka dalam pembuatan perjanjian
lisensi antara pihak Licensor dan pihak Licensee didasarkan kepada
penerapan asas kebebasan berkontrak.

Menwrut Mariam Darus Badrulzaman, kebebasan berkontrak itu

adalah salah sati asas dari hukum kontrak dan ia tidak berdirt sendirt.
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Msknanya hanya dapat ditenfukan setelah kita memahami posisinya dalam
'kaitan yang terpadu dengan asas-asas Hukum Kontrak yang lain, yang secara
menyeluruh asas-asas ini merupakan pilar, tiang, fondasi dari hukum kontrak.
Namun demikian, asas kebebasan berkontrak ini tidak mempunyai arti yang
tidak terbatas, akan tetapi di batasi oleh tanggung-jawab. Asas ini
mendukung kedudukan yang seimbang di antara para pihak, sehingga sebuah
kontrak akan bersifat stabil dan memberikan keuntungan bagi kedua belah
pihale 1"

Dengan demikian, menunjukkan kepada kita bahwa penerapan asas
kebebasan berkontrak dalam pembuatan perjanjian lisensi bukanlah sesuatu
yang tanpa batas, tetapi dalam penerapannya asas ini harus dilakukan dengan
suatu tanggungjawab dari para pihak, sehingga apa yang diperjanjikan itu
tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam
Code Of Conduct on Transfer of Technology, WIPO, UNCTAD, TRIPs dan
UU Paten Nasional.

Dari uraisn di atas memmjukkan kepada kita, bahwa pengalihan
teknologi yang berlangsung melalui proses penanaman modal asing, dalam
bentuk perjanjian lisensi, pada dasarnya masih merupakan suatu hubungan
kontraktual antara para pihak yang dalam prakteknya didasarkan pada

penerapan asas kebebasan berkontrak dan kemampuan bernegosiasi antara

171} paiam Darus Badnidzaman, Aneles Einow Henis Alumni, Bandung, 1994, hat 38.
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Licensor dengan Licensee, yang mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang
berlalaL

Selanjutnya dapat dikatakan bahwa salah satu asas lain yang terkait
dengan penerapan asas kebebasan berkontrak adalah asas itikad baik dari
para pihak Asas itikad baik ini harus diterapkan dalam pelaksanaan dari
perjanjian lisensi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH
Perdata Indonesia. Itikad baik di sini adalah menyangkut kehendak untuk
melakukan alih teknologi sesuai dengan apa yang telah tertnang dalam
perianjian lisensi oleh pihak Licensor. Dengan demikian, dalam pembuatan
dan pelaksanaan perjanjian lisensi, asas kebebasan berkontrak dan asas
itikad baik mempunyai peranan yang sangat penting.

Secara yuridis dalam penerapan asas kebebasan berkontrak dalam
pembuatan perjanjian lisensi di Indonesia, sudah tentu harus dibatasi oleh
ketentuan Pasal 78 UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten, yang pada intinya
memuat hal-hal yang dilarang dalam klausula suatn perjanjian lisensi, karena
dapat merugikan perekonomian dan menghambat pengalihan dan penguasaan
teknologi, selain yang diatur dalam Code of Conduct on Transfer of
Technology, WIPO, UNCTAD, dan TRIPs.

Dalam perjanjian lisensi sudah tentn Licensor dan Licensee
menentukan syarat dan kondisi unfuk disepakati bersama melalui suatu
negosiasi. Secara rinci mencakup aturan dalam perjanjian pada umumnya, is

keseluruhan atan sebagian dari teknologi paten yang dialihkan. Di sini
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kejelian dari pihak penerima teknologi sangat dibutuhkan, termasuk adanya
jaminan pelaksanaae alih teknologi tepat wakh, tidak salah penerapannya,
dan cara atau proses pengalihannya 72
Berkaitan dengan penyelenggaraan alih teknologi, suatu perjanjian
lisensi menjadi dokumen hukum yang sangat penting bagi kedua belah pihak,
karena di dalam perjanjian itulah dituangkan hal-hal yang merupakan hak dan
kewajiban dari masing-masing pihak. Cara pengalihan teknologi yang terjadi
akan tampak dari bermacam-macam klausula-klausula yang tertuang dalam
suatn perjanjian, seperti dalam klansula mengenai lisensi paten.
Mepurut Ibrehim Idham, suatu perjenjian lisensi mengandung
beberapa kegunaan sebagai berikut, yaitu :
1. Pernyataan keinginan para pihak yang telsh disepakati, yang menjamin
keuntungan bagi kedua pihak;
2. Memorandum yang merumuskan hak dankewajiban para pibak untuk
tujuan bersama dan khsusus;
3. Ketentuan penyelesaian sengketa yang mungkin timbul di bidang tertentu;
4. Dokumen hukum yang berdasarkan pasal-pasalnya dapat dilaksanakan
oleh negara-negara yang disebut dalam perj anjian '™
Bertitik-tolak dari berbagai uraian di atas, menunjukkan kepada kita

bahwa secara teoritis perjanjian lisensi berperan sebagai sarana yang

172) Sumantoro [I1,_ Qp.qt, hal {19,
173} 14 cabrien I dham ITL, Op.gi¢ hal. 32.
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efektif untuk terjadinya alih teknologi dari luax; negeri ke Indonesia dalam
rangka penanaman modal asing. Karena dalam klansula-klausula perjanjian
lisensi yang telah disepakati oleh Licensor dan Licensee berdasarkan
penerapan asas kebebasan berkontrak telah dituangkan persetujuan dari
pihak Licensor untuk mengalihkan teknologinya kepada pihak Licensee.
Adanya klausula mengenai pengalihan teknologi tersebut, harus dipandang
sebagai suatu jaminan terjadinya pengalihan teknologi melalui perjanjian
lisensi.

Untuk mengungkap mengenai peranan perjanjian lisensi dalam
penyelenggaraan alih teknologi dalam rangksa penanamean modal asing yang
senyatanya atau yang terjadi dalam praktek dalam tesis ini dicoba untuk
memaparkannya berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari hasil
penelitian. Pembahasan dan analisis mengenai hal ini dilakukan dengan
menguraikan beberapa masalah yang tertuang dan terkait dengan perjanjian
lisensi.

Dari hasil penelitian diketshui bahwa masalah-masalah yang
divraikan berikut ini mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan
berperan atan tidaknya perjenjian lisensi dalam penyelenggarasn =alih
teknologi secara maksimal. Adapun masalah-masalah tersebut adalah (1)
Bargaining Position, (2) Pembatasan-pembatasan, (3) Masalah Pendidikan

dan Latihan, (4) Pemasaran dan Wilayah Pemasaran, (5} Masalah Jaminan,
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(6) Hak atas Penemuan Baru, (7) Penyediaan Mesin, Alat-alat dan Bahan

Baku, dan (8) Penguasaan Teknologi.

1. Bargaining Position

Dari penelitian diketahui, bahwa kuat atan lemahnya posisi atan

“bargaining position” suatu pihak sangat tergantung sekali kepada

kesiapan atan penguasaan masalah akan akan dihadapi. Kelemahan dari

pihak Licensee , pada umumnya berkaitan dengan :

Tidak mengnasai atau kurangnya informasi mengenai teknologi yang
akan dialibkan

Belum mempunyai standard agreement atau kesiapan tentang bentuk
perjanjian yang akan disepakati dalam rangka alih teknologi.

Kurang menguasai bahasa yang dipergunakan dalam perjanjian.
Tidak memiliki informasi tentang potensi nasional yang dapat
diandalkan untuk membantn, baik dalam negosiasi maupun dalam
pelaksanaan perjanjian.

Tidak memiliki suatu panduan atsu pedoman perjanjian lisensi yang
berisi peratiran-peraturan pemerintah atan ketentuan lain yang ada
kaitannya dengan pembuatan suatn perjanjian lisensi.

Pihak Licensee tidak memiliki banyak informasi tentang Licensor.

Dari apa yang telash dikemukakan, menunjukkan kepada kita

lemahnya posisi dari pihak Licensee dalam suatu perjanjian lisensi

karena berbagai kelemahan yang telah diuraikan di atas.

162



2. Pembatasan dalam Perjanjian Lisensi (RBP)

Dari hasil penelitian lapangan diketahui bahwa,  dalam
perjanjian lisensi yang diadakan oleh perusahaan-perusahaan yang
menjadi obyek penelitian ini, yaitu PT. X, PT. P, dan PT. S terdapat
pembatasan dan larangan-larangan yang pada prinsipnya tidak boleh
dicantumkan dalam klausula perjanjian lisensi. Pembatasan itu
merupakan penyalah-gimaan kedudukan dari satu pihak untuk menekan
pihak lain, dalam mengejar keunhmgan materi yang maksimal.

Salah sah: perusshasn yang menjadi obyek penelitian
mencantimkan dalam klausula perjanjiannya, antara lain;

Article 3. Licensee agrees, during the validity of this agreement;

a. Not to import into the Territory, either directly or indirectly any
equipment for the sama or similar purpose as the ...... (other than that
which may be supplied by Licensor to Licensee).

b. Not to sell and/or manufacture, either directly or indirectly any
equipment destined for the same or similar purposes as the ...
(other ﬁ;an that wich may be supplied by Licensor to Licensee and/or
manufactured/assembled by the Licensee under the terms of this
agreement) inside or outside the Territory.

c. Notto assemble .... with gas, electric and sound equipment provided

by someone other than Licensor, without prior written consent of

Licensor.
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Klansula seperti yang diungkapkan di atas, menunjukkan bahwa
begitu lemahnya posisi dari Licensee dalam perjanjian lisensi yang ada
di Indonesia. Dalam klausula yang lain, ditemukan adanya pembatasan
atan larangan ekspor bagi Licensee atas produk-produk yang
dilisensikan. Licensee dapat melalukan ekspor produk lisensi apabila
telah memperoleh izin tertulis dari Licensor. Schingga tidak
mengherapkan bila Licensor mempunyai suatu posisi dominan yang
kemudisn menentnkan seatu klansula yang sangat berat dan membatasi
ruang gerak dari Licensee. Dalam posisi yang demikian itu, Licensee
sebagai pihak yang lemah harus menerima apa yang dikehendaki oleh
Licensor, walaupun hal itu sangat memberatkan. Pada dasarnya klansula
yang demikian itu tidak boleh dituangkan dalam klausula perjanjian
lisensi, seperti yang ditentukan oleh Code Of Conduct on Transfer of
Tectmology, WIPO, UNCTAD, TRIPs dan UU Paten, ternyata dalam
praktek cenderung tidsk dipatuhi oleh para pihak. Dalam keadasan
demikian, kemungkinan terjadinya alih teknologi melalui perjanjian
lisensi sulit untuk diharapkan.

3. Masalah Latihan dan Pendidikan

Dalam setiap perjanjian lisensi ditentukan bahwa Licensor
berkewajiban untuk mengadskan latihan atan pendidikan bagi tenaga
kerja Indonesia. Pendidikan dan latihan itu diberikan di dalam negeri

manpun di dalam negeri, khususnya negara asal teknologi yang hendak
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dialihkan. Pendidikan dan latihan itu biasanya diberikan secara paket
dalam jangka wakiu tertentn, yang terganting kepada tingkat teknologi
yang bersangkutan.

Dari hasil penelitian di PT. 3 PT. P dar PT. S, diketahui bahwa
untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja dalam rangka alih
teknologi, telah dilakukan pendidikan dan latihan, umummya di bidang
proses pembuatan, metode produksi, desain produksi dan managemen,
dengan mengambil tempﬁt di perusshaan Licensor, perusahagn lain dan
dengan cara mendatangkan tenaga ahli dari luar negeri. Tetapi ada juga
perusahasn yang mengirimken tenaga kerjanya ke lembaga atau
perusahaan lain yang ﬁemptmyai fasilitas pendidikan dan latihan.

Dalam penelitian lapangan ditemukan juga bahwa biaya yang
dikeluarkan dalam pelaksanaan pendidikan dan latihan itu menjadi
tanggung-jawab dari pihak Licensee.

. Pemasaran dan Wilaysh Pemasaran

Salah satu aspek penting dalam rangka alih teknologi adalah
masalsh pemasaran barang yang dihasilkan oleh industri atan
perusahasn-perusahasn tertentn. Bagi suatu industri, agar tercipta
permintazn yang efektif, pemasaran memegang peranan yang sangat
menentukan bagi maju atau mundurnya industri yang bersangkutan. Oleh

karena itu, usaha pemasaran biasanya diusahakan agar menjangkan
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wilayah-wilaysh yang seluas mungkin, baik di dalam negeri maupun di
luar negeri.

Dari hasil penelitian di PT. X, PT. P dan PT. S diketahui bahwa
adanya pembatasan wilayah pemasaran yaitu henya terbatas di Indonesia
saja, sebagai Territory yang sepakati bersama. Pembatasan wilayah
pemasaran ini pada dasamya dilatar-belakangi oleh adanya
kekhawsatiran Licensor bahwa ia pada suatu ketika akan disaingi olek
Licensee dan di desak dalam pemasaran, sehingga Licensor pada
akhirnya akan tersaingi.

Dalam perjanjian lisensi pada suatu perusahasn yang menjadi
obyek penelitian ini, yang dituangkan dalam Article 10 yang berjudul
“Export”, dikatakan bahwa : Licencee may only expot the ..... outside the
Territory with the prior written consent of Licensor. Licensee may seil
or otherwise deal in the ..... within the Territory only on the basis that
any such sale or dealing shall incorporate an enforceable probihition to
the effect that the Purchaser is precluded from exporting the ..... without
the prior written consent of Licensor. Each time Licensor intends to sell
the ..... in the neighbouring countries of the Territory, it has an obligation
to obtain quotations from Licensee.

Adsanya pembatasan wilayah pemasaran yang ditentukan dalam
perjanjian lisensi tersebut akan mengakibatkan pengaruh yang tidak

menguntungkan bagi perkembangan ekonomi dan teknologi negara
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berkembang. Pembatasan ini sesungguhnya merupakan salah satu bentuk
praktek RBP, yang sebenarnya tidak boleh dimmat dalam perjanjian
lisensi.

. Masalah Jaminan

Pencantuman klansula tentang jaminan dalam perjanjian lisensi
mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan
alih tekmologi. Karenanya ketentuan tentang jaminan ini telah merupakan
suatu keharusan untuk dicantumkan dalam perjanjian yanang
bersangkutan.

Dalam perjanjian-perjanjian lisensi yang diteliti, masalah
jaminan dituangkan dalam klansuia tentang “ Licensor’s warranty” yang
memuat ketentuan-ketentuan yang berisi jaminan : atas kesamaan
kualitas produk dengan apa yang diproduksi oleh Licensor, untuk
membuat atau mengassembling produk, untuk memberikan pendidikan
dan latihan tenaga kerja Licensee oleh Licensor. Lebih dari itu,
diberikan juga jaminan dan perlindungan dari tuntutan pihak ketiga yang
mungkin timbul karena adanya kekursngen atau cacat, yang tersembunyi
atan yang kelihatan dalam desain dan pembuatan produk.

Untuk mempertegas hal itu dapat dikemukakan bshwa di salah
satu perusahaan yang diteliti, mengenai masalah jaminan ini dituangkan
dalam Article 7 tentang klausula tentang ‘Licensor’s Warranty”

dikemukakan bahwz :
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“Licensor warrants that it is owner of know-how and that
information supplied to Licensee heremnder shall be sufficient, if use
with the same competence and under the same circumstances as used by
Licensor at its plant, to produce substantially eh same result as those
obtained by Licensor is assembling the .....”.

Dalam Artikel di atas pada intinya Licensor menjamin bahwa
know-how dan informasi yang diberikannya kepada Licensee adalah
benar-benar kepunyaannya, mempunyai keadaan yang sama dergsn yang
dignnakan oleh Licensor, dan menghasilkan produk yang sama sebagai
hasil assembling,

. Hak atas penemuan bary

Perjanjian lisensi merupakan salah safy saluran untuk terjadinya
alih teknologi. Dengan terjadinya alih teknologi itu, ketertinggalan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang terdapat pada perusshaan-perusahaan
penanaman modal asing di Indonesia dapat dikurangi secara bertahap.
Tentinya hal itu harus didukung oleh adanys pusat penelitian dan
pengembangsan ( R & D) milik perusahaan.

Dari hasil penelitian lapangan diperoleh keterangan bahwa pada
perusahasn-perusahaan yang menjadi obyek penelitian ini, umumnya
memberikan perhatian yang cukup besar pada kegiatan penelitian dan
pengembangan (R & D). Hal ini didasar oleh adanya kesadaran, bahwa

tanpa adanya kegiatan penelitian dan pengembangan di perusahaannya,
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maka mereka akan mengalami ketergantungan secara terus-menerus pada
pihak Licensor.

Selanjutnya dari penelitian yang dilakukan tersebut, ternyata
walaupun adanya perhatian yang cukup besar dari perusahaan terhadap
masalah R & D, tetapi hak atas penemuan yang diperoleh harus
diserahkan kepada Licensor, yang berarti Licensorlah yang berhak atas
penemuan yang diperoleh selama berlangsungnya perjanjian lisensi.

. Penyediaan mesin, alat-alat dan bahan baku

Dari penelitian yang dilakukan, ternyata masukan (in-put) untuk
melengkapi pengoperasian teknologi asing ini biasanya ditawarkan
sekaligus oleh Licensor kepa Licensee, ofeh karena memang teknologi
yang dialibkan itu telah dirancang berdasarkan dan dengan men, an
mesin, desain, bahan dan peralatan tersebut. Oleh karena itu, Licensee
umumnyz mengimpor mesin dan peralatan-peralatan lainnya dari
Licensor atan negara asal Licensor.

Hal ini dibuktikan oleh adanya suatu klausula yang
mencantumkan bahwa Licensee akan mendapatkan peralatan-peralatan
teknis, seperti mesin, alat-alat, bahan-bahan setengsh jadi den bahan
baku lainnya dari Licensor itu sendiri. Hal ini disebabkan karena adanya
kebututhan yang mendesak untuk mengoperasikan teknologi tersebut.
Klausula tersebut termasuk suatu kiausula yang tidak boleh dituangkan

dalam perjanjian lisensi, karena memuat adanya pembatasan atan RBP.
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Namun demikian, ada juga perusahasn yang dalam penyediaan
mesin, peralatan, dan bghan baku tidak mendatengkan langsung langsung
dari pihak Licensor atan Prinsipal. Akan tetapi, jika pihak ketiga yang
memasok mesin dan peralatan, maka untuk pendidikan dan latihan
dilakukan oleh pihak ketiga.

. Penguasaan Teknologi

Masalah penguasaan teknologi ini, tidak dapat dipisahkan dari
masalah-masaish yang diuraikan di atas. Karena pada dasarnya
penguasaan teknologi merupskan out-put dari apa yang tertuang dalam
perjanjian lisensi.

Bahwa menurut Gede Raka penguasaan teknologi yang diimpor
merupakan proses evolufif Proses tersebut dapat dibedakan menjadi
empat tahap, yait,(1) tahap memakai teknologi yang diimpor; (2) tahap
menirunya, (3) tahap mengadaptasinya, dan (4) tahap mengembangkan
teknologi baru berdasarkan teknologi yang diimpor.

Tahap-tahap tersebut dibedakan berdasarkan kadar inovasi yang
dilakukan oleh Licensee dalam pemanfaatan teknologi tersebut.
Anggapan utame yang mendasari pentahapan ini adalah bahwa tingkat
penguasaan akan naik apabila ada kemampuan riil berinovasi meningkat.
Sebaliknya, tingkat ketergantungan tidak akan berkurang apabila

kemampuan berinovasi tidak naik.
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Salah safn konsep yang sangat berkaitan dengan inovasi adalah
konsep nilai tambah Melakukan inovasi berarti meningkatkan nilai
tambah. Makin tinggi proporsi nilai tambah pada produk yang dihasilkan,
makin rendah ketergantungan teknologi terhadap pihak luar atan makin
tinggi tingkat penguasaan terhadap teknologi yang diimpor.

Dari apa yang dikemukakan di atas, bahwa snatu teknologi
dikatakan telah dikuasai apabila telah melalui tahap-tahap tersebut
secara evolutif dan inovatif Yang dimaksud secara evolutif, adalah
adanya suati proses secara bertahap untuk mencapai tahap yang tertinggi.
Dan dalam setiap tahapan haruslah dilakukan suatu inovasi teknologi
terhadap produk yang dilisensikan Tingkat penguasaan teknologi akan
naik apabila kemampuan riil berinovasi meningkat Dengan demikian,
yang menjadi tolok-ukur agar meningkatnya tahap yang satu ke tahap yang
lain sangat tergantung kepada kemampaun berinovasi terhadap produk
yang dilisensikan. |

Untuk membeﬁkan gambaran mengenai proses alih teknologi
tersebut, bila ditinjau secara sistemik, menurut Ronny Hanitijo
Soemitro, menunjukkan bahwa proses alih teknologi terdapat dalam
suatu bagan yang berbentuk dua buah simpul umpan balik yang bertemu
pada terminal proses alih teknologi itu sendin. Simpul umpan balik
pertama adalah pemilik teknologi yang di sebut sektor pemberi (suplat).

Simpu! umpan balik kedua merupakan sektor kebutuhan. Terhadap kedua
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simpul umpan balik tersebut bekerja dimensi-dimensi kebutuhan, ketata-
laksanaan, dan kelembagaan '7®

Dari dua pandangan di atas, dapat dikemukakan bazhwa
pengalihan teknologi itu merupakan suah: proses yang yang terbagi dalam
tahapan-tahapan tertentu, di mana bertemunya simpul umpan balik sektor
kebutnhan, yang memuat dimensi-dimensi yang berwujud sebagai
kebutuhan pengembangan kemampuan industri, kebijaksanasn proses
pengalihan, dan pilihan strategi pengalihannya serta segala sesuatu yang
meliputi organisasi manajemen dan peraturan-peraturan dari pihak-pihak
yang terlibat, dengan simpul umpan balik sektor pemberi, yang memuat
dimensi-dimensi yang meliputi pengertian kebutuhan perluasan pasar
atau penguasaan pasar melalui teknologi yang berpengaruh pada
akumulasi dana, perkembangan penelitian dan pengembangan, kemudian
juga berpengaruh pada perluasan organisasi dengan kemampuan
manajemen unfuk memperkuat posisi dalam menghadapi perundingan
(bargaining position) dengan pihak yang membutuhkan Sehingga di sini
temyata bahwa alih teknologi bukan hanya merupakan kepentingan
negara-negara sedang berkembang saja, melainkan juga merupakan
kepentingan dari negara-negara pemilik teknologi.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam proses alih

teknologi bertemunya dua simpul umpan balik, yaitu simpul umpan balik

174} Ronny Hanitijo Soentitro I, Op.cig, hal 168,
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yang disebut sektor pemberi (suplai) dan simpuf umpan balik kebutuhan,
dengag berbagai dimensinya yang terkait Dan suatn hal yang perlu
dicatat bahwa alih teknologi tidak semata-mata merupakan kepentingan
negara-negara sedang berkembang, tetapi juga merupakan kepentingan
negara-negara pemilik teknologi.

Salah safu altemafif yang dapat digunakan dalam proses alih
teknologi dalam konteks ketatalaksanaan adalah dengan menggunakan
strategi pengalihan tekmologi secara bertahap imtuk jenis teknologi
tertentu. Tahapan itu merupakan proses alih teknologi dalam paket penuh
(dari bahan mentah menjadi bahan jadi), kemudiaan semi penuh, dan
selanjutnya pengembangan teknologi secara swasembada. Dalam tahap
semi-penh dilakukan lisensi, seangkan pada tahap sesudah itu dilanjutkan
dengan tahap pemantapan. Sedangkan dalam dimensi pelaksanasn proses
alih teknologi disiapkan, yang meliputi persiapan pengorganisasian dan
manajemen, segi-segi hukum dan sosial-ekonomi.

Untuk menganalisa tahap utama dari suafu proses alih teknologi
dalam kerangka policy substitusi impor, akan dapat dianalisa tiga
tahapan sebagai berikut
1) Tahap pengenalan pertama {(acces) dari pemben teknologi kepada

penerima teknologi yang bisanya terdiri dari perusahaan joint

venture. Pada tahap ini tidak dirasakan perlunya campur tangan dari
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2)

3)

orang di luar perusshsan untuk mmproduksi produk sesuai yang
diharapkan.

Tahap penyerapan (absorption) kemampuan teknologi, di mana hasil-
hasil yang diharapkan dapat dicapai oleh manajemen pihak
Licensee.

Tahap di mana perusahaan penerima lisensi telah mengnasai
teknologinya, dan mempunyai kebebasan untuk memakai,
mengembangkan atau menyebarkan teknologi yang telah diserapnya,
termasuk pemakaian di luar bidang yang ditentukan dalam perjanjian
lisensi, dan dapat terus berkembang dengan atau tanpa perpanjangan
perjanjian lisenst.

Berkaitan dengan pengalihan teknologi tersebut, dalam

wawancara dengan salah seorang direktur PT. X (Licensee), diketahni

bahwa, dalam isi perjanjian lisensi yang mercka buat bersama PT. Y

(Licensor), memang ada klausula tentang kesediaan dari PT. Y untuk

melakuksan alih teknologi. Namm dalam kenyataannya, ketentuan tersebut

sulit untuk direalisasikan, karena dalam pelaksanaannya perjanjian

Jisensi itu lebih berorientasi bisnis, dan tidak begitn memperhatikan

masalah alih teknofogi. Ada kecenderungan pihak Licensor enggan

untuk mengalibkan teknologi yang dimilikinya kepada Licensee. Dalam

kondisi yang demikian, pihak Licensee tidak dapat berbuat banyak

karena lemahnya posisi mereka dan adanya berbagai pembatasan
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terhadap mang gerak mereka yang dituangkan dalam perjanjian lisensi
yang telah disepakati seperti yang divraikan di atas. Sehingga peluang
untuk terjadinya alih teknologi sebagaimana yang diharapkas belum
dapat diwujudkan sebagaimana yang diharapkan (baru tahap pengenalan
teknologi, walapun telah beropersi sejak tahun 1988). Namun demikian,
masalah pendidikan dan latihan bagi tenaga kerja dari pihak Licensee
telah mulai dilakukan.”?

Tidak jauh berbeda dengan kondisi di atas, dalam wawancara
dengan Kepala Bagian Hukum dan Personalia pada PT. P (Licensee),
diperoleh keterangan bahwa sesuai dengan perjanjian lisensi yang ada,
pada prinsipnya PT. P telah mulai melakukan alih teknologi sesuai yang
telah disepakati, walaupun baru di ditingkat pengenalan teknologi
(walaupun telah beroperasi sejak tahun 1980). Dan masalah pendidikan
dan laitihan telah pula dilaksanakan. Namum demikian, seperti halnya
PT. X alih teknologi mengenai tahap penyerapan belum dapat
direalisasikan karena berbagai faktor, seperti adanya kecenderungan
pihak Licnesor tidak sungguh-sungguh ingin mengalibkan teknologinya
dan adanya berbagai pembatasan terhadap Licensee oleh Licensor dalam

pelaksanaan perjanjian lisensi tersebut. Lebih dari itu mereka mengakui

75 e wancars mendalam, tanggal 26 Januari 1999,

T .
[UPT-pUsTAR-UREEE)

|yt

175

e i



bahwa tidak seimbangnya bargaining position antara para pihak sangat
mempengaruhi proses pengalihan teknologi.'”®

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bila dilihat dari segi
penguasaan teknologi, maka pada PT. X, perjanjian lisensi yang mereka
buat belum dapat secara maksimal menimjang terjadinya alih teknologi
dari luar negeri ke Indonesia, bahkan dapat dikatakan tahap pengenalan
terhadap teknologi yang dijadikan obyek perjanjian belum sepenuhnya
dapat teriaksana. Tidak jauh berbeda dengan i, pada PT. P, perjanjian
lisensi yang mereka buat bam akan memasuki tshap penyerapan
teknologi yang dijadikan obyek lisensi, oleh karena pihak Licensor
belum sepenuhnya mempunyai kehendak untuk mengalihan teknologi yang
mereka miliki.

Berbeda dengan apa yang telah dikemukakan di atas, dalam
wawancara dengan Kepala Divisi SDM dari PT. S (Licensee),
diperoleh keterangan bahwa perjanjian lisensi yang mereka buat dengan
PT. R (Licensor), dalam pelaksanaannya tidak semata-mata untuk
berorientasi bisnis, tetapi secara bertahap teiah dilakukan alih
telmologi. Sehingga tidak mengherankan bila walaupun baru beroperasi
sejak tahun 1990, telah mulai memasuki tahap penyerapan teknologi. Hal
ini disebabkan telah cukup seimbangnya “bargaining position” antara

pihak Licensor dan pihak Licensee dalam negosiasi dan penguasaan

1) Wamancare wendatom, tngea8 Februx 1999.
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masalah yang dihadapi, serta telah dilakukannya pendidikan dan latihan
secara kontinyu. Namun demikian, diakui bahwa masih terdapat klausnla
yang membatasi ruang gerak dari Licensee, seperti larang ekspor tanpa
persetujuan pihak Licensor. Dan dalam perkembangannya ada beberapa
posisi penting di bagian teknik produksi, yang telah dipegang oleh tenaga
kerja pihak Licensee. Dikemukakan juga, bahwa terjadinya atth
teknologi itu, tidak terlepas dari kesediaan dari pihak Licensor untuk
mengalihkan teknologi yang dimilikinya walaupun secara bertahap
sesuai yang telah mereka sepakati.'””

Dari temuan di atas, menunjukkan kepada kita bahwa terdapat
kesamaan kondisi dari perusahaan-perusahaan yang diteliti, yaitu adanya
berbagai perhbalasan yang dituangkan dalam perjanjian lisensi seperti
yang telah diungkapkan di atas, yg.itu antara lain : pembatasan pemasaran
dan wilayah pemasaran, larangan ekspor, hak atas penemuan yang baruy,
penyediaan alat-alat dan bahan bakw, dan belum mampu menguasai
teknologi yang dilisensikan secara maksimal karena Licensor cenderung
tidak sungguh-sungguh ingin mengalihkan teknologinya. Diakui bahwa
pembatasan-pembatagan  tersebut, selain mengskibatkan  tidak
seimbangnya “bargaining position™ antara para pihak , menurut mereka
sangat membatasi ruang gerak mereka untuk dapat menyerap atan

menguasai teknologi yang dijadikan obyek lisensi dengan leluasa

7) Pawancare mendalom, 1anggal 10 Februas 1999,
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Kondisi ini bila dibiarkan bukan tidak mungkin akan mengakibatkan
ketergantungan teknologi secara terus-menerus dari pihak Licensee
kepada Licensor.

Sejalan dengan itn, Hasudungan Sianipar, pada Balai Penelitian
dan Pengembanéan Industri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan,
mengemukakan, bahwa pada prinsipnya, perjanjian lisensi yang
dilakukan oleh perusahaan-perusshaan penanaman modal asing atau
perusahaan joint venture itu hanya ditujukan kepada hal-hal yang bersifat
teknis operasional atan cara berproduksi, bukan untuk mengalihkan
teknologi tertentu untuk dikuasai. Dalam praktek, menunjukkan bahwa
sulit diharapkan terjadinya alih teknologi melalui perjanjian lisensi yang
dilakukan oleh perusahaan-perusahaan penerima lisensi di Indonesia
Apalagi memang pihak penerima lisensi selalu dalam posisi yang lemah,
karena kurangnya kemampuan dalam bernegosiasi dan pengnasaan materi
yang dihadapi, termasuk kurangnya informasi dari teknologi yang akan
dialihkan. Kalaupun ada teknologi yang dialihkan hanyalah pada tingkat
operator dan bukan di bidang teknik. Sebagai perbandingan dapat
dikataken bahwa, perjanjian lisensi yang memungkinkan terjadinya alih
teknologi dari luar negeri ke Indonesia adalah yang dilakukan oleh
Badan-badan Usaha Milik Negara, karena adanya peran aktif dari

pemerintah, dalam rangka pengembangan industrialisasi.'”

Saaipar, Balitbung Depermdag tanggal 11- 12 Januan 1999.
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Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tidak mudah untuk
menciptakan terjadinya alih teknologi melalui perjanjian lisensi, karena
pada dasamya perjanjian lisensi itu di buat untuk kepentingan bisnis dan
bukan untuk mengalihkan teknologi. Jadi yang menjadi tujuan utama dari
perjanjian lisensi it pada prinsipnya adalah untuk memperoleh
keuntungan yang maksimal bagi pihak Licensor maupun pihak Licensee.
Kalaupun terjadinya alih tekmologi tahap awal, tidak terlepas dari
adanya kesediaan dan itikad baik baik dari pihak Licensor.

Bila kondisi yang terjadi pada perusshaan-perusahaan yang
menjadi obyek penelitian it dikaitkan dengan konsep inovasi teknologi,
maka dapat dikatakan bahwa belum terjadinya pengnasaan teknologi
sebagaimana yang diharapkan {pada PT. X dan PT. P), sedangkan pada
PT. S relatif telah mengarah kepada penguasaan teknologi tahap awal).
Karena darj informasi yang diperoleh itu, menunjukkan belum adanya
inovasi yang dilakukan oleh pihak Licensee atas produk yang
dilisensikan itu. Ini berarti masih adanya ketergantungan teknologi dari
pihak Licensee kepada pihak Licensor.

Analisis dari temuan di atas, menunjukkan bshwa perjanjian
lisensi yang dilakukan dalam rangka penanaman modal asing oleh
perusahaan-perusahaan penanaman modal asing atau joint venture, yang
dibuat berdasarkan penerapan asas kebebasan berkentrak, senyatanya

belum dapat berperan secara efektif sebagaimana yang diharapkan,
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karena pada prinsipnya baru memasuki tahap awal dari penguasaan
teknologi yaifu tahap pengenalan dari teknologi yang dijadikan obyek
liseasi. Belum efektifiya peranan perjanjian lisensi tersebut, disebabkan
oleh berbagai kendala, antara fain, disebabkan oleh orientasi dari
perjanjian lisensi itu sendiri yang lebih cenderung kepada kepentingan
bisnis guna memperoleh keunfungan yang sebesar-besarnya bagi para
pihak, sedangkan masalah alih teknologi belum memperoleh perhatian
yang sungguh-sungguh, terutama oleh pihak Licensor sebagai pemilik
teknologi walaupin telsh dituangkan dalam isi perjanjian lisensi. Lebih
dari belum terciptanya keseimbangan bargaining position, adanya
pembatasan-pembatasan ruang gerak Licensee oleh pihak Licensor,
adanya kecenderungan pihak Licensor tidak sungguh-sungguh ingin
mengalihkén teknologinya, selain dari kendala-kendala yang terkait
lainnya. Sehingga tidak mengherankan bila  dalam pelaksanaan
perjanjian lisensi itu, kenyataanmya belum memberi peluang kepada
pihak Licensee untuk menguassai teknologi yang  dilisensikan ifu
sebagaimana yang diharapkan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
perjanjian lisensi belum dapat secara maksimal menjadi sarana yang
efektif dalam penyelenggaraan alih teknologi sebagaimana yang
diharapkan.

Lebih dari itu, menurut Ronny Hanitijo Soemitro, mengatakan

bahwa umtuk berhasilnya alih teknologi diperlukannya kekuatan
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manajemen yang didulamg seperangkat peraturan pemerintah Sebaliknya
tanpa kekuatan manajemen yang didukung oleh seperangkat peraturan
pemerintah, alib teknologi tidak akan berhasil, "™

Adanya keterkaitan antara teknologi dan manejemen ini, dizkui
pula oleh Peter F. Drucker, dengan menyatakan bahwa teknologi tanpa
mangjemen, doesn’t work, dan begitu pula sebaliknya Ini menunjukkan
bahwa teknologi membutubkan manajemen. Mengelola penguasaan
manajemen dan peningkatan teknologi pada intinya adalah menyiasati
peluang efektif pengnasaan teknologi. Manajemen bertugas mengatur
siklus kapabilitas oportunitas pilihan strategi, agar senantiasa bergerak
meningkat dalam kontejks penguasaan dan peningkatan teknologi.'®®

Namun demikian, harus diakui bahwa walaupun perjanjian
lisensi yang di buat itu belum berperan secara maksimal dalam rangka
pengalihan teknologi, telah mempunyai andil atan keterkaitan dengan
pengembangan industrialisasi. Disebabkan, ‘telmologi yang telah
dialihkan itu (tahap pengenalan teknologi memasuki tshap penyerapan
teknologi) sangat penting artinya dalam memumjang pengembangan
industrialisasi.

Dengan memperhaiikan' kondisi di atas, agar perjanjian lisensi

dapat berperan secara maksimal dalam penyelenggaraan alih teknologi,

17} Ronny Hanitijo Saemito I, Qg, qit, hal. 170,
1) Fadel Muhamnad, fndussristisnsi fan Wirarwasia, PT. Grame dia Pustaka Utarua, Takartz, 1992, hal 77.
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ada hal-hal yang periu diperhatikan dan dicarikan pemecahannya, seperti
orientasi perjanjian lisensi, pembatasan-pembatasan terhadap ruang
gerak Licensee, dan adanya ketidak-seimbangan “bargaining position™
antara para pihak dalam rangka pembuatan dan pelaksanaan perjanjian
lisensi yang berdasarkan penerapan asas kebebasan berkontrak itu,
merupakan main-factor yang sangat mempengarvhi out-put yang
dihasilkan, yaitu belum terciptanya alih teknologi secara maksimal
sesuai yang diharapkan Di samping its, masalah manajemen dalam
rangka penguasaan teknologi barus juga menjadi perhatian dari pihak
Licensee. Tanpa adanya dukungan manajemen yang handal tent: akan
berpengaruh kepada keberhasilan dalam penguasaan teknologi itu.

Padahal menurut W. Friedmann, kebebasan berkontrak itu dapat
memberi jalan bagi kesederajatan atan keseimbangan dalam berunding
bagi para pihak yang berkepentingan. '5?

Idealnya, penerapan asas kebebasan berkostrak, justeru dapat
menguntungkan para pihak karena mereka dapat dengan bebas
merundingkan hal-hal yang dikehendaki dan yang ingin dicapai dari
perjanjian lisensi itu, sepanjang tidak bertentangen dengan ketentuan-

ketentuan yang berlaku. Bila terjadinya ketidak-seimbangan bargaining

191) W Friedmann, peneriowah Mshaucnad Ari
Eentgmporgr, CV. Rajawali, 1990, hal, 47,
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position antara para pihak sudah tentu ada sesuatu alasan sebagai
penyebabnya.

Dalam penelitian ditemukan bahwa adanya ketidak-seimbangan
“bargaing position” itu, disebabkan oleh berbagai kelemahan yang
dimiliki oleh pihak Licensee, seperti, belum mempunyai standard
kontrak atau kesiapan tentang bentuk kontrak yang akan disepakati dalam
perjanjian lisensi, tidak mempunyai informasi mengenai teknologi yang
akan dialihkan, tidak memiliki informasi tentang potensi nasional yang
dapat diandalkan untuk membantu dalam negosiasi manpun dalam
pelaksanaan perjanjian, kurang menguasai bahasa yang digunakan dalam
perjanjian, tidak memiliki suatu pedoman yang jelas mengenai perjanjian
lisensi dan ketentuan-ketentuan hukum yang terkait, tidak menguasai
manajemen yang menunjang penguasaan teknologi dan lain sebagainya.

Roscoe Pound dengan teori social engineering-nya
mengemukakan bahwa hukum sebagai alat rekayasa sogial, dan sesuai
dengan konsep teori ini memang perjanjian lisensi sebagai salah satu
perangkat pranata hukum dapat digunakan sebagai alat rekayasa agar
terciptanya alih teknologi secara efektif Melalui perjanjian-perjanjian
lisensi yang dilakukan para pihak yang berkepentingan, yaitu Licensor

dan Licensee diharapkan terjadinya alih teknologi, namun dari temuan di
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lapangan kenyataannya lain, oleh karena itu Kiranya menganalisis temuan
ini teori interaksional simbolik relevan untuk diterapkan

Menurut teori interaksi simbolis, memang perjanjian lisensi
sebagai stimulus tidak selalu menghasilkan terjadinya alih teknologi
sebagai respon secara memuaskan. Dalam hal stimulus tidak
mengahasilkan respon, maka perlu dipelajari tindakan sosial dengan
mempergunakan feknik introspeksi guna mengetahui sesuatn yang
melatar-belakangi sktor, yaitu baik Licensor maupun Licensee.
Selanjutnya dapat dikatakan bshwa dalam suatn interaksi simbolis,
stimulus tidak secara otomatis melahirkan suatu respon yang
dikehandaki, akan tetapi antara stimulus yang diterima dan respon yang
terjadi sesudahnya, diantarai oleh proses interpretasi oleh aktor, yaitu
proses berpikir yang khas dimiliki oleh manusia

Sejalan dengan itu, dalam wawancara dengan Hasucdmgan
Sianipar, diperoleh keterangan bahwa berperan atau tidaknya suaiu
perjanjian lisensi dalam pengalihan teknologi sangat ferganﬁmg kepada
kehendak para pihak yang berkepentingan, dan tidak selalu tergantung
kepada apa yang tertuang di dalam perjanjian lisensi yang disepakati. 183

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa berperan atan tidaknya
guaty perjanjian lisensi itu dalam alih teknologi sangat bergantung

kepada faktor manusia atan aktornya, terutama pihak Licensor dan

162) Fgwancars secara mendalam dengan Hasudungan Siznipar, tanggal 11 - 12 Januan 1999,
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Licensee, selain dari aspek-aspek yang terkait, seperti orientasi
perjanjian lisensi, bargaining position, kemampaun negosiasi dan
manajemen, serta tersedianya infra-struktur industri dan teknologi. Infra-
strukfur yang diperlukan , seperti : adanya kebijaksanaan industri dan
teknologi  dari pemerintah, laboratorium untuk pengukuran dan
pengujian, dan adanya industri rekayasa penunjang yang memadai.

Berkaitan dengan itu, menurut Stewart Macanlay, apabila suafu
ketika orang menyandarkan diri kepada penggunaan sarana hukum formal
(seperti kontrak), maka pertimbangan yang mendasarinya tidaklah murni
hukum, melainkan kepentingan-kepentingan pribadi juga'®® Oleh
karenanya tidaklah mengherankan bila kehendak dari para pihak dalam
perjanjian lisensi ith menempati posisi sentral untuk terjadinya alih
teknologi, terutama kehendak dari pihak Licensor.

Menurut WIPO, dari p.enga]aman yang dialami oleh negara
berkembang , dalam usaha mengembangkan teknologi seringkali
dijumpai berbagai kendala, galah satu diantaranya adalah adanya
keengganan dari pemilik teknologi untuk melakukan alih teknologi
kepada penerima teknologi di negara-negara sedang berkembang.'®?

Rila dipandang secara sosiologis menurut Romnny Hanitijo

Soemitro, bahwa alih teknologi baru akan dapat berhasil bila terjadi

[} Angkusa, Bandung

183) Snjipto Rth'd;o, LIPS EN
1980, hal. 126,
184) Balitbang Deperindag 11, Op-gi¢, hald3.
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bersamaan dengan pergeseran pola kehidupan masyarakat dari
tradisional-agraris ke modern-industrialis.'®® Dengan demikian, semakin
jelaslah bahwa berperan atan tidaknya perjanjian lisensi dalam
penyelenggaraan alih teknologi sangat dipengaruhi oleh berbagai aspek,
seperti : orientasi perjanjian lisensi, kehendak para pihak, pembatasan-
pembatasan terhadap ruang gerak Licensee, bargaining position, infra-
strukhur yang relevan, kemampuan negosiasi dan manajemen, di samping
pola kehidupan masyarakat.

Analisis terhadap temuan-temuan di atas, menunjukan bahwa
timbulnya kelemshan-kelemahan sebagaimana yang telah diungkapkan
tadi, tidak terlepas dari ketidak-seimbangan “bargaining ﬁosition” antara
para pihak dalam perjanjian lisensi, menyebabkan dominannya posisi
dari Licensor dalam menentukan klausula-klausula dalam perjanjian
lisensi, yang lebih mencerminkan kehendak dan kepentingannya. Karena
dominannya posisi Licensor tersebut, maka klausula-klausula yang
dituangkan dalam perjanjian lisensi-pun ditetapkan sesuai dengan
kehendak dan kepentingan Licensor, yang sangat memberatkan dan
mengekang pihak Licensi dalam pelaksanaan perjanjian, berupa
pembatasan-pembatasan yang seharusnya tidak boleh dicantumkan dalam
perjanjian lisensi, yang biasa disebut dengan “restrictive business

practice” atan RBP, Ketentuan-ketentuan yang melarang praktek-praktek

185) Ronny Hanitijo Seemitro 1, Op.git, hal. 167.
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RBP seperti : Code of Conduct on Transfer of Technology, UNCTAD,
WIPO, TRIPs, dan UU Paten Nasional, nampaknya belum sepennhnya
dipatuhi oleh para pihak.

Sebagaimana yang telah diungkapkan hahwa praktek-praktek
RBP tersebut sudah tentu merupakan salah satn alasan belum
berperannya perjanjian lisensi dalam alih teknologi secara maksimal. Ini
merupakan indikasi, bahwa tidak selaln perjanjian lisensi yang
dilakukan oleh Licensor dan Licensee dalam rangka penanaman modal
asing itu dapat menciptakan terjadinya alih teknologi. Ini dapat dilihat
dari hasil penelitian sebagaimana telah dikemukakan tadi, di mana ada
peruszhaan yang telah ada kesungguhan melaknkan alih teknologi, tetapi
dipihak lain ada juga perusahaan yang belum dapat melakukan alih
teknologi dengan baik yang tentunya diakibatkan oleh berbagai aspeknya.
Dan memang, harus diakui bahwa masalah alih teknologi melalui
perjanjian ini merupakan suatu masalsh yang kompleks dan tidak mudah
untuk direalisasikan. |

Berkaitan dengan apa yang telsh dikemmkakan tadi, pada
prinsipnya tindakan deri pihak Licensor tidak dapat dipersalahkan,
karena memang mereka mempunyai posisi yang kuat, sehingga dapat
mengendalikan pihak Licensee sebagai pihak yang lemah posisinya untuk
menerima segala sesuatu yang mereka tawarkan. Apalagi orientasi dari

perjanjian lisensi ifu adalah untuk memperoleh suatu keunfungan
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ekonomis, bukan untuk kepentingan sosial. Bila dikaji menurut hukum
organisasi modern, maka memang tindakan-tindakan dari masyarakat
pengusaha itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan rasional
ekonomis, seperti : berusaha memperoleh hal-hal yang menguntungkan
organisasi sebanyak mungkin, dan berusaha untuk menekan sampai batas-
batas minimal, beban-beban yang menekan organisasi. Dengan demikian,
kita ketahui bahwa orientasi dari setiap tindakan dari masyarakat
pengussha, seperti yang dilakukan oleh Licensor itu adalah untuk
memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin, sesuai dengan modal
yang telah mereka keluarkan untuk memperoleh teknologi yang
dilisensikan ifu.

Diakui bahwa memang tidak mudah untuk mengkondistkan suatu
perjanjian lisensi agar mampu berperan sebagai suatn sarana yang
efektif dalam penyelenggaraan alih teknologi seperti yang telah
dikemukakan tadi. Oleh karena itu, dari wawancara dengan Erman
Radjagukguk, diperoleh ketersngan bahwa untuk terjadinya alih
teknologi dalam rangka penanaman modal asing itu yang perlu dimuat di
dalam perjanjian, adalah antara lain mengenai paten, training, technical
asisstance, dan R& D Section.'®®

Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap

kelemahan-kelemahan sebagaimana telah diuraikan di atas, melalui

i Dozen dan Koasuttan Hukum, 5 Desember 1998,

188



suatn peningkatan peningkatan kemampuan dan kuslitas sumber daya
manusia dalam bernegosiasi, penyediaan standard dan bentuk perjanjian
lisensi, penguasaan bahasa, dan lain sebagainya. Keadaan itu tentunya
akan menciptakan suatu keseimbangan kepentingan dan bargaining
position antara kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan-ketentuan
yang diatur dalam Code Of Conduct on Transfer of Technology, WIPO,
UNCTAD, TRIPs, dan UU Paten Nasional. Dengan adanya
keseimbangan itn, sudah tentu pihak Licensor akan bersedia memberikan
jeminan terjadinya alih teknologi yang meliputi proses pembuatan atau
mengassembling produk, desain produk, kualitas produksi yang sama
dengan yang diproduksi olek Licencor, unfuk memberikan pendidikan
dan latihan kepada tenaga kerja pihak Licensee, pentahapan alih
teknologi, dar lain sebagainya. Jaminan dari Licensor itu penting artinya,
tidak saja dalam pengalihan teknologi, tetapi juga dalam memperoleh
keuntungan secara ekonomi dan penguasaan teknologi yang dilisensikan.
Namun demikian, apa yang telah dikemukakan di atas harus
diikuti oleh upaya untuk mengadakan infra-struktur yang relevan,
membuat rancangan orientasi perjanjian lisensi, kemampuan
bemegosiasi dan manajemen yang handal, serta mengubah pola
kehidupan magyarakat, dari pola kehidupan tradisonal-agraris ke
modern-industrial  agar masyarakat it mampu mendukung proses

indusrialisasi.
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Usaha perbaikan terhadap kelemahan-kelemahan seperti
diuraikan di atas, harusish sungguh-sungguh dilakukan oleh pihak
Licensee secara terarah dan terprogram. Karena secara kosepsional
perjanjian lisensi itu merupakan sarana yang paling efektif dalam
pengalihan teknologi dari luar negeri ke Indonesia seperti yang telah
diungkapkan Ini sangat penting untuk dilakukan dalam mepunjang
pengembangan industrialisasi, disebabkan pengembangan industri kita
masih tergantung kepada teknologi impor.

Salah safu usaha yang mendesak untuk dilakukan dalam
memperbaiki kelemahan-kelemahan itn, adalsh diadakannya swatu
perangkat peraturan penmdang-undangan yang jelas mengenai perjanjian
lisensi, sebagai tindak lanjut dari yang diatur dalam UU Paten Nasional,
yang ditunjang oleh suatu pusat informasi teknologi, baik mengenai
teknologi yang akan dialihkan maupun teknologi yang ada di luar negeri
dalam berbagai bidang usaha. Informasi ini tentu sangat berguna bagai
para pengusaha di dalam maupun di luar negeri.

Berdasarkan temuan di atas, menunjukkan kepada kita bahwa
walaupun berperan atau tidaknya perjanjian lisensi itn sangat terganhing
kepada kesediaan yang didasari oleh itikad baik dart pihak Licensor
sebagai aktor yang memegang peran sentral, tetapi hal harus juga
didukung adanya perangkat peraturan perundang-undangan yang jelas

mengenal perjanjian lizensi, yang dipadu dengan kemampuan
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bernegosiasi dan penguasaan materi yang dihadapi oleh Licensee,
kekuatan manajemen, selain tersedianya pusat-pusat informasi teknologi
yang dibufuhkan, serta infra-struktur yang relevan,

Untuk melengkapi pengkajian mengenai perjanjian lizenst dalam
penyelenggaraan alih teknologi dalam rangka penanaman modal asing
ini, dalam penelitian ditemukan adanya hal-hal lain yang perlu
memperoleh perhatian dalam pembuatan perjanjian lisensi. Karena hal-
hal yang diuraikan berikut ini terkait juga dengan perjanjian lisensi,
yaitn :

A_1. Masalah Pembayaran

Dari hasil penelitian lapangan dapat diketahui bahwa mengenai
masalah pembayaran ini dapat dibagi menjad: dua macam biaya yaitu
biaya langsung dan biaya yang tidak langsung.

Semua perusahaan yang diteliti ternyata terhadap biaya langsung
mempergunakan mata uang asing, seperti US. Dollar dan Frane.
Pembayaran seperti ini sudah tentu akan melindungi dan menjamin pihak
Licensor yang diakibatken oleh naik turunnya kurs rupish, tetapi
merupakan spafu beban tambahan bagi pihak Licensee terutama dalam
hal terjadinya inflasi. Dengan demikian ternyata bahwa dari biaya-biaya
langsung, pihak Licensee masih menanggung biaya-biaya yang terdiri
dani : kenaikan nilai valuta asing, ?eban bunga vang tinggi dan pajak atas

royalti. Sedangkan biaya tidak langsung terdiri dari : peningkatan harga
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barang setengah jadi, bahan baku, mesin-mesin, dan peralatan yang
didatangkan dari Licensor, dan sebagian laba yang dialihkan ke negara
induk.

Selanjuinya diketahui juga bahwa jenis pungutan yang dilakukan
oleh pihak Licensor, antara lain : Lumpsum, Royalty, Technology Fee,
Insurance Fee, dan Management Fee. Perusahaan-perusahaan yang
diteliti tidak bersedia untuk menjelaskan besarnya jumlsh pungutan
tersebut, namun dari beberapa informasi yang diperoleh, besarnya
presentase pungutan itu berkigar antara 1 sampai dengan 10 %.

Untuk menenfukan besarnya fee yang timbul dalam rangka alih
teknologi, ada perusahaan yang menggunakan perhitungan berdasarkan
volume produksi, dan ada juga dengan berdasarkan sales atan penjualan.
Cara pembayaran fee yang dilakukan adalah sebagai berikut :

M Setiap triwulan setelah PPH.

B Setiap bulan.

B Remmittance.

B Sesuai &engan tahapan yang diatur dalam perjanjian lisensi.
M Setiap 6 bulan. |

Dalam penelitian ditemukan juga bahwa pajak atas royalti ini
dapat diperhitungkan secara per tahun atas dasar omzet atan laba yang

diperoleh dalam tiap tahunnya, dan dapat pula diperhitungkan secara
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lumpsum. Sedangkan besarnya pajak royalti ini adalah 15 % (lima belas
persen) dari jumlah bruto atas royalti tersebut.
A.2. Hukum yang Berlaku (Governing Law)

Menurut Sudargo Gautama, dengan adanya license agreement
antara pengusaha nasional Indonesia dengan pihak pengusaha luar negert,
menunjukkan bahwa para pihak menentukan dalam kontrak tersebut suatu
gsistem hukum terfentn yang mereka kehendaki supaya berlaku untuk
kontrak mereka itu.'*?

Berkaitan dengan itu, dari perusahaan-perusahaan yang diteliti,
ternyata ada perusahasn yang telah berhasil menentukan sistem hukum
Indonesia sebagai hulkum yang dipergunakan untuk menatftirkan
ketentnan-ketentuan dalam perjanjian lisensi dan juga sebagai
“governing law” bila terjadi persengketaan atan tuntutan-tuntutan lain
dikemudian hari. Tetapi ada juga perusahaan yang mencantumkan sistem
hukum asing sebagai hukum yang berlaku dalam perjanjian lisensi
tersebut.

Lebih lanjut dapat dikemukakan bahwa, dalam suatu perusahaan
yang diteliti ditemukan, bahwa dalam perusshasn yang menggunakan

hukum asing tertuang dalam klausula General Provisions tentang

! Perig Hak M
Mdﬂalﬁ&!mﬂmémdﬁﬂﬂmn P‘I‘ Cm Adﬂya B-hx. Bmduns 1992
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A3.

Governing Law, dikatakan bahwa : “This Agreement shall be read and
construed according to and shall be governed by the law of Sweden”.

Sedangkan dalam perusahaan yang menggunakan hukum
Indonesia, pada Article 15 dikatakan, bahwa * This Agreement shall be
governed and interpreted in accordance with the laws of the Republic of
Indonesia”.

Keadaan Memaksa (Force Majeur)

Dari hasil penelitian diketahui bahwa dalam perjanjian lisensi
disebutkan hal-hal yang termasuk dalam force majeur, seperti : perang,
gangguan keamanan, embargo, pemogokan buruh, gempa bumi, gummng
meletus, kebakaran, banjir dan larangan-larangan dari pemerintah, yang
mengakibatkan kewajiban salah satu pihak tidak dapat dilaksanakan
sesuai dengan ketentnan-ketentnan dalam perjanjian atau hal-hal lain
yang di luar kendali para pihak, yang mempunyai akibat yang merugikan
terhdap pelaksanaan perjanjian.

Dalam semua perjanjian lisensi yang diteliti, mencantumkan
klansula tentang “Force Majeur” yang pada intinya menyatakan bshwa
ketentuan force majeur ini tidak berlaku apabila situasi dan kejadian
tersebut telah hilang, dan bahwa keadaan force majeur tidak dapat
dijadikan alasan untuk untuk mengindari pelaksanaan perjanjian.

Ketentuan ini diadakan untuk menghindari kemungkinan para pihak yang
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tidak beritikad baik, lalai, menghindar atan gagal dalam melaksanakan

kewajiban-kewajiban yang dibebankan perjanjian kepadanya.

Salah satu perjanjian lisensi vyang diteliti, menyatakan dalam
Article 16 tentang “Force Majeur” bahwa :

” In the event of any delay in performance by either Licensor or
Licensee due to any cause arising from or affributable to acts, events,
non-happebings, omissions, accidentsor Acts of God beyond the
reasonable control of Licensor and Licensee, including but not limited to
strikes, lock-out, fire, lightning, aircraft, explosion, fleoding, riots,
shortage, of material or energy, civil commotions, acts of war, malicious
acts, mischief or thefts, either Licensor or Licensee thereform shall be
under no liability for loss or injury sufferd by the other party and this
Agreement shall be suspended during such delay and upon cessation of
the cause of the delay the Agreement shall agaian become operative;
provided that if as a result of such delay a modification of the terms of
this Agreement or a cancellation of any part thereof is requested by one
party and it is reasonabie that such modification or cancellation should
be made, the Agreement shall be so modified or cancelled; and
provided that if such delay shall exceed 6 (six) months either party may
give written notice of termination of the whole of the Agreement and

there upon the Agreement shall terminate™.
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A.4. Masalah penyelesaian sengketa

Dari hasil penelitian diketahui, bahwa ternyata dalam perjanjian
lisensi yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan yang menjadi obyek
penelitian memuat klausula yang pada intinya menyatakan bahwa,
apabila timbul persengketaan atan perbedasn pendapat yang tidak dapat
diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak, maka akan
diselesaikan oleh suatu badan arbitrase asing sesuai dengan kesepakatan -
kedua belah pihak.

Salah satu perjanjian lisensi pada perusahaan yang menjadi
obyek penelitian ini, dalam Article 17 tentang Arbitrationnya,
mengatakan bahwa “Any dispute arising out of or in any way connected
with this agreement which cannot be settled amicably shall, except as
provided herein, be seftled by arbitration of three (3) arbitrators in
accordance with the Rule of Conciliation And Arbitration of the
International Chamber Of Comerce (ICC Rules). Jadi pada intinya,
dalam hal terjadinya persengketaan dalam perjanjian lisensi tersebut,
diselesaikan melatui arbitrase asing.

Dari empat masalah yang diuraikan di atas, dapat diketahui
bahwa Pertama, mengenai pembayaran royalti dan pungutan-pungutan
lainnya yang dibebankan kepada Licensee oleh Licensor dalam suatu
perjanjian lisensi terlampau tinggi, misalnya terhadap royalti atas

penjualan. Padahal dalam Code of Conduct ditentukan bahwa,
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pembayaran yang berlebih-lebihan dan tidak seimbang, dianggap sebagai
salah saty macam praktek yang dilareng, karena merugikan pegara-negara
penerima lisensi atau teknologi. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu
upaya pembatasan oleh Pemerintah, antara lain dengan menetapkan
presentase keuntungan Licensor terhadap Licensee, dengan menggunakan
rumus ROS = LSLP X POS, LSLP ditetapkan secara pasti oleh
Pemerintah, misaloya antara 2% sampai dengan 5 %. Hal ini tidak
menyalahi ketentuan perdagangan dunis, karena pada ketentuan Pasal 40
Persetujuan TRIPs, pada intinya mengatakan bahwa negara-negara
anggota tidak dilarang untuk membuat peraturan-peraturan pasional untuk
mencegah praktek-praktek yaog berakibat tidak baik terhadap
perdagngan dan dapat menghambat proses alih dan penyebaran
teknologi, Kedua, Mengenai sistem hukum yang berlaku dalam suatu
perjanjian lisensi, ada kecenderungan penggunaan sistem hukum asing
oleh para pihak. Penggunaan hukum asing ini dapat dikatakan merugikan
pihak Licensee, karena tidak mudah untuk benar-benar memahami hukum
asing secara menyelurth, sehingga dampak dan luasnya permasalahan
bukum menyangkut perjanjian lisensi itu sulit difahami oleh konsultan
hukum, pengacara, hakim atanpun arbiter Indonesia Akibatnya,
pengusaha Indonesia selalu harus meminta bantuan seseorang pengacara
atan konsultan hukum asing, baik dalam fase negosiasi, penyusunan

perjenjian, bahkan spabila terjadi suatu sengketa antara kedua belah
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pihak Sudah tentu keadaan ini perlu dicarikan jalan pemecshannya,
sehingga pengusaha-pengusaha Indonesia tidak selalu berganhmg kepada

para ahli hukum asing. Secara tidak langsung masalah ini juga

mempengaruhi posisi pengusaha Indonesia dalam suatu pembuatan
perjanjian lisensi, sehingga perlu dilakukan ussha-usaha agar sistem
hukum Indonesia dapat menjadi pilihan dari para pihak yang
berkepentingan, Ketiga, Mengenai force majeur, dapat dikatakan bahwa
hal ini memang perlu untuk diatur, guna menghindari kemungkinan pihak
yang tidak beritikad baik lalai, menghindar atan gagal dalam
melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan perjanjian
kepadanya, dan Keempat, adanya kecenderungan pemilihan arbitrase
asing dalam menyelesaikan persengketaan yang terjadi antara para pihak,
sehingga perlu diupayakan agar BANI (Badan Arbitrase Nasional
Indonesia) dapat menjadi pilihan .

Dari berbagai uraian di atas, jelaslah balwa secara teoritis atau
konsepsional perjanjian lisensi dalam rangka penanaman modal asing itu
berperanan sebagai sarana yang efektif dalam pengalihan teknologi dari
Juer negeri ke Indonesia. Namun peranan perjanjian lisensi secara
konsepsional itu tidaklah mudah untuk direalisasikan dalam praktek
bisnis antara Licensor dan Licensee. Hal ini terbukti bahwa dalam
praktek ternyata, perjanjian lisensi itu belum berperan secara efektif

dalam penyelenggarasn alih teknologi sebagaimana mestinya, karena

198



adanya berbagai kendala yang dihadapi, seperti orientasi dari perjanjian
lisensi, bargaining position yang tidak seimbang, adanya pembatasan-
pembatasan terhadap ruang gerak dari Licensee oleh Licensor, kurangnya
kemampuan negosiasi dan manajemen dari pihak Licensee, kurang
tersedianya infra-struktur yang relevan untuk memunjang pengalihan
teknologi, pola kehidupan masyarakat yang masih kurang mendukung,
adanya kecenderungan pihak Licensor tidak bermmgguh-sungguh ingin
mengalihkan teknologinya, bahkan beratnya beban biaya yang harus
ditanggung ofeh pihak Licensee seperti telah dikemukan.

Dengan memperhatikan kondisi demiidan itu, dapat dikatakan
bahwa pengalihan teknologi melalui perjanjian lisensi belum
menunjukkan hasil yang maksimal. Namun demikian, harus diakui bahwa
dalam kenyataannya perjanjian lisensi yang dilakukan tersebut telah
memberi andil dalam memmjang pengalihan teknologi di Indonesia
Disebabkan sebagai negara yang sedang berkembang, kebutuhan akan
teknologi dari luar negeri sangat penting artinga dalam rangka
pengembangan industrialisasi, terutama adalah teknologi tinggi atan
teknologi canggih. Tanpa adanya dukungan dari masuknya teknologi
asing ke Indonesia, maka pengembangan industrialisasi sebagai salah
safu tujuan pembangunan nasional tidak akan berjalan sebagaimana yang

diharapkan.
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B. Kaitan Antara Perjanjian Lisensi Dalam Penyelenggaraan Alih
Teknologi dengan Pengembangan Industrialisasi

Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa industrialisasi
merupakan usaha untuk membangun suatu industri baru dan mengembangkan
serta membina industri yang telah ada, sehingga mampu menjadi tulang-
punggung dan pokok kekuatan penghidupan negara dan bangsa

Bahwa dalam rangka pembangunan industri tersebut, saat ini kian
terasa dan disadari pentingnya peranan faktor tekmologi. Dengan tidak
mengabaikan peranan faktor penting lainnya seperti permodalan,
managemen, dan keterampilan manusia, para ahli menilai bahwa faktor

" teknologi peranannya sangat penting dalam pembangunan, pertumbuhan dan
pengembangan industrialisasi. Pengalaman memmjukkan bahwa teknologt
ternyata mampu memberi warna dan pengaruh yang besar bagi kehidupan
dan kemajuan industri.

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, bahwa perjanjian lisensi
dalam rangka penanaman moda]_ asing merupakan salah safu sarana untuk
terjadinya alih teknologi dari luar negeri ke Indonesia Teknologi yang
dialihkan itu tentunya mempunyai suatu peranan yang sangat penting dalam
pengembangan industrialisasi sebagai salah satu program pembangunan

nasional.

T ICTAR - UNDE|
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Sejalan dengan itu, menurut K.H. Yap, “¢echnology is the basic of the
industralization process™.'® Yang mengandung pengertian, bahwa teknologi
merupakan landasan dari proses industrialisasi.

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan kepada kita bahwa erainya
kaitan antara perjanjian lisensi dalam penyelenggaraan alih teknologi dalam
rangka penanaman modal asing dengan pengembangan industrialisasi.
Karena memang kebuuhan akan teknologi dalam pengembangan
industrialisasi adalah sangat penting peranamnya. Dengan demikian, dalam
pengembangan industrialisasi, teknologi merupakan faktor kunci.

Berkaitan dengan itu, tidak dapat disangsikan bahwa semua negara
yang telah maju mendasarkan pendapatan nasionalaya pada basis
industrialisasi. Adanya industrialisasi sangat erat hubungannya dengan
penerapan teknologi, baik yang telah dikenal di dalam negerl maupun yang
baru datang dari luar negeri.’®

Menurut Erman Radjagukguk, alih teknologi itu penting artinya bagi
negara-negara diunia ketiga atan negara-negara sedang berkembang dalam
pembangunan .ekonomi dan sosial, termasuk dalam pengembangan
industrialisasinya.'™®

Dengan demikian, bagi negara yang sedang membangun seperti

Indonesia arti teknologi bertalian erat dengan pembangunan. Pengertian

lm)KH.Yap, Ow The Estabiishmont of an Indns(ri
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pembangunan ekonomi dapat juga diartikan sebagai pembangunan teknologi
yaitu pengolahan kekuatan ekonomi riil melalui pepanaman modal, di mana
teknologi industri menjadi tulang punggung, di samping kemampuan
keorganisasian dan manejemen, sehingga teknologi sudah dianggap semacam
pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, bagi Indonesia
yang terpenting adalah, mendapatkan teknologi yang tepat dan dapat
mempunyai pengaruh dalam pengembangan industrialisasi.

Menurut Ridwan Gunawan, peranan teknologi dan proses alih
teknologi menjadi sangat penting untuk menunjang industrialisasi, namun
tidak dapat dianggap sebagai safu-satunya hal yang penting. Alih teknologi
hanya berupa suatu sub-sistem dari sistem-sistem industrialisasi dan
teknologi, di samping sistem-sistern lain yang pasti akan mempengaruhi
proses alih teknologi ini seperti sistem politik, perdagangan, sosial,
kebudayasn, nilai-nilai yang berlaku dan banyak lagi hal-hal lainnya '*>

Sejalan dengan itn, dalam wawancara dengan Hasudungan Sienipar,
Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Industri Dan Perdagangan,
Departemen Perindustrian dan Perdagangan, diperoleh keterangan bahwa
sampai saat ini perkembangan industri di Indonesia masih bertumpu pada
teknologi yang diimpor. Keadaan ini terjadi disebabkan oleh kemampuan
untuk mengembangkan teknologi sendiri masih sangat rendah, dan

kebijaksanaan pembangunan yang menganjurkan impor teknologi untuk

191) Ridwan Gunawan, Qo.git, hal. 6.
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mempercepat laju industri, selama hal tersebut tidak menyebabkan
keterganfungan terus menerus. '

Karena keterbatasan kemampuan untuk mengembangkan - teknologi
dalam negeri, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan
impor teknologi dari luar negeri, melalui penanaman modal asing. Salah satu
bentuk hubungan bisnis dalam melakukan impor teknologi adalah melalut
perjanjian lisensi, khususnya lisensi paten. Dari perjanjian lisensi inilah
diharapkan dapat terjadinya alih teknologi, yang kemudian dapat menunjang
pengembangan industrialisasi. Ini berarti pula, kendala ilmu pengetahuan dan
teknologi dalam pengembangan dan penguasaan teknologi secara bertahap
dapat diatasi dalam menunjang pengembangan industrialisasi tadi.

Oleh karena itn, pada prinsipnya perjanjian lisensi mempunyai
peranan dan posisi yang penting dalam memumjang terjadinya alih teknologi
dari luar negari ke Indonesia. Namun demikian, perjanjian lisensi itu harus
dikemas sedemikian rupa sehingga benar-benar tercapainya alih teknologi,
sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu. Teknologi yang
dialibkan itu, selanjutnya dapat dijadikan barang modal dalam rangka
pengembangan industrialisasi. Dalam arti, teknologi yang diperoleh dari
perjanjian lisensi itu tidak saja harus dikuasai, tetapi yang lebih terutama
adalah mampu dikembangken, sehingga dapat menunjang pengembangan

industrialisasi sebagai salah satu tujuan pembangunan nasional.

gr. Deperindag. tanggal 11-12 Januar 1999,
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Sebagai gejala yang bersifat universal, dorongan pertama untuk
mengadakan alih teknologi adalah membantu pelaksanaan pembangunan pada
umunmmya dan pengembangan indusfrialisasi pada khususnya dari suatu
negara Industrialisasi merupakan fujuan utama bagi beberapa negara
berkembang untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi bagi
rakyatnya Oleh karena itu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat
berperan dalam pertumbuban industri.'?

Berkaitan dengan pengembangan industrialiasi tersebut, dapat
dikatakan bahwa pengembangan indsufri tidak dapat dilepaskan dari adanya
suahy sistem paten. Adanya suat sis;tem paten yang baik, merupakan
pendorong ke arah penguasaan teknologi dan pengembangan industri. Dalam
arti, dapat dikatakan bahwa sistem paten itu adalah adanya suatu perangkat
hukum yang jelas mengatur masalah paten.

Sebagaimana kita ketahui bahwa dii Indonesia, mengenai paten telah
diatur dalam UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten j.o. UU No. 13 tahun 1997
tentang Perubahan Atas UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten. Secara umum,
dapat dikatakan bashwa UU Paten Nasional menjadi passport bagi terjadinya
alih teknologi, karena teknologi asing cukup terlindungi. Penjelasan
mengenai hal ini, adalah bahwa karena suatu Undang Undang Paten secara
mendasar akan membantu pengembangan indsutri pada umumnya, dan secara

ekonomis Undang Undang Paten paling tidak akan membantu membantu

193} ¢ onatoro I, Leg.git. hal25.
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menciaptkan iklim yang kondusif bagi kegiatan penanaman modal asing
Sedangkan penanaman modal asing ity sendiri merupakan saluran unfuk
masuknya teknologi dari luar negeri ke Indonesia.

Sejalan dengan itu, dikatakan bahwa adanya perangkat hukum hak
milik intelektual, seperti UU Paten merupakan persyaraian mutlak dari
terjadinya alih teknologi yang menjurus ke industrialisasi. Oleh karena,
tanpa adanya perangkat hukum tersebut, maka laju alih teknologi akan sangat
lamban, dan para penanam modal asing yang masuk ke Indonesia akan
enggan membawa serta teknologi mereka tanpa adanya jaminan hukum yang
luas.™?

Selanjutnya menurut T. Mulya Lubis, bahwa industrialisasi selalu
berarti alih teknologi (transfer of technology), salah satunya terjadi melalui
perjanjian lisensi dalam rangka penanaman modal asing selain melalui
saluran-saluran lainnya Melalui saluran inilah teknologi baru kemudian
masuk, dan diakui bahwa paling besar andil alih teknologi datang dari
kegiatan penanaman modal asing. >

Pada dacamya masalah industrialisasi di Indonesia bukan saja
berkaitan dengan masalah sosial ekonomi, politik perekonomian dan
perdagangan internasional, tetapi berkaitan juga dengan organisasi

perusshaan. Dan pada prinsipnya, suatu negara atau bangsa dapat disebut

194) 7 Mulya Lubis. Ui/ Paten, PT. Gramedia Widissacana Indonesia, Jakarta, hal. 9.
195) iz tal 9.
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negara industri apabila industri telah menjadi landasan perekonomian
rakyatnya. Oleh karena itn, suatu negara dikatakan melakukan industrialisasi
apabila landasan perekomomiannya yang selama ini bersifat agraris
(pertanian) diubah menjadi bersifat industri. Dengan demikian dapat
dikatakan, bahwa industrialisasi Indonesia mengandung pengertian, sebagian
besar rakyat mengubah landasan penghidupamya dari sektor pertanian
berpindah ke sektor industri.

Proses industrialisasi hendaknya kita pandang sebagai pembangunan
sektor industri yang mandiri, masyarakat modem, maju, adil, makmur dan
lestari berdasarkan Pancasila sebagai tujuan akbir proses itu Hal ini
memerlukan kesiapan mental, politis dan sosial budaya bangsa kita. Karena
proses industrialisasi merupakan pembangunan yang akan membawa
pengaruh atau dampak negatif, selain pengaruh positif pada bangsa dan
masyarakat kita Oleh karena itu diperiukannya pembangunan kualitas
manusia Indonesia yang lebih mantap dengan tingkat kritisasi, penelaahan,
penalaran yang kualified di samping penguasaan teknologi melalui
pendidikan dan kegiatan perdagangan internasional.

Analisis dari temusan dan uraien di atas, bahwa dalam pembangunan
industri di negara-negara sedang berkembang, perjanjian lisensi dengan
pihak-pihak luar negeri sangat menentukan arah dan keberhasilan
pengembangannya. Oleh karena itu, pengalihan teknologi dengan melalui

cara lisensi pada akhir-akhir ini semakin memegang peranan penting dalam
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pengembangan industrialisasi. Oleh karena industrialisasi merupakan suaty
proses, maka ia dipengarshi oleh norma-norma dan inovasi. Dengan
demikian, dapat dikatakan bahwa perjanjian lisensi dalam penyelenggaraan
alih teknologi mempakan.suatu proses yang dilakukan secara sadar menuju
ke arsh tercapainya industrialisasi. Namun demikian, proses tersebut harus
didukung pula oleh adanya usaha inovasi terhadap teknologi yang diperoleh

melalui perjanjian lisensi tersebut.

. Hal hal yang Periu Dilakukan oleh Pemerintah Agar Perjanjian Lisensi
Sungguh-sungguh Dapat Berperan Dalam Alih Teknologi

Dengan mengkaii apa-apa yang telah dikemukakan sebelumnya dan
hasil penelitian lapangan, maka dalam bagjmn ini dicoba untuk
mengemukakan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam rangka
perjanjian lisensi agar sungguh-sungguh dapat berperan dalam alih
teknologi.

Dalam wawancara dengan Parlugutan Lubis, pada Seksi Lisensi
Direktorat Paten, Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek, dan
sekaligus sebagai Konsultan Paten, diperoleh keterangan bahwa, dﬂm
perjanjian lisensi pemerintah belum berperan secara aktif, karena memang
sampai saat ini belum ada peraturan-pemerintsh yang khusus mengatur
tentang perjanjian lisensi sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 79 dan

Pasal 80 UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten j.o. UU No. 13 Tahun 1997
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tentang Perubahan Atas UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten. Oleh karena itn,
segala sesnatu yang menyangkut perjanjian lisensi diserahkan sepenubnya
kepada para pihak, dari tahap negosiasi sampai dengan penanda-tanganan
perjanjian lisensi itn Salah satu konsekuensi belum ada peraturan
pemerintah it adalah sampai dengan saat ini, perjanjian lisensi yang dibuat
oleh para pihak yang berkepentingan belum didaftaran dan dicatat seperti
yang ditentukan oléh ketentuan Pasala 79 ayat (1} UU Paten Nasional. Oleh
karena itu pemerintah perlu segera membuat peraturan perundang-undangan,
selain dari dibutuhkannya pusat informasi teknologi yang berguna untuk para
penguasaha nasional yang berkeinginan untuk mengembangkan suatu industri
tertentu '*®

Dari kondisi yang demikian, menurut Parlugutan Lubis tentu
pemerintah tidak dapat melakukan suatu pemeriksazan terhadap apa yang
dituangkan dalam suat perjanjian lisensi, apakah ada klausula-klausula
yang dituangkan dalam perjanjian lisensi itu bertentangan atan tidak dengan
ketentuan Pasal 78 UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten, dan tentu pemerintah
juga tidak dapat melakukan suatu pengawasan terhadap pelaksanaan dari
perjanjian lisensi itu. Lebih dari itu, dalam praktek memang ketentuan Pasal
78 UU Paten Nasional itu belum sepenuhnya diimplementasi oleh para pihak
yang berkepentingan, sehingga masih ada perjanjian lisensi yang memusat

klansula yang bertentangan dengan Pasal 78 UU Paten tersebut. Dan bila hal

iy, tanggal 6 Jaouan 1999,
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ini terjadi Kantor Paten ataupun Konsultan yang bersangkutan hanya dapat
memberikan anjuran, dan bukan pemaksasn bagi para pihak untuk
mengubahnya karena memang tidak ada kewenangan untuk itn. Ini memang
suatu problema yang terjadi dalam praktek, sebagai konsekuensi tidak
adanya peraturan perundang-undangan yang khusus mengaturnya.

Berkaitan dengan itu, melalui wawancara dengan Munoto, Bagian
Hukum, Humas dan Ortala, BKPM Pusat, diperoleh keterangan bahwa
mengenai perjanjian lisensi dalam rangka penanaman modal asing itu, pihak
BKPM tidak mempunyai kewenangan untuk melakuken pemeriksaan dan
pengkajian secara mendalam terhadap substansinya, disebabkan tidak
adanya suatu perafuran perundang-undangan yang memberikan kewenangan
tersebut. BKPM hanya meneliti Joint Venture Agreement yang telah
dituangkan dalam Akta Notaris dalam pendirian perusahaan, dan tidak
menitik-beratkan kepada satu pokok permasalahan saja termasuk perjanjian
ligensi. Dalam kondisi yang demikian, seharusnya pemerintsh perlu
membuat suatu peraturan perundang-undangan yang khusus mengenai
perjanjian lisensi dengan segala aspeknya seperti yang dikehendaki oleh
Undang Undang Paten Nasionat."?

Maka tidaklah mengherankan dalam praktek perjanjian lisensi, pihak
Licensor cenderung menciptakan suatu struktur ketergantungan yang terus-

menerus dari pihak Licensee kepadanya, sehingga kerjasama tersebut
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terpaksa tidak hanya terbatas sampai masa berakhimya perjanjian lisensi
saja. Sedangkan di lain pihak, Licensee menghendaki bahwa dengan
berakhirnya perjanjian lisensi tersebut, seluruh kemampuan Licensor dalam
memproduksi suatu barang sudah dapat dikuasai sehingga tidak memerlukan
lagi bantuan Licensor baik untuk teknologi maupun bahan-bahan
penimjangnya, bahkan kalau memungkinkan kemampuan tersebut harus sudah
dapat diknasai sebelum berakhirnya masa perjanjian lisensi, sehingga proses
pengalihan teknologi sungguh-sungguh terlaksana sebagaimana yang
diharapkan.

Sebagaimana telah dikemukakan, dalam setiap proses negosiasi
perjanjian lisensi, pihak Licensee umumnya berada pada posist yang lemah,
baik dalam hal permodalan, teknologi, kemampuar dan pengalaman,
sehingga isi perjanjian baik dalam hal persyaratan-persyaratan maupun
pembayarannya seringkali terlalu memberatkan pihak-pthak Licensee yang
mengakibatkan perkembangan usahanya tersebut. Dan dalam kondisi seperti
ini, sulitlah diharapkan terjadinya alih teknologi melalui perjanjian lisensi.

Sebagai.suam contoh, untuk mengatasi hal tersebut, maka pemerintah
baik di negara-negara sedang berkembang maupun di negara-negara maju
telah banyak menyusun peraturan-peraturan di bidang alih tekmnologi
termasuk perjanjian lisensi, dengan tujuan memperkuat posisi pihak
Licensee di negaranya Hal ini bertujuan juga untuk mengawasi dan

memonitoring proses alih teknologi dari pihak Licensor, sehingga baik
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kepentingan pengussha dalam hal keuntmgan finansial maupun kepentingan
pemerintah dari segi ekonomi nasional dapat tercapsai. Pada umupmya
peraturan perundang-undangan tersebut mensyaratkan bahwa setiap
perjanjian lisensi dengan pihak luar negeri terlebih dahulu harus mendapat
persetujuan pemerintah sebelum perjanjian tersebut dilaksanakan. Tugas
pemerintah dalam hal ini biasanya adalah memeriksa isi perjanjian dan
menolak persyaratan-persyaratan dalam perjanjian yang dianggap akan
merugikan pertumbuhen ekonomi nasional *®
Oleh karena itu pemerintah Indonesia perlu melakukan berbagai
upaya agar perjanjian lisensi itu sungguh-sungguh dapat menciptakan alih
teknologi yang pada akhimya mampu memmjang pengembangan
industrialisasi. Adapun hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam
rangka perjanjian lisensi adalah sebagai berikut :
1. Dibidang Regulasi
Dalam hal ini pemerintah periu mengatur masuknya teknologi
dari luar negeri ke dalam negeri, agar tidak menimbulkan masalah di
kemudian hari di bidang sosial, ekonomi dan teknologi. Oleh karena
tidak adanya svatu pengaturan, bukan tidak mungkin perusahaan-
pernsahaan penerima lisensi akan terus menerus tergantung kepada

pihak Licensor.

198) ¢ upyan Suradimadix, Op.cis, hal 10,
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Hal-hal yang perlu diadakan pengaturannya oleh pemerintah
adalah mengenai masalah penelitian dan pengembangan, mengenai
pemasaran dan wilayah pemasaran produk lisensi, pentahapan alih
teknologi, masa berlakunya perjanjian, masalah jaminan, persyaraian-
persyaratan mengenai teknologi yang akan dialihkan, masalah royalti dan
lain sebagainya.

Sebagai suatu pedoman bagi pemerintah, menurut Guidelines for
the aequisition of foreign Technology in Developing Countries, salah
saty bidang yang perlu dilakukan pengafuran oleh pemerintah adaiah “
Specific provisions in the technology license agreement, particulary
restrictive and tie-in clauses imposed the licensor”.

Jadi salah sam masalah yang perlu dilakukan pengaturan oleh
pemerintah adalah masalah «restrictive business practice” atan RBP.
Karena memang harus diakui, bahwa dalam prakteknya memang pihak
Licensor sering melakukan berbagai pembatasan yang memberatkan
pihak Licensee, seperti : pembatasan terhadap pemasaran dan wilayah
pemasaran produk lisensi, termasuk larangan ekspor, pembatasan bahwa
pihak Licensee dapat melakukan ekspor produk lisensi setelah
memperoleh izin secara tertulis dari pihak Licensor, pembatasan dalam

memperoleh mesin-mesin, alat-alat dan bahan baku produksi, dan lain

sebagainya.
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Hal-hal yang dikemukakan tersebut sudsh tentn sangat

memberatkan pihak Licensee, apabila tidak dilakukan pengaturan yang

jelas oleh pemerintah. Dan untuk menghindari terjadinya hal-hal

demikian itulah sesunggubnya diperfukan suatu perafuran perundang-

undangan.

Pentingnya pengaturan mengenai berbagai aspek dalam

perjanjian lisensi itu pada prinsipnya bertujuan antara lain unfuk :

Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengalihan dan pengembangan
teknologi.

Berussha memperkeci! ketergantungan terhadap sumber-sumber dari
luar terutama dalam bidang teknologi.

Membangun suafu  dasar sistem informasi yang baik, sehingga
memungkinkan perencanaan industri dan pengeml;mlgan teknologt
yang lebih baik

Menciptakan suafu kondisi yang saling menguntungkan di dalam
perjanjian lisensi yang dikaitkan dengan tijuan pembangunan di
bidang ekonomi dan industri.

Melindungi dan memperkuat posisi Licensee.

Menghindari terjadinya eksploitasi dan persaingan yang tidak sehat.

Menghemat devisa.'””

199) Supyen Suradimadja, Q. hal. 1t.
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Dengan adanya suatu pengaturan yang jelas mengenai berbagai
aspek dalam perjanjian lisensi, maka pemerintah dapat berperan dalam
pembuatan dan pelaksanaan perjanjian lisensi antara lain :

B Membant: Licensee dalam mencari alternatif-altemnatif sumber
teknologi di luar negeri untuk patner kerjasama.

W Membantu dalam evaluasi dan proses megosiasi klausula-klausula
perjanjian lisensi dalam rangka alih teknologi.

M Mengawasi pelaksanaan perjanjian lisensi.

B Membanty memecahkan persoalan-persoalan atau perselisihan yang
timbul dalam pelaksanaan perjanjian dan mencari jalan keluarnya
yang paling baik.®®

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan kepada kita perlunya
pemerintah membuat suatu peraturan perundang-undangan tentang
masalah-masalah yang terkait dengan perjanjian lisensi, agar perjanjian
lisensi itu sungguh-sungguh dapat berperan dalam pengalihan teknologi.

Sejalan dengan ity, guna mendorong alih teknologi maka
pemerintsh perlu menciptakan sutau iklim yang sehat, melalui pembuatan

peraturan perundang-undangan mengenai lisensi dan salih teknologi,

pengembangan sumber daya manusia, dan pengembangan teknologi

290) pg hat12.
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sebagai komitmen dasar pemerintah dalam memmjang pengembangan
industri.®?
2. Di bidang Informasi
Selain di bidang regulasi, pemerintah mempunyai peranan lain

dalam rangka perjanjian lisensi, yaitu di bidang informasi. Sebagaimana

telah kita ketahui, bahwa dari hasil penelitian memmjukkan

B Pemerintah memberikan informasi kepada para investor asing tentang
adanya perusahasn dalam negeri yang membutubkan teknologi
asing, dalam rangka penaﬁaman modal asing dan perjanjian lisensi.
Informasi ini dilengkapi dengan menyampaikan informasi lain, yaitu
bahwa calon penerima lisensi di Indonesia adalah potensial untuk
menjadi patner kerjasama

M Pemerintah perlu secara aktif mencari informasi mengenai teknologi
yang akan dialihkan dari luar negeri. Informasi dimaksud dapat
diperoleh dari kedutaan besar Indonesia di luar negeri, yaitu di
negara di mana teknologi itu berada atau melakukan kerjasama
dengan pusat informasi teknologi internasional. Informasi yang perlu
diketahui, misalnya tentang sektor produksi, fasilitas bantuan teknik,
bahan baku industri, barang modal, dan lain sebagainya Hal ini

sangat penting, karena perusshaan-perusahaan dalam negeri sangat

201) g iibang Deperindag ], Qu.gig, h. 79.
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membutuhkan informasi teknologi di segala bidang dari lnar negeri
tersebut.

B Pemerintah perlu mempersiapkan paket informasi tentang potensi
nasional yang dapat diandalkan sehingga dapat membantu, baik
dalam negosiasi manpun dalam pelaksanaan perjanjian lisensi.?®?

Dari apa yang telah diuraikan di atas, menunjukkan kepada kita
bahwa pemerintah dapat berperan dalam rangka perjanjian lisensi, yaitu

di bidang regulasi dan di bidang informasi. Kedua bidang itu, dapat

dikatakan mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam memberdayakan

perjanjian lisensi agar mampu menciptakan alih teknologi.

22) 14, cahim I dham |, Op.cit, hal 62,

216



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada Bab I sampai dengan
Bab IV, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
A.l. Kesimpulan Unum
Bahwa pada dasarnya perjanjian lisensi merupakan salah satu
saluran untuk terjadinya alih teknologi dari luar negeri ke Indonesia,
dalam rangka penanaman modal asing. Namun demikian, peranan itu
belum dapat tercapai secara maksimal, disebabkan berbagai kelemahan
dari pihak penerima lisensi. Namun demikian, perjanjian lisensi dapat
dikatakan telah cukup berperan dalam pengalihan teknologi. Dan
teknologi yang dialihkan itu, selanjutnya dikuasai dan dikembangkan
untuk keperluan pengembangan industrialisasi.
A.2. Kesimpulen Khusus
1. Bahwa secara teoritis atam konsepsional perjanjian lisensi
merupakan sarana yang efektif dalam penyelenggaraan alih
teknologi dalam rangka penanaman modal asing, sedangkan dalam
praktek atau kenyataanya perjanjian lisensi belum mampu berperan

secara efeltif dalam alih teknologi dalam rangka penanaman modal
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2.

asing, yang disebabkan oleh berbagai kendala seperti orientasi
perjanjian lisensi, ketidak-seimbangan bargaining position, adanya
pembatasan-pembatasan terhadap ruang gerek Licensee oleh
Licensor, kurangnya kemampuan negosiasi dan manajemen, adanya
kecenderungan  Licensor  tidak bersungguh-sungguh  ingin
mengalihkan teknologinya, kurangnyz infra-struktur yang relevan,
dan adanya pola kehidupan masyarakat yang belum mendukung
pengalihan teknologi itu.

Bghwa eratnya kaitan antara perjanjian lisensi dalam
penyelenggaraan alih teknologi dalam rangka penanaman modal
asing dengan pengembangan industrialisasi. Oleh karena, teknologi
yang dialihkan melalui perjanjian lisensi itu sangat penting
peranannya dalam pengembangan industrialisasi. Dalam arti,
teknologi merupakan faktor kunci dalam pengembangan
industrialisasi.

Bahwa agar perjanjian lisensi it sungguh-sungguh dapat berperan
dalam alih teknologi dibutuhkan adanya peran aktif dari pemerintah,

yaitu peranan di bidang regulasi dan bidang informasi.
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B. Saran-saran
B.1. Saran Umum
Bahwa agar perjanjian lisensi sungguh-sungguh dapat berperan
sebagai sarana yang efcktif  dalam penyelenggaraan alih teknologi
dalam rangka penanaman modal asing, perlu dilakukan berbagai upaya
untuk memcari pemecahan terhadap kendala-kendala yang ditemui
dalam prﬁktek, baik dari pihak Licensor, pihak Licensee maupun pihak
pmerintah. Oleh karena pemecahan terhadap kendala-kendala tersebut
sangat penting artinya dalam mewujudkan alih teknologi melalui
perjanjian lisensi sebagaimana yang diharapkan.
B.2. Saran Khusus
1. Bahwa karena perjanjian lisensi belum berperan sebagai sarana
yang efektif dalam penyelenggaraan alih teknologi sebagaimana
yang diharpkan, maka sudah selayaknya perlu dilakukan suatu
perubghan-perubahan yang mendasar, yaitu :
W terhadap orientasi perjanjian lisensi itn sendiri, yang lebih
peduli kepada alih telmologi.
® perlu diseimbangkannya bargaining position antara para pihak.
B perlu diminimalisasi pembatasan-pembatasan Licensor

terhadap Licensee, bila tidak mungkin dihilangkan.
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® perlu peningkatan kemampuan negosiasi dan manajemen dari
pihak Licensee, termasuk kemampuan menguasai bahasa yang
digunakan dalam perjanjian ligensi.

® perlu dilakukan suatu pendekatan persuasif dengan pihak
Licensor, agar ia bersedia sungguh mengalihkan teknologinya.

® periu adanya infra-struktur yang relevan, seperti kebijaksanaan
indusiri dan tekmologi, serta laboratorium pengukuran dan
pengujian.

B perlu dikembangkannya usaha dalam mengubah pola kehidupan
masyarakat yang bersifat agraris ke pola kehidupan
industrialis, agar dapat mendukung pengalihan teknologi.

9. Bahwa harus diakui pengembangan industrialisasi di Indonesia
masih tergantmg kepada teknologi impor, maka teknologi yang
diperoleh melalui perjanjian lisensi tidak hanya dimanfaatkan,
tetapi harus diluasai dan dikembangkan, sehingga tidak terciptanya
suatu kondisi keterganfungan terus-menerus dengan luar negeri.

3. Agar perjanjian lisensi dapat berperan daiam alih teknologi, maka
dibutuhkan adanya peran aktif dari pemerintah dalam mendorong
alih teknologi, yaitu melalui pembuatan peraturan perundang-
undangan mengenai perjanjian lisensi beserta aspeknya yang

terkait, dan menyediakan suatu pusat informasi teknologi.
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